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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 
A. Transliterasi Arab-Latin 
Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 
dilihat pada tabel berikut : 
1. Konsonan 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan 
ب Ba B Be 
ت Ta T Te 
ث ṡa ṡ es (dengan titik diatas) 
ج Jim J Je 
ح ḥa ḥ ha (dengan titik dibawah) 
خ Kha Kh ka dan ha 
د Dal D De 
ذ Zal Ż zet (dengan titik diatas) 
ر Ra R Er 
ز Zai Z Zet 
س Sin S Es 
ش Syin Sy es dan ye 
ص ṣad ṣ es (dengan titik dibawah) 
ض ḍad ḍ de (dengan titik dibawah) 
ط ṭa ṭ te (dengan titik dibawah) 
ظ ẓa ẓ zet (dengan titik dibawah) 
ع ‘ain ̒ apostrof terbalik 
غ Gain G Ge 
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ف Fa F Ef 
ق Qaf Q Qi 
ك Kaf K Ka 
ل Lam L El 
م Mim M Em 
ن Nun N En 
و Wau W We 
ه Ha H Ha 
ء Hamzah ̓̓ Apostrof 
ى Ya Y Ye 
Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi 
tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda  
( ̓ ). 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa 
Arab yang lambanya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut: 
 
Tanda Nama Huruf  Latin Nama 
 َا fatḥah a A 
 ِا Kasrah i I 
 ُا ḍammah u U 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 





Tanda Nama Huruf  Latin Nama 
 َي fatḥah dan yā̓̓ ai a dan i 
 َو fatḥah dan wau au a dan u 
Contoh: 
ﻒﯿﻛ : kaifa 
ل ﻮھ : haula 
3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 




Nama Huruf  dan tanda Nama 
 َي… /  َا …. Fatḥah dan alif atau yā̓̓ ā a dan garis di atas 
ي Kasrah dan yā ī i dan garis di atas 
و ḍammah dan wau Ữ u dan garis di atas 
Contoh: 
ت ﺎﻣ : māta 
ﻰﻣر : ramā 
ﻞﯿﻗ : qīla 
ت ﻮﻤﯾ : yamūtu 
4. Tā marbūṭah 
Tramsliterasi untuk tā’ marbūṭah ada dua yaitu: tā’ marbūṭah yang hidup 
atau mendapat harakat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah (t). 




Kalau pada kata yang berakhir dengan tā’ marbūṭah diikuti oleh kata yang 
menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka tā’ 
marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 
Contoh:  
ل ﺎﻔط ﻻا ﺔﺿ ور : rauḍah al-aṭfāl 
ﺔﻠﺿ ﺎﻔﻟا ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا : al-madīnah al-fāḍilah 
ﺔﻤﻜﺤﻟا  : rauḍah al-aṭfāl 
5. Syaddah (Tasydīd) 
Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda tasydīd ( ﹼ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan 
perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 
Contoh: 
ﺎﻨﺑر : rabbanā 
ﺎﻨﯿﺠﻧ : najjainā 
ﻖﺤﻟا : al-ḥaqq 
ﻢﻌﻧ : nu”ima 
وﺪﻋ : ‘duwwun 
Jika huruf  ى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 
kasrah ( ـــــ  ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi ī. 
Contoh: 
ﻲﻠﻋ : ‘Ali (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly) 
ﻲﺑﺮﻋ : ‘Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby) 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf  لا 
(alif lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi 
seperti biasa, al-,baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsyiah maupun huruf 
 xvi 
 
qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang 
mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan 
dihubungkan dengan garis mendatar ( - ).  Contoh : 
ﺲﻤﺸﻟا : al-syamsu (bukan asy-syamsu) 
ﺔﻟ ﺰﻟاﺰﻟا : al-zalzalah (az-zalzalah) 
ﺔﻔﺴﻠﻔﻟا : al-falsafah 
دﻼﺒﻟا : al- bilādu 
7. Hamzah. 
Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof ( ‘ ) hanya berlaku bagi 
hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletah di 
awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 
Contoh : 
نوﺮﻣﺎﺗ : ta’murūna 
عﻮﻨﻟا : al-nau’ 
ءﻲﺷ : syai’un 
تﺮﻣا : umirtu 
8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia 
Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau 
kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat 
yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau 
sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia 
akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, 
kata al-Qur’an (dari al-Qur’ān), Alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila 
kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus 
ditransliterasi secara utuh. Contoh: 
Fī Ẓilāl al-Qur’ān 
 xvii 
 
Al-Sunnah qabl al-tadwīn 
9. Lafẓ al-jalālah (ﷲ ) 
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya 
atau berkedudukan sebagai muḍā ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf 
hamzah. 
Contoh: 
ﷲ ﻦﯾد    dīnullāh  ﷲ ﺎﺑ  billāh 
Adapun tā’ marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ al-
jalālah, ditransliterasi dengan huruf (t).contoh:  
 ﻢﮭﮭﻠﻟا ﺔﻤﺣر ﻲﻓ  hum fī raḥmatillāh 
10. Huruf Kapital 
Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (All caps), dalam 
transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 
capital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf 
capital, misalnya, digunakan untuk menulis huruf awal nama diri (orang, tempat, 
bulan) dan huruf pertama permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata 
sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap dengan huruf awal 
nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal 
kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-
). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang 
didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam 
catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). contoh: 
Wa mā Muḥammadun illā rasūl 
Inna awwala baitin wuḍi’a linnāsi lallaẓī bi bakkata mubārakan 
Syahru Ramaḍān al-lażī unzila fih al-Qur’ān 
Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī 
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Abū Naṣr al-Farābī 
Al-Gazālī 
Al-Munqiż min al-Ḋalāl 
Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū 
(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus 
disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:  
Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-
Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu) 
Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: 
Zaīd, Naṣr Ḥāmid Abū). 
B. Daftar Singkatan 
Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 
swt.  : subḥānahū wa ta’ālā 
saw.  : ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam 
a.s.  : ‘alaihi al-salām 
H  : Hijrah 
M  : Masehi 
SM  : Sebelum Masehi 
l.  : Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja) 
w.  : Wafat tahun 
QS…/…: 4 : QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli ‘Imrān/3: 4 
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JUDUL : OPTIMALISASI BAGI HASIL DALAM  MENINGKATKAN 
LABA DAN MARKET SHARE PADA PRODUK PEMBIAYAAN 
MUḌHĀRABAH(Studi: PT Bank BNI Syariah Cabang Makassar). 
Prinsip syariah pada penerapan Akuntansi Syariah tidak boleh dikenakan 
bunga, karena bunga dalam ajaran Al-Qur’an dan hadist adalah Ribā. Untuk 
menghindari transaksi Ribā maka dalam perbankan syariah menerapkan sistem 
bagi hasil, salah satunya melalui produk pembiayaan muḍhrābah. Akan tetapi, 
fenomena yang terjadi saat ini dilihat dari laporan keuangan statistik perbankan 
syariah, muḍhrābah yang merupakan core product perbankan syariah memiliki 
pendapatan dan market share yang paling rendah dibandingkan pembiayaan 
lainnya. Sehingga bagi hasil pada perbankan syariah lebih komprehensif 
dijelaskan dengan teori maslahah, yaitu pemenuhan unsur kebaikan dan manfaat 
yang berdimensi duniawi dan ukhrawi, artinya tidak semata berorientasi 
keuntungan, tetapi memaksimalkan kesejahteraan sosial dan protektif untuk 
pemenuhan kebutuhan shahibul maal dan mudharib.  
Penelitian ini menggunakan paradigma penelitian kualitatif dengan lokasi 
penelitian pada PT Bank BNI Syariah Cabang Makassar. Peneliti mengambil data 
dengan teknik wawancara dan beberapa data sekunder pendukung lainnya dari 
situs resmi entitas. Kemudian peneliti menganalisis data dan menginterprestasikan 
data yang didapatkan. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Bank BNI Syariah Cabang 
Makassar telah melaksanakan prinsip-prinsip sesuai dengan aturan Fatwa DS MUI 
No.07/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 4 April 2000, akan tetapi BNI Syariah terlalu 
berhati-hati melaksanakan produk pembiayaan Muḍhārabah sehingga dalam 
implementasinya terlihat bahwa Muḍhārabah bukan merupakan core product. 
Kemudian untuk mengoptimalkan sistem bagi hasil maka antara pihak bank dan 
nasabah harus saling mempercayai, nasabah harus transparasi dalam melaporkan 
keuntungan yang didapatkan. Jika kondisi tersebut terpenuhi maka akan 
meningkatkan laba dan secara otomatis juga akan meningkatkan market share 
pada produk pembiayaan muḍhrābah. 
 





BAB I  
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Menurut UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan bahwa usaha 
perbankan meliputi tiga kegiatan, yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana dan 
memberikan jasa bank lainnya. Kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana 
merupakan kegiatan pokok bank sedangkan memberikan jasa bank lainnya hanya 
kegiatan pendukung. Kegiatan menghimpun dana, berupa mengumpulkan dana 
dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro, tabungan dan deposito. Kegiatan 
menyalurkan dana berupa pemberian pinjaman kepada masyarakat sedangkan 
jasa-jasa perbankan lainnya diberikan untuk mendukung kelancaran kegiatan 
utama tersebut (Wikipedia, 2016). Saat ini, bank memiliki fleksibilitas pada 
layanan yang mereka tawarkan, lokasi dan tempat mereka beroperasi (Madura, 
2001). 
Sejak diberlakunya Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang 
perubahan atas Undang-Undang No 7 Tahun 1992, industri perbankan di 
Indonesia berlaku sistem perbankan ganda yakni sistem perbankan konvensional 
atau peranti bunga (bank konvensional) dan sistem perbankan bagi hasil atau 
peranti akad-akad yang sesuai dengan prinsip syariah Islam dan kemudian  
perubahan tersebut memberikan peluang yang lebih besar bagi pengembangan 
perbankan syariah. 
Praktek Perbankan Syariah pada dasarnya harus mengandung prinsip 





pasal 2 ayat 3 dijelaskan bahwa pemenuhan prinsip syariah harus dilaksanakan 
dengan memenuhi ketentuan pokok hukum islam antara lain prinsip keadilan dan 
keseimbangan, kemaslahatan dan universalisme (alamiyah) serta tidak 
mengandung gharar, maysir, ribā, zalim dan objek haram.  
Bunga berdasarkan keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) 
tahun 2004 dan menurut sebagian ulama dan masyarakat muslim termaksud dalam 
kategori ribā.  Ribā adalah semua tambahan yang disyaratkan atas harta pokok. 
Artinya, apa yang diambil seseorang sebagai tambahan harta pokoknya tanpa 
melalui usaha perdagangan dan tanpa melakukan sesuatu, maka yang demikian itu 
termaksud ribā, dan ribā dalam islam hukumnya haram. Allah SWT berfirman 
dalam QS Al-Baqarah/2: 278-279. 
                      
                        
                
Terjemahnya: 
Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan 
sisa Ribā (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. 
Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa ribā), Maka 
ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika 
kamu bertaubat (dari pengambilan ribā), Maka bagimu pokok hartamu; 
kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.  
(QS Al-Baqarah: 278-279). 
Seperti yang dijelaskan bahwa praktik perbankan syariah tidak boleh 
mengandung unsur ribā. Kemudian, salah satu nilai terpenting dalam prinsip 





dimana nilai Maslaḥah yang berarti segala aktivitas operasi perusahaan harus 
memberi manfaat untuk semua pihak bukan hanya sepihak. Prinsip Maslaḥah 
merupakan cara untuk pengambilan keputusan (Dusuki, 2014). Nilai inilah yang 
dikembangkan oleh perbankan syariah ataupun perusahaan berbasis syariah 
lainnya sehingga membedakan dengan perbankan konvensional atau perusahaan 
berbasis konvensional lainnya. 
Bank konvensional dan bank syariah memiliki beberapa persamaan 
terutama dalam sisi teknis penerimaan uang, mekanisme transfer, teknologi 
komputer yang digunakan, syarat-syarat umum memperoleh pembiayaan seperti 
KTP, NPWP, proposal, laporan keuangan dan sebagainya. Akan tetapi, terdapat 
banyak perbedaan yang mendasar antara keduanya. Perbedaan itu menyangkut 
aspek legal, struktur organisasi, usaha yang dibiayai dan lingkungan kerja 
(Misbahuddin, 2013). 
Akad yang dilakukan bank syariah memiliki konsekuensi duniawi dan 
ukhrawi karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum islam. Seringkali 
nasabah berani melanggar kesepakatan atau perjanjian yang telah dilakukan bila 
hukum itu hanya berdasarkan hukum positif belaka, tapi tidak demikian bila 
perjanjian tersebut memiliki pertanggungjawaban hingga yaumil qiyamah nanti 
(Malayu 2010: 79). 
Setiap akad dalam perbankan syariah, seperti barang, pelaku transaksi, 
maupun ketentuan lainnya, harus memenuhi ketentuan akad yaitu rukun dan 
syarat. Berbeda dengan perbankan konvensional, jika pada perbankan syariah 





pihak tidak menyelesaikannya di peradilan negeri seperti bank konvensional, 
tetapi menyelesaikannya sesuai tata cara dan hukum materi syariah, yaitu lembaga 
yang mengatur hukum materi dan atau berdasarkan prinsip syariah di Indonesia 
dikenal dengan nama Badan Arbitrase Muamalah Indonesia atau BAMUI yang 
didirikan secara bersama oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Majelis 
Ulama Indonesia (Aziz, 2010:227). 
Bank syariah memiliki struktur yang sama dengan bank konvensional, 
misalnya  komisaris dan direksi, tetapi unsur yang amat membedakan antara bank 
syariah dan bank konvensional adalah keharusan adanya Dewan Pengawas 
Syariah (DPS) yang bertugas mengawasi operasional bank dan produk-produknya 
agar sesuai dengan garis-garis prinsip syariah. DPS biasanya diletakkan pada 
posisi setingkat Dewan komisaris pada setiap bank. Hal ini untuk menjamin 
efektivitas dari setiap opini yang diberikan oleh DPS. Karena, penetapan anggota 
DPS biasanya dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham setelah para 
anggota DPS mendapat rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional. 
Bisnis dan usaha yang dibiayai pada bank syariah yang dilaksanakan tidak 
terlepas dari sistem syariah, karena bank syariah tidak mungkin membiayai usaha 
yang terkandung didalamnya hal-hal yang diharamkan, seperti proyek pembiayaan 
yang menimbulkan kemudharatan, berkaitan dengan perjudian, merugikan syiar 
islam dan sebagainya (Misbahuddin, 2013:64). 
Selain itu, bank syariah selayaknya memiliki lingkungan kerja yang 
sejalan dengan syariah. Dalam hal ini etika, misalnya sifat amanah dan siddiq, 





yang baik. Disamping itu karyawan bank syariah harus skilfull dan fathanah 
(professional) dan mampu melakukan tugas secara team-work dimana informasi 
merata di seluruh fungsional organisasi (tabligh). Demikian pula dalam hal 
reward dan punishment, diperlukan prinsip keadilan yang sesuai dengan syariah 
(Qardhawi, 2007:55). 
Perbandingan secara umum bank syariah dan bank konvensional, yaitu;  
bank syariah melakukan investasi yang halal saja. Berdasarkan prinsip bagi hasil, 
jual-beli atau sewa. Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan 
kemitraan. Profit dan falah oriented. Penghimpun dan penyaluran dana harus 
sesuai dengan fatwa Dewan pengawas syariah. Sedangkan bank konvesional 
Investasinya halal dan haram. Memakai perangkat bunga. Hubungan dengan 
nasabah dalam bentuk kreditor dan debitor. Profit oriented dan tidak terdapat 
dewan sejenis (Antonio, 2001:34). 
Salah satu sumber pendapatan bank konvensional dan bank syariah adalah 
dari penyaluran kredit atau pembiayaan, dimana keuntungan tersebut berupa 
selisih antara bunga, bagi hasil atau margin dari sumber-sumber dana dengan 
bunga, bagi hasil atau margin yang diterima dari alokasi dana tertentu. Kegiatan 
utama lembaga perbankan bank konvensional ataupun perbankan syariah adalah 
menghimpun dana dan menyalurkan dana dalam bentuk kredit atau pembiayaan 
kepada masyarakat yang memerlukan dana, baik untuk investasi, modal kerja 
maupun komsumsi. Kredit atau pembiayaan yang diberikan atau yang dicairkan 





Pihak yang menerima kredit atau pembiayaan diharapkan memperoleh 
nilai tambah serta dapat mengembangkan usaha agar lebih maju dan yang paling 
diperhatikan oleh masyarakat ketika mengambil kredit atau pembiayaan adalah 
berupa bunga yang tinggi atau bagi hasil yang seimbang atau juga margin yang 
terlalu tinggi. Analisis prosedur pemberian kredit  pada bank konvensional dan 
pembiayaan murabaḥah bank syariah memerlukan suatu standar analisis yang 
meliputi penilaian atas keseluruhan dari aspek-aspek yang perlu mendapatkan 
perhatian kelayakannya, sehingga dapat disimpulkan bahwa calon debitur layak 
atau tidak layak untuk dibiayai (Djohan, 2000 dalam Ardhana, 2011). 
Bank Indonesia mengatakan bahwa sistem perbankan syariah yang 
berdasarkan prinsip bagi hasil memberikan alternatif sistem perbankan yang 
saling menguntungkan bagi masyarakat dan bank, serta menonjolkan  aspek 
keadilan dalam bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai 
kebersamaan dan persaudaraan dalam berproduksi dan menghindari kegiatan 
spekulatif dalam bertransaksi keuangan (Sekilas Perbankan Syariah di Indonesia, 
2016). 
Berbagai produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah antara lain: (1) 
produk pengumpulan dana, terdiri dari: giro wadi’ah, tabungan Muḍhārabah, dan 
deposito Muḍhārabah; (2) produk pembiayaan: murabaḥah, bai’ as salam, bai 
istishna’, ijarah, musyarakah, Muḍhārabah; (3) produk jasa: al-wakalah, al-
hawalah, kafalah, dan sebagainya. 
Berdasarkan prinsip dasar produk tersebut, bank syariah sesungguhnya 





pembiayaan musyarakah dan Muḍhārabah (Muhammad, 2005). Kehadiran bank 
syariah seharusnya memberikan dampak yang luar biasa terhadap pertumbuhan 
sektor riil. Hal ini dikarenakan pola Muḍhārabah dan musyarakah adalah pola 
investasi langsung pada sektor riil, return pada sektor keuangan (bagi hasil), 
karena dalam prinsip ajaran Islam sangat ditentukan oleh sektor riil. Hal ini berarti 
keberadaan bank syariah harus mampu memberikan kontribusi yang 
meningkatkan pertumbuhan sektor riil. Fungsi tersebut akan terwujud bila bank 
syariah menggunakan akad profit and loss sharing (Muḍhārabah dan 
musyarakah) sebagai core productnya (Beik, 2007). 
Nasabah yang ingin mendapatkan pembiayaan berdasarkan akad bagi 
hasil, salah satu akad yang ditawarkan di bank syariah adalah pembiayaan 
Muḍhārabah. Akad Muḍhārabah merupakan suatu transaksi dan investasi yang 
berdasarkan kepercayaan (Syahdeini, 1999). Chapra (2010) menyatakan bahwa 
salah satu bentuk yang paling penting dan aklamasi disepakati yang harus 
dilakukan oleh lembaga keuangan syariah adalah Muḍhārabah. 
PSAK 105 mendefinisikan Muḍhārabah sebagai akad kerja sama usaha 
antara dua pihak dimana pihak pertama (şhāhibul māal)  menyediakan seluruh 
dana, sedangkan pihak kedua (muḍhārib) bertindak selaku pengelola dan 
keuntungan dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian 
finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana. Kerugian ini akan ditanggung oleh 
pemilik dana sepanjang kerugian itu tidak diakibatkan oleh kelalaian pengelola 
dana, apabila kerugian terjadi diakibatkan oleh kelalaian pengelola dana maka 





Akad Muḍhārabah merupakan bentuk mekanisme keuangan syari’ah yang 
digunakan untuk menggantikan sistem bunga dan merupakan potensi ujung 
tombak pemberdayaan ekonomi. Muḍhārabah dimaksudkan untuk menjalin 
kerjasama  dan  untuk membantu meningkatkan kesejahteraan seorang muḍhārib 
sehingga bisa menikmati hidup dalam strata ekonomi yang lebih layak serta lebih 
baik. Allah SWT berfirman dalam QS Al-Maidah/5: 2. 
…                        
              
Terjemahnya: 
…Dan Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan 
takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran 
dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat 
siksa-Nya. (QS Al-Maidah: 2). 
Akad Muḍhārabah dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada 
seseorang tidak mempunyai dana namun mempunyai keahlian tertentu untuk bisa 
mengembangkan diri (Dawwabah, 2009).  Muḍhārabah sendiri dibagi menjadi 
dua, yaitu Muḍhārabah muṭhlaqah dan Muḍhārabah muqayyadah. Muḍhārabah 
muṭhlaqah adalah bentuk kerjasama antara şhāhibul māal dan muḍhārib yang 
cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan 
daerah bisnis. Sedangkan Muḍhārabah muqayyadah adalah kebalikan dari 
Muḍhārabah muṭhlaqah, dimana usaha yang akan dijalankan dibatasi oleh jenis 
usaha, waktu, atau tempat usaha (Antonio, 2001). 
Menurut Aziz (2013) dalam Muḍhārabah perjanjian, laba/loss harus 





Anwar (1987) menjelaskan bahwa  teori yang diterapkan oleh bank syariah  
tentang profit and loss sharing sama  saja dengan bank konvensional, hanya saja 
mengantikan tingkat bunga dengan tingkat keuntungan sehingga terlihat 
mengandung syariah terbukti sebagian besar produk yang ditawarkan oleh bank 
syariah sama dengan bank konvensional,  Seharusnya bank syariah tidak perlu 
menyalin produk dari bank konvensional tetapi harus memperkenalkan produk-
produk tersebut yang benar-benar berbeda dari produk perbankan konvensional 
dan menurut hukum islam (Malik, 2011). Ada beberapa hal yang menyebabkan 
keraguan umat terhadap bank syariah yaitu Permasalahan Dien, Permasalahan 
Harga, Permasalahan Layanan, Permasalahan System/IT, Permasalahan Prosedur 
dan Permasalahan Produk (Dwiono, 2015). 
Perjalanan usaha pada bank syariah tidak bisa memberikan kontribusi yang 
maksimal untuk mendukung kemajuan sektor riil, terutama Muḍhārabah, karena 
pembiayaan yang diberikan didominasi oleh pembiayaan non-bagi hasil 
murabaḥah.  Data statistik perbankan syariah bulan Juni 2015, porsi produk untuk 
jenis pembiayaan murabaḥah mencapai 57,76 persen sementara proporsi 
pembiayaan Muḍhārabah sebesar 7,31 persen. Selain itu, perannya untuk 
memberdayakan perekonomian ummat secara keseluruhan tidak berjalan dengan 
optimal, karena pembiayaan masih fokus pada sektor jasa yang cenderung 
menggunakan skema pembiayaan non-bagi hasil mencapai 39,89 persen 
sedangkan untuk sektor industri mencapai 7,30 persen, dan sektor pertanian 





Rendahnya porsi pembiayaan Muḍhārabah  pada bank syariah umumnya 
dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya besarnya resiko dalam pembiayaan 
bagi hasil (Muhammad, 2005), sedangkan faktor yang lain adalah masalah yang 
ditimbulkan karena moral hazard dan adverse selection (Khalil, Rickwood dan 
Muride, 2000) dalam (Akhbar, 2006).  Selain itu rendahnya total asset bank 
syariah yang market share pada Februari 2016 sebesar 3,44 persen sedangkan 
bank konvensional sebesar 96,56 persen (Statistik Perbankan Indonesia, 2016). 
Hal tersebut menyebabkan bank syariah harus berhati-hati dalam melakukan 
pembiayaan kepada nasabah, khususnya pembiayaan bagi hasil sehingga 
kemampuan berinvestasi bank syariah terhambat.  
Iman Sugema (2006) menjelaskan bahwa rendahnya pembiayaan bagi 
hasil terutama disebabkan adanya asymmetric information dan administrative 
proble  (non standardized accounting, bad debt). Asymmetric information  adalah 
kondisi yang menunjukkan sebagian investor mempunyai informasi dan yang 
lainnya tidak memilikinya. Asimetri informasi yang dilakukan agen 
(pengusaha/debitur) dalam kontrak keuangan biasanya berbentuk moral hazard 
dan adverse selection.  
Menurut Prof. Muhammad Abu Zahrah (1999) dalam Sumiyanto (2005) 
mengidentifikasikan faktor- faktor yang menyebabkan pembiayaan bagi hasil 
kurang menarik bagi bank syariah antara lain; Pertama, Sumber dana bank 
syariah yang sebagian besar berjangka pendek tidak dapat digunakan untuk 
pembiayaan bagi hasil yang biasanya berjangka panjang. Kedua, pengusaha 





mengunakan sistem bagi hasil, karena pengusaha beranggapan bahwa kredit 
dengan menggunakan sistem bunga lebih menguntungkan dengan jumlah 
perhitungan yang sudah pasti, sehingga pada umumnya yang banyak mengajukan 
pembiayaan bagi hasil adalah usaha dengan keuntungan yang relatif rendah. 
Ketiga, pengusaha dengan bisnis yang berisiko rendah enggan meminta 
pembiayaan bagi hasil, kebanyakan pengusaha yang memilih pembiayaan bagi 
hasil adalah mereka yang berbisnis dengan risiko tinggi termasuk mereka yang 
baru terjun ke dunia bisnis. Keempat, untuk meyakinkan bank bahwa proyeknya 
akan memberikan keuntungan tinggi dan mendorong pengusaha untuk membuat 
proyeksi bisnis yang terlalu optimis. Kelima, banyak pengusaha yang mempunyai 
dua pembukuan, pembukuan yang diberikan kepada bank adalah yang tingkat 
keuntungannya kecil sehingga porsi keuntungan yang harus diberikan kepada 
bank juga kecil padahal pada pembukuan sebenarnya pengusaha membukukan 
keuntungan besar. 
Permasalahan rendahnya perkembangan pembiayaan bagi hasil juga 
disebabkan dengan adanya beberapa persyaratan atau prosedur pengajuan 
pembiayaan yang menjadi kebijakan bank syariah yang harus dipenuhi oleh calon 
nasabah jika hendak mengajukan permohonan pembiayaan. Syarat yang menjadi 
permasalahan tersebut adalah adanya kewajiban bagi calon muḍhārib untuk 
memberikan jaminan pembiayaan yang bernilai dan setara dengan jumlah plafon 
pembiayaan. Persyaratan tersebut dianggap tidak sesuai dengan maksud dan 
tujuan akad Muḍhārabah dan juga tidak sesuai prinsip-prinsip syariah 





Kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai produk-
produk bank syariah khusunya produk penyaluran dana, membuat sebagian 
masyarakat masih berfikir untuk melakukan transaksi pada bank syariah.  Seperti 
yang diungkapkan oleh Hanif (2011) bahwa  kontrak Muḍhārabah pada 
perbankan syariah dibatasi. Sehingga nasabah menganggap adanya kesamaan 
praktek yang dilakukan antara bank konvensional dan bank syariah dan yang 
membedakan hanya istilah bagi hasil yang melekat pada bank syariah dan bunga 
pada bank konvensional. Sehingga, dalam perjalanan usahanya bank syariah tidak 
bisa memberikan kontribusi yang maksimal untuk mendukung kemajuan sektor 
riil, padahal dengan mengoptimalkan pembiayaan bagi hasil bank syariah dapat 
menumbuhkan jiwa entrepreneurship nasabah yang pada akhirnya dapat 
meningkatkan distribusi pendapatan dan memberdayakan ekonomi masyarakat.   
PT Bank BNI Syariah Cabang Makassar merupakan salah satu bank 
syariah di Indonesia yang menjalankan konsep Muḍhārabah. Dan oleh karena itu, 
peran semua pihak dan pelaku ekonomi yang terkait merupakan keharusan yang 
segera direalisasikan untuk mewujudkan sistem keuangan alternatif dalam 
memecahkan masalah ekonomi. Lahirnya perbankan syariah sebagai wujud 
komitmen masyarakat dalam menerapkan prinsip syariah mewujudkan 
kesejahteraan, kejujuran dan keadilan salah satunya dengan Optimalisasi bagi 








B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 
Fokus penelitian ini adalah penerapan prinsip syariah pada pengelolaan 
bank syariah melalui produk Pembiayaan Muḍhārabah  dengan melihat unsur 
ketidakjelasan dengan adanya konsep accrual basic dalam pengakuan pendapatan 
pada produk Muḍhārabah (bagi hasil). Adapun dokumen lain (bukti dari 
keterangan informan dan jurnal/referensi lainnya) yang diperoleh dalam penelitian 
dijadikan sebagai data pendukung dan panduan untuk menghasilkan informasi 
yang lebih akurat. Penelitian ini dilakukan pada salah satu bank syariah yang ada 
di Makassar yaitu BNI Syariah Cabang Makassar.  
Dipilihnya BNI Syariah karena BNI Syariah merupakan salah satu bank 
syariah yang terus mengalami peningkatan terbukti sebelum menjadi Bank Umum 
Syariah (BUS), pada tanggal 29 April 2000 didirikan Unit Usaha Syariah (UUS) 
BNI dengan 5 kantor cabang di Yogyakarta, Malang, Pekalongan, Jepara dan 
Banjarmasin. Selanjutnya UUS BNI terus berkembang menjadi 28 Kantor Cabang 
dan 31 Kantor Cabang Pembantu. Kemudian, pada tanggal 19 Juni 2010 dengan 
beroperasinya BNI Syariah sebagai Bank Umum Syariah (BUS), hingga Juni 
2014 jumlah cabang BNI Syariah mencapai 65 Kantor Cabang, 161 Kantor 
Cabang Pembantu, 17 Kantor Kas, 22 Mobil Layanan Gerak dan 20 Payment 
Point (Sejarah BNI Syariah, 2016). Sehingga keberadaannya dianggap sebagai 
perbankan syariah yang memberikan pengaruh kepada masyarakat.  
Kemudian, penelitian ini bermaksud untuk melakukan kajian secara 
mendalam, bukan untuk generalisasi dan kemudian menemukan sebuah solusi 





yang sampai saat ini produk Muḍhārabah merupakan produk yang paling rendah 
porsinya dibandingkan produk pembiayaan lainnya. Untuk melihat keadilan pada 
BNI Syariah Cabang Makassar maka penelitian ini dilakukan dengan meneliti 
penerapan prinsip-prinsip syariah pada bank tersebut. Prinsip-prinsip syariah yang 
akan diteliti pada BNI Syariah Cabang Makassar, yaitu: 
1. Ukhuwah (persaudaraan) yaitu transaksi syariah menjunjung tinggi nilai 
kebersamaan dalam memperoleh manfaat. 
2. Adl (keadilan) yaitu menempatkan sesuatu hanya pada tempatnya dan 
memberikan sesuatu hanya pada yang berhak serta memperlakukan 
sesuatu sesuai posisinya.   
3. Tawazun (keseimbangan) adalah keseimbangan yang meliputi aspek 
material dan spiritual, aspek privat dan publik, sektor keuangan dan sektor 
riil, bisnis dan sosial serta keseimbangan aspek pemanfaatan dan 
kelestarian. 
4. Maslaḥah (kemaslahatan) adalah segala bentuk kebaikan yang berdimensi 
duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual serta individual dan kolektif 
serta harus memenuhi tiga unsur yaitu kepatuhan syariah (halal), 
bermanfaat dan membawa kebaikan (thoyib) dalam semua aspek secara 
keseluruhan yang tidak menimbulkan kemudharatan.  
5. Alamiyah (universalisme) adalah sesuatu yang dapat dilakukan dan 
diterima oleh, dengan dan untuk semua pihak yang berkepentingan 
(stakeholders) tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan, sesuai 





6. Gharar adalah transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak 
diketahui keberadaannya atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi 
dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah.  
7. Maysir yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang 
tidak pasti untung dan ruginya.   
8. Ribā adalah pemastian penambahan pendapatan secara tidak sah (bathil) 
antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama 
kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (fadhl), atau dalam transaksi 
pinjam–meminjam yang mempersyaratkan nasabah penerima fasilitas 
mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena 
berjalannya waktu (nasiah).   
9. Zalim  adalah transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak 
lainnya. 
C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini difokuskan pada 
rumusan masalah berikut : 
1. Bagaimana implementasi bagi hasil pada produk pembiayaan Muḍhārabah 
PT BNI Syariah Cabang Makassar? 
2. Bagaimana mengoptimalkan bagi hasil dalam meningkatkan laba dan 








D. Kajian Pustaka 
Tabel 1.1 
Penelitian Terdahulu 









Revenue  Sharing 
(Studi Kasus di 
kjks BMT Nuur 
Ummah 
Surakarta) 
Dari Hasil penelitian tersebut menemukan 
bahwa Rukun, syarat dan ketentuan 
pembiayaan Muḍhārabah yang diterapkan 
di BMT Nuur Ummah Surakarta 
dilaksanakan sesuai dengan prinsip 
syariah. Selain itu penentuan besar nisbah 
bagi hasil yang diterapkan telah sesuai 
dengan prinsip syariah karena ditentukan 
sesuai kesepakatan kedua belah pihak 
(şhāhibul māal dan muḍhārib) namun 
nisbah yang terlalu besar memberatkan 
muḍhārib yang berpendapatan kecil. Dan 
alur penyelenggaraan pembiayaan 
Muḍhārabah yang diterapkan telah sesuai 
dengan Prinsip Syariah yaitu dilaksanakan 













Didalam tesis ini penulis menyatakan 
bahwa Hasil Kajian dan  Analisa BMT Al-
Khairat pada pembiayaan Akad 
Muḍhārabah terkait adanya jumlah yang 
bernilai dan setara dengan jumlah plafon 
pembiayaan berdasarkan fatwa DSN-MUI 
dan prinsip syariah dapat disimpulkan 
bahwa adanya kebijakan atas persyaratan 
tersebut merupakan suatu kebijakan yang 








Sebab seorang calon nasabah pada Akad 
Muḍhārabah pada hakikatnya adalah 
mereka tidak memiliki asset atau 
kekayaan. Sehingga hal ini tentunya 
menjadi kendala bagi mereka yang tidak 
memiliki asset atau kekayaan yang dapat 
dijadikan sebagai jaminan untuk 
memperoleh pembiayaan. 





pada PT Bank 
Muamalat Tbk, 
Cabang Bogor 
Penelitian ini menunjukkan PT Bank 
Muamalat Indonesia Tbk Cabang Bogor 
telah menerapkan pembiayaan 
Mudahrabah sesuai dengan pedoman 
Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah di 
Indonesia dan PSAK No 105. Dalam 
kaitannya dengan laba, pembiayaan 
Muḍhārabah memberikan kontribusi 
terhadap peningkatan atau penurunan laba 
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang 
Bogor. Berdasarkan laporan Keuangan 
Bank Muamalat Indonesia tahun 2008-
2007,diketahui bahwa pembiayaan 
Muḍhārabah memberikan kontribusi yang 
cukup besar terhadap peningkatan laba PT 











Dari hasil uji regresi terlihat bahwa 
pembiayaan Musyarakah, Muḍhārabah. 
Dan Ijarah secara parsial dan simultan 
berpengaruh terhadap kemampuan labaan 






Bank Muamalat di 
Indonesia 
berpengaruh signifikan adalah 
Muḍhārabah. Dengan demikian, 
diharapkan perbankan syariah di Indonesia 
lebih mensosialisasikan produk-produk 
pembiayaan bagi hasil baik di daerah kota 
dan desa, meskipun memiliki resiko yang 
lebih tinggi dibandingkan produk jual beli 
tetapi jika terus dikembangkan memiliki 
potensi yang menjanjikan untuk 










Ditemukan aplikasi sistem Muḍhārabah 
pada Bank Syariah Mandiri cabang palu 
belum sepenuhnya diwujudkan secara 
murni sesuai dengan landasan teoretik 
sistem Muḍhārabah yang dikemukakan 
para ahli, meskipun komitmen Bank 
Syariah Mandiri cabang Palu kepada 
nasabah mengalami Peningkatan secara 
signifikan. Sehingga  menunjukkan bahwa 
belum ada garis perbedaan yang tajam 
antara praktik perbankan syariah dengan 
perbankan  konvensional soal pembiayaan. 
Meskipun ada hal yang menunjukkan 
adanya persamaan dengan perbankan 
konvensional, akan tetapi pengenaan 
bunga yang sangat rendah menunjukkan 
sisi perbedaan antara Bank Syariah 







E. Tujuan Penelitian 
Dari rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas adapun tujuan dari 
penelitian, yaitu : 
1. Untuk mengetahui implementasi bagi hasil pada produk pembiayaan 
Muḍhārabah PT BNI Syariah Cabang Makassar. 
2. Untuk mengoptimalkan bagi hasil dalam meningkatkan laba dan market 
share pada produk pembiayaan Muḍhārabah PT BNI Syariah Cabang 
Makassar. 
F. Manfaat Penelitian 
Penelitian ini bertujuan untuk memberikan manfaat. Penelitian ini 
dilakukan dengan melakukan analisis terhadap optimalisasi bagi hasil dalam 
meningkatkan laba dan market share produk pembiayaan perbankan syariah. 
Khususnya Akad Muḍhārabah, adapun dari penelitian ini mempunyai manfaat, 
baik itu kontribusi teoritis, kontribusi praktis maupun kontribusi regulasi, yaitu 
sebagai berikut: 
1. Manfaat Teoretis 
Perbankan syariah saat ini diperlukan keberadaannya oleh masyarakat. 
Pada perkembangannya, meskipun perbankan syariah telah melekatkan namanya 
secara Islami. Namun, pada kenyataannya masyarakat masih beranggapan bahwa 
perbankan konvensional dan perbankan syariah sama saja. Penelitian ini telah 
membuka wawasan mengenai teori yang mendasari akuntansi syariah, utamanya 






2. Manfaat Praktisi 
Penelitian ini memberi manfaat terhadap praktek perbankan syariah yang 
menegaskan bahwa untuk meningkatkan pendapatan pada perbankan syariah 
melalui produk-produknya, maka tidak boleh ada unsur yang bersifat 
konvensional  dan  pada dasarnya penelitian ini menunjukkan bahwa sistem ratio 
bagi hasil pada perbankan syariah harus menerapkan prinsip-prinsip syariah yang 
mana hal tersebut akan mendukung optimalisasi bagi hasil pada akad 
Muḍhārabah.  
Adanya penelitian ini maka pada prakteknya perbankan syariah dapat 
menyajikan pertanggungjawabnya yang mengandung kejelasan informasi 
sehingga keputusan yang dipilih dapat bermanfaat bagi semua pihak secara adil. 
Dengan adanya  pembagian keuntungan dan kerugian yang jelas pada akad 
Muḍhārabah yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah maka perbankan syariah 
dapat mendorong dan mempercepat kemajuan ekonomi di negara ini melalui 
sektor riil. 
3. Manfaat Regulasi 
Nilai-nilai Islam yang tercermin dalam prinsip-prinsip syariah harus 
menjadi dasar penyusunan standar akuntansi syariah. Penelitian ini memberi 
manfaat bagi pembuatan standar akuntansi syariah. Khususnya dalam penentuan 
konsep dasar bagi hasil dalam akad Muḍhārabah. Selain itu, Penelitian ini juga 
membuka kesadaran bagi regulator untuk menentukan standar akuntansi syariah 







A. Profit and Loss Sharing Theory 
Teori bagi hasil sendiri menurut terminologi asing (Inggris) dikenal 
dengan profit and loss sharing. Profit And Loss Sharing (PLS) dalam kamus 
ekonomi diartikan pembagian laba (Muhammad, 2002:101).  Secara definitif 
profit sharing yaitu “Distribusi beberapa bagian dari laba pada para pegawai dari 
suatu perusahaan” (Muhammad, 2004:18). Sedangkan profit and loss sharing 
menurut etimologi Indonesia adalah bagi keuntungan. Profit secara istilah adalah 
perbedaan yang timbul ketika total pendapatan (total revenue) suatu perusahaan 
lebih besar dari total biaya (total cost) (Pass, 1994: 534). Lebih lanjut dikatakan, 
bahwa hal itu dapat berbentuk bonus uang tunai tahunan yang didasarkan pada 
laba yang diperoleh pada tahun-tahun sebelumnya, atau berbentuk pembayaran 
mingguan atau bulanan. Dalam istilah lain profit sharing adalah perhitungan bagi 
hasil didasarkan kepada hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi 
dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut 
(Tim pengembangan Perbankan syariah, 2001).  
Menurut Humayon (2000) Bagi hasil adalah perjanjian kontraktural antara 
dua pihak atau lebih yang memperbolehkan mereka untuk menempatkan sumber 
daya mereka untuk diinvestasikan dalam sebuah proyek untuk berbagai dalam 
keuntungan dan kerugian. Bagi hasil adalah suatu sistem yang meliputi tata cara 
pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana. Bagi hasil 
adalah bentuk return dari kontrak investasi, dari waktu ke waktu, tidak pasti dan 
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tidak tetap (Antonio dalam Muhammad, 2002:18). Besar kecilnya perolehan 
kembali itu bergantung pada hasil usaha yang benar-benar terjadi. Sehingga 
sistem bagi hasil perolehan return tidak bisa ditentukan secara nominal dengan 
pasti namun tergantung hasil yang akan diperoleh (Karim, 2007). 
Perjanjian bagi hasil yang disepakati adalah proporsi pembagian hasil 
(disebut nisbah) dalam ukuran presentase atas kemungkinan hasil produktivitas 
nyata. Nilai nominal bagi hasil yang nyata diterima baru dapat diketahui setelah 
hasil pemanfaatan dana tersebut benar-benar telah ada. Nisbah bagi hasil 
ditentukan berdasarkan kesepakatan pihak-pihak yang bekerjasama. Besarnya 
nisbah biasanya akan dipengaruhi oleh pertimbangan kontribusi masing-masing 
pihak dalam bekerjasama dan prospek perolehan keuntungan serta tingkat risiko 
mungkin terjadi  (Hendri Anto dalam Yahya, 2015).  Jadi, pembagian hasil usaha 
harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadi kontrak. Besarnya penentuan 
porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama 
dan harus terjadi dengan adanya kerelaan di masing-masing pihak tanpa adanya 
unsur paksaan. Principles of Islamic finance dibangun  atas dasar larangan ribā, 
larangan gharar, tuntutan bisnis halal, resiko bisnis ditanggung bersama, dan 
transaksi ekonomi berlandaskan pada pertimbangan memenuhi rasa keadilan 
(Alsadek, 2006). 
Krisis moneter yang terjadi 1997-an melanda banyak negara termasuk 
Indonesia, krisis ekonomi tersebut menunjukkan bukti nyata bahwa sistem 
ekonomi Islam yang diterapkan pada perbankan Islam (dalam hal ini Bank 
Muamalat Indonesia). Perbankan islam mampu menghadapi goncangan ekonomi. 
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Pada saat sebagian besar perbankan di Indonesia mengalami kerugian bahkkan 
tidak sedikit yang harus suntikkan dana pemerintah dalam bentuk Bantuan 
Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), Bank Muamalat sebagai bank yang beroperasi 
dengan prinsip-prinsip syariah Islam mampu menempatkan diri dalam kategori A, 
Yakni CAR di atas 4% (Riawan, 2003: 3-4). Sejak saat itulah Profit and Loss 
Sharing dikenal dan paling dianjurkan untuk digunakan dalam mobilisasi dana 
maupun penyaluran pembiayaan. 
Perekonomian modern pembiayaan dengan sistem PLS sudah biasa terjadi 
dalam berbagai kegiatan penyertaan modal (equty financing) bisnis. Kepemilikan 
saham dalam suatu perseroan merupakan contoh populer dalam penyertaan modal. 
Pemegang saham akan menerima keuntungan berupa deviden sekaligus 
menanggung resiko jika perusahaan mengalami kerugian (Hendri, 2003). Dalam 
sistem profit loss sharing harga modal ditentukan secara bersama dengan peran 
dari kewirausahaan.  Price of capital  dan enterpreneurship merupakan kesatuan 
integratif yang secara bersama-sama harus diperhitungkan dalam menentukan 
harga faktor produksi. Ketika ditinjau dari pandangan syariah bahwa uang dapat 
dikembangkan hanya dengan suatu produktifitas nyata, artinya tidak ada 
tambahan atas pokok uang yang tidak menghasilkan produktifitas. Sedangkan 
pendapatan bagi hasil berlaku untuk produk-produk penyertaan baik penyertaan 
menyeluruh maupun sebagian atau kepentingan bisnis harus melakukan 
transparansi dan kemitraan secara baik dan ideal. Semua pengeluaran dan 
pemasukan rutin yang berkaitan dengan bisnis penyertaan, bukan untuk 
kepentingan pribādi melainkan proyek. 
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Keuntungan yang dibagihasilkan harus dibagi secara proposional antara 
şhāhibul māal dengan muḍhārib sesuai proporsi perjanjian awal tidak ada 
pembagian laba sampai semua kerugian ada pembagian keuntungan sebelum habis 
masa perjanjian akan dianggap sebagai keuntungan dimuka (Yahya, 2015). 
Dengan demikian, semua pengeluaran rutin yang berkaitan dengan bisnis 
muḍhārabah salah satunya, bukan untuk kepentingan pribādi muḍhārib dapat 
dimasukan dalam biaya operasional. Sedangkan Muhammad (2004) menjelaskan 
bahwa keuntungan bersih harus dibagi antara şhāhibul māal dengan muḍhārib 
dengan proporsi yang telah disepakati sebelumnya dan secara ekspelisit 
disebutkan dalam perjanjian awal bahwa tidak ada pembagian laba sampai semua 
kerugian telah ditutup dan modal şhāhibul māal telah dibayar kembali. Jika ada 
pembagian keuntungan sebelum habis masa perjanjian akan dianggap sebagai 
pembagian keuntungan dimuka. 
B. Teori Maslaḥah 
Kata Maslaḥah yang dalam Bahasa Indonesia dikenal dengan maslahat, 
berasal dari Bahasa Arab yaitu Maslaḥah. Maslaḥah ini secara bahasa atau secara 
etimologi berarti manfaat, faedah, bagus, baik, kebaikan, guna atau kegunaan. 
Teori Maslaḥah atau istilahnya pertama kali diperkenalkan oleh Imam Malik. 
Maslaḥah dan Maqashid al-Syari’ah dalam pandangan al-Syatibi merupakan dua 
hal penting dalam pembinaan dan pengembangan hukum islam. Maslaḥah secara 
sederhana diartikan sesuatu yang baik dan dapat diterima oleh akal yang sehat. 
Diterima akal, mengandung makna bahwa akal dapat mengetahui dengan jelas 
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kemaslahatan tersebut. Menurut Amir Syarifuddin (2008) ada dua bentuk 
Maslaḥah, yaitu : 
1. Mewujudkan manfaat, kebaikan dan kesenangan untuk manusia disebut 
jalb al-manafi’ (membawa manfaat). Kebaikan dan kesenangan ada yang 
dirasakan langsung oleh orang melakukan sesuatu perbuatan yang 
diperintahkan, tetapi ada juga kebaikan dann kesenangan dirasakan setelah 
perbuatan dilakukan atau dirasakan hari kemudian, atau bahkan hari 
kemudian (akhirat). Segala perintah Allah swt berlaku untuk mewujudkan 
kebaikan dan manfaat seperti itu. 
2. Menghindari umat manusia dari kerusakan dan keburukan yang disebut 
dar’u al-mafasid. Kerusakan dan keburukan pun ada yang langsung 
dirasakannya setelah melakukan perbuatan yang dilarang, ada juga yang 
merasakan sesuatu kesenangan ketika melakukan perbuatan dilarang itu, 
tetapi setelah itu yang dirasakannya adalah kerusakan dan keburukan. 
Misalnya : berzina dengan pelacur yang berpenyakit atau meminum 
minuman manis bagi yang berpenyakit gula. 
Secara bahasa, Maqashid al-syari’ah dari dua kata, yakni Maqashid dan 
al-syari’ah. Maqashid berarti kesenjangan atau tujuan sedangkan al-syari’ah 
berarti jalan menuju sumber air, dapat pula dikatakan sebagai jalan ke arah 
sumber pokok kehidupan (Fazlurrahman: 1984). 
Menurut al-Syatibi bahwa tujuan utama syari’at Islam (maqashid al-
syari’ah) adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia di dunia maupun 
di akhirat. Dari pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa tujuan syariah pada 
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prinsipnya mengacu kepada kemaslahatan manusia. Berkaitan dengan hal tersebut 
ia menyatakan bahwa tidak satupun hukum Allah swt yang tidak mempunyai 
tujuan karena hukum yang tidak mempunyai tujuan sama dengan membebankan 
sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan. Kemaslahatan, dalam hal ini diartikan 
sebagai segala sesuatu yang menyangkut rezeki manusia, pemenuhan 
penghidupan manusia dan perolehan apa-apa yang dituntut oleh kualitas-kualitas 
emosional dan intelektualnya dalam pengertian yang mutlak. 
Al-Qaradhawi  menyatakan “Dimana ada kemaslahatan, disanalah terdapat 
hukum Allah. Tujuan mencapai kehidupan yang bernuansa ekologis”. Ekologis 
adalah sesuatu yang ingin dituju oleh fikih lingkungan, yaitu kehidupan semua 
makhluk Tuhan (Mahmuzar). Hal ini menggambarkan aksiologi fikih lingkungan 
yang akan mengatur agar semua spesies makhluk Tuhan dapat hidup dalam space 
alam yang wajar sehingga akan memberikan daya dukung optimum bagi 
kehidupan bersama yaitu rahmatan lil al-‘alamin. Dalam hal ini perbankan 
syariah tidak hanya menguntungkan shareholder saja tetapi juga menguntungkan 
semua umat termaksud lingkungan. Karena dalam syariat Islam ketika Maslaḥah 
telah dirasakan oleh semua pihak berarti perbankan syariah tidak hanya 
mementingkan kehidupan di dunia saja melainkan mementingkan kehidupan di 
akhirat juga. Karena tujuan dari hidup yang sesungguhnya bukan hanya materi di 
dunia semata, tetapi kebahagiaan yang hakiki adalah kehidupan di akhirat 




                          
        
Terjemahnya: 
Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu 
menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, 
karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. 
(QS Al-Baqarah :195). 
Surah tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT menciptakan manusia 
sebagai rahmat bagi seluruh alam (rahmatan lil ‘alamin). Kehadiran manusia 
seharusnya dapat menjadi manfaat bagi makhluk Allah SWT lainnya (sesamanya). 
Jika dikaitkan dengan kehadiran perbankan syariah, maka kehadiran perbankan 
syariah harusnya dapat memberi manfaat baik kepada pihak yang terlibat maupun 
yang tidak terlibat.  
Konsep Maslaḥah memberikan gambaran bahwa perusahaan tidak hanya 
semata-mata berorientasi terhadap keuntungan, melainkan harus berusaha untuk 
memajukan kesejahteraan sosial dan protektif terhadap kebutuhan masyarakat 
secara keseluruhan. Maslaḥah merupakan tujuan dari penerapan prinsip-prinsip 
syariah. Prinsip mashlaḥah esensinya merupakan segala bentuk kebaikan dan 
manfaat yang berdimensi duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual serta 
individual serta kolektif. Kemaslahatan harus memenuhi secara keseluruhan 
unsur-unsur yang menjadi tujuan ketetapan syariah (maqasid syariah) yaitu 
berupa pemeliharaan terhadap akidah, keimanan dan ketakwaan (dien), akal 
(‘aqdl), keturunan (nasl), jiwa dan keselamatan (nafs) dan harta benda (mal) 
(Kariyoto, 2013).  
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Ada tiga kategori Maslaḥah berdasarkan tingkatannya, yaitu essentials 
(daruriyyat), complementary (hajiyyat), dan embellishment (tahsiniyyat). 
Maslaḥah Dharuriyah adalah perkara-perkara yang menjadi tempat tegaknya 
kehidupan manusia, yang bila ditinggalkan, maka rusaklah kehidupan, merajalelah 
kerusakan, timbulah fitnah dan kehancuran yang hebat. Perkara-perkara ini dapat 
dikembalikan kepada lima perkara, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. 
Maslaḥah Hajjiyah ialah semua bentuk perbuatan dan tindakan yang tidak terkait 
dengan dasar lainnya. Maslaḥah Dharuriyah adalah  perbuatan yang dibutuhkan 
oleh manusia tetapi juga terwujud, dapat menghindarkan kesulitan dan 
menghilangkan kesempitan sedangkan Maslaḥah Tahsiniyah ialah 
mempergunakan semua yang layak dan pantas yang dibenarkan oleh adat 
kebiasaan yang baik dan dicakup oleh bagian mahasinul akhlak (Kara, 2012). 
Namun dalam hal ini Maslaḥah yang lebih difokuskan adalah Maslaḥah 
Dharuriyah). Namun bukan berarti lingkup Maslaḥah lainnya menjadi penting 
karena ketiga lingkup tersebut sangat diperlukan bagi umat dalam menciptakan 
kebaikan, seperti halnya Maslaḥah hajjiyah dan Maslaḥah tahsiniyah. 
Maqashid al-syariah dalam arti maqashid al-Syari’, mengandung empat 
aspek, yaitu: 
1. Tujuan awal dari syariat yakni kemaslahatan manusia di dunia dan di 
akhirat. 
2. Syariat sebagai sesuatu yang harus dipahami. 
3. Syariat sebagai suatu hukum takfif yang harus dilakukan. 
4. Tujuan syariat adalah membawa manusia ke bawah naungan hukum. 
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Aspek pertama berkaitan dengan muatan dan hakikat maqasid al-syari’ah, 
sedangkan aspek kedua berkaitan dengan dimensi bahasa, agar syariat dapat 
dipahami sehingga dicapai kemaslahatan yang dikandungnya. Aspek ketiga 
berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan-ketentuan syariat dalam rangka 
mewujudkan kemaslahatan. Ini juga berkaitan dengan kemampuan manusia untuk 
melaksanakannya. Aspek yang keempat berkaitan dengan kepatuhan manusia 
sebagai mukallaf dibawah dan terhadap hukum-hukum Allah (aspek tujuan syariat 
berupaya membebaskan manusia dari kekangan hawa nafsu).  
Aspek kedua, ketiga dan keempat pada dasarnya lebih sebagai penunjang 
aspek pertama sebagai aspek inti, namun memiliki keterkaitan dan menjadi rincian 
dari aspek pertama. Aspek pertama sebagai inti dapat terwujud melalui 
pelaksanaan taklif (pembebanan hukum kepada para hamba) sebagai aspek ketiga. 
Taklif tidak dapat dilakukan tanpa memiliki pemahaman, baik dimensi lafal 
maupun maknawi sebagaimana aspek kedua. Pemahaman dan pelaksanaan taklif 
dapat membawa manusia berada dibawah lindungan hukum Tuhan, lepas dari 
kekangan hawa nafsu, sebagai aspek keempat. Dalam keterkaitan itulah tujuan 
diciptakannya syariat, yaitu kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat, sebagai 
aspek inti yang dapat diwujudkan. 
Konsep Maslaḥah adalah konsep yang sangat penting dalam kehidupan 
perbankan syariah ataupun lembaga yang berada dibawah naungan syariah, karena 
selain pertanggungjawaban kepada pihak-pihak yang terlibat dengan pengelolaan 
bank, bank syariah juga harus mempertanggungjawabkan pengelolaan bank 
kepada Allah SWT sebagai pemilik utama sumber daya yang digunakan dalam 
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pengelolaannya dan sebagai pemberi dan yang menetapkan hukum. Artinya, 
segala sesuatu yang diperbuat oleh perusahaan dapat bermanfaat bagi semua pihak 
yang terkait dengan aktivitas operasi perusahaan, hal ini tentunya sejalan dengan 
tujuan dari syari’at Islam yaitu kemaslahatan (Angriani, 2015). 
Prinsip Maslaḥah mencermikan bagaimana Islam menekankan pentingnya 
mempertimbangkan kepentingan umum dari pada kepentingan individual semata. 
Penerapan prinsip Maslaḥah pada dasarnya adalah suatu cara untuk memberikan 
manfaat bagi kepentingan umum atau mencapai kesejahteraan umum dan 
menghindari bahaya yang dapat memberikan kesulitan untuk kepentigan umum 
atau pencapaian kesejahteraan (Shaharuddin, 2010). 
C. Pembiayaan Berdasarkan Akad Muḍhārabah 
Pembiayaan merupakan pemberian fasilitas dana untuk nasabah dalam 
memenuhi kebutuhan mereka untuk melakukan suatu pekerjaan atau suatu hal 
lainnya. Dijelaskan oleh Antonio (2001) Pembiayaan secara umum terbagi dua, 
yaitu yang pertama pembiayaan produktif, dimana pembiayaan digunakan untuk 
peningkatan usaha. Kedua, pembiayaan konsumtif, pembiayaan konsumtif yaitu 
pembiayaan yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Menurut 
keperluannya, pembiayaan produktif dibagi lagi menjadi dua, yaitu, pembiayaan 
modal kerja dan pembiayaan investasi, pembiayaan modal kerja yaitu pembiayaan 
untuk meningkatkan produksi baik itu jumlah produksi ataupun kualitas produksi 
dan untuk keperluan perdagangan. Pembiayaan investasi, yaitu untuk memenuhi 
kebutuhan modal.  
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Bank konvensional memberikan kredit modal kerja dengan cara 
meminjamkan uang yang dibutuhkan oleh nasabah dalam jangka waktu tertentu 
dengan syarat kredit dan disertai oleh bunga, dan menurut Islam bunga adalah riba 
yang haram hukumnya. Sedangkan bank syariah  membantu memenuhi 
pembiayaan tersebut bukan dengan meminjamkan uang, melainkan dengan 
menjalin hubungan mitra dengan nasabah, dimana bank bertindak sebagai 
pemberi modal (şhāhibul māal), sedangkan nasabah sebagai pekerja (muḍhārib). 
Dan keuntungan dari hasil kerja tersebut akan dibagi sesuai dengan persyaratan, 
yang sering disebut dengan bagi hasil.  
Pembiayaan bank syariah yang sering digunakan dalam modal kerja dan 
investasi yaitu, muḍhārabah dan musyarakah. Perbedaan pembiayaan bank 
syariah dan bank konvensional. Bank konvensional dalam memberikan 
pembiayaan yaitu dengan cara meminjamkan uang kepada nasabah dalam jangka 
waktu tertentu dengan syarat kredit dan disertai dengan bunga. Kesepakatan 
bunga pembiayaan konvensional seluruhnya dilakukan di awal kesepakatan, bank 
konvensional tidak memperhitungkan apakah usaha tersebut rugi atau untung, 
bank konvensional hanya memperhitungkan bunga yang telah disepakati pada 
awal kesepakatan untuk diberikan kepada bank.  Bank konvensional juga tidak 
mempunyai produk produk seperti yang ditawarkan oleh bank syariah. 
Bank syariah dalam memberikan pembiayaan yaitu dengan menjalin 
hubungan mitra dengan nasabah, dimana bank akan memberikan sejumlah uang 
atau modal kepada nasabah kemudian disepakati pembagian keuntungan dengan 
cara bagi hasil. Sehingga tidak akan ada yang dirugikan, nasabah mendapat 
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keuntungan begitu pula bank. Apabila rugi juga akan ditanggung bersama. Bank 
syariah juga menawarkan produk produk pembiayaan, yaitu  muḍhārabah, 
musyarakah, murabahah, bai’ salam, bai’ isnishna dan ijarah al muntahia bit-
Tamlik sehingga dalam menjalankan suatu hal pembiayaan akan jelas dan tidak 
ada yang ditutup tutupi karena ada akadnya. 
Muḍhārabah menurut Hawwas (1983) dalam bukunya Al-Muḍhārabah lil 
Mawardi memiliki dua istilah bahasa yaitu Muḍhārabah dan qiradh sesuai dengan 
penggunaanya dikalangan kaum  muslimin. Penduduk Iraq menggunakan istilah 
muḍhārabah adalah untuk mengungkapkan transaksi kerjasama ini. Disebut 
sebagai muḍhārabah karena dari kata al-dhorbu fi I Ardhi yang artinya melakukan 
perjalanan dimuka bumi yang umumnya untuk berniaga atau berperang. 
Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS Al-Muzammil/73: 20. 
…                     
     …     
Terjemahnya: 
…Dan orang-orang berjalan dimuka bumi mencari sebagian Karunia 
Allah, dan orang-orang yang lain lagi yang berperang di jalan Allah. 
(QS Al-Muzammil: 20). 
Secara istilah Muḍhārabah menurut Azzuhaily dalam Aminuddin (2011) 
adalah menyerahkan harta kepada amil (pelaksana usaha) untuk menjalankan 
suatu usaha dan keuntungan dibagi antara keduanya menurut persyaratan yang 
telah disepakati. Menurut  Karim (2007) Muḍhārabah adalah Bentuk kerjasama 
antara dua pihak atau lebih dimana pihak pemilik dana (şhāhibul māal) 
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menyediakan seluruh modal, dan mempercayakan modal tersebut kepada 
pengelola (muḍhārib) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan, dengan 
demikian muḍhārabah menegaskan bahwa akad ini merupakan akad kerjasama 
dengan kontribusi 100 % modal dari shahibul mal dan keahlian dari muḍhārib.  
Landasan Hukum Muḍhārabah terdapat pada Al-Qur’an (Q.S.Al-
Muzammil: 20), Al-Hadits, Al-Ijma’, Qiyas, Al-Atsar dan Ma’qul (akal). 
Gambar 2.2 














Sumber: Dawwabah (2006). 
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Menurut Sabiq dalam Nurhayati (2009) muḍhārabah menjadi batal jika, 
Muḍhārabah berakhir pada waktu yang ditentukan. Pembatalan,larangan berusaha 
dan pemecatan. Tidak terpenuhinya salah satu atau beberapa syarat akad 
muḍhārabah. Pengelola sengaja meninggalkan tugasnya. Salah satu pihak 
meninggal dunia. Salah satu pihak gila dan Modal sudah tidak ada. 
Dalam kaitannya dengan muḍhārabah, terdapat beberapa bentuk transaksi 
yang bisa terjadi antara pihak bank sebagai şhāhibul māal dengan nasabah sebagai 
muḍhārib, antara lain: Penyerahan dana (kas) atau Aset Nonkas oleh bank kepada 
nasabah. Pembayaran hasil usaha oleh nasabah kepada Bank. Membayar cicilan 
pokok (untuk muḍhārabah mutanaqishah) dan Pelunasan Pokok pinjaman oleh 
nasabah kepada bank (pada akhir periode). Muḍhārabah mutanaqishah artinya 
Muḍhārib sebagai pihak pengelola membayar cicilan pokok dari modal yang telah 
diberikan oleh şhāhibul māal (Antonio:2001). 
Para ulama membagi muḍhārabah berdasarkan kewenangan yang 
diberikan oleh pemilik dana kepada pengelola dana, maka muḍhārabah menurut 
Dawwabah (2006) terbagi menjadi dua jenis, yaitu: Muḍhārabah Muṭhlaqah dan 
Muḍhārabah Muqqayyadah. Sedangkan berdasarkan jumlah banyaknya pihak 
yang ikut bertransaksi, membagi muḍhārabah dalam dua jenis yaitu: Muḍhārabah 
Fardiyah dan Muḍhārabah Musytarakah. 
1. Muḍhārabah Muṭhlaqah adalah dimana pemilik modal menyerahkan 
modal kepada pengelola modal tanpa pembatasan jenis usaha, tempat dan 
waktu dan juga dengan siapa pengelola bertransaksi. Artinya memberi 
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kebebasan kepada mudhorib melakukan apa saja yang dipandang dapat 
mewujudkan kemaslahatan. 
2. Muḍhārabah Muqqayyadah adalah pemilik modal menyerahkan modal 
kepada pengelola dan menentukan jenis usaha atau tempat atau waktu atau 
orang yang akan bertransaksi dengan muḍhārib. 
3. Muḍhārabah Fardiyah adalah akad muḍhārabah yang hanya terdiri atas 
seorang dari pihak pemilik modal dan seorang dari pihak pengelolanya. 
4. Muḍhārabah Musytarakah adalah muḍhārabah yang terdiri atas beberapa 
pemilik modal dan juga beberapa pengelolanya yang tergabung dalam satu 
akad. 
Keuntungan muḍhārabah merupakan jumlah yang didapat sebagai 
kelebihan dari modal maka dalam permasalahan keuntungan dan kerugian 
menurut Dawabah (2006) harus mengikuti kaidah-kaidah, yaitu: Keuntungan dan 
kerugian ditanggung bersama oleh kedua belah pihak baik shohibul mal ataupun 
mudhorib, keuntungan merupakan pelindung dari modal, keuntungan hanya dapat 
dimiliki dan diambil oleh muḍhārib setelah adanya pembagian dan tidak 
berdasarkan atas ketampaan adanya keuntungan, keuntungan boleh dibagi 
sebelum berakhirnya masa akad. 
Jaminan Pembiayaan adalah hak dan kekuasaan atas barang jaminan yang 
diserahkan debitur kepada lembaga keuangan guna menjamin pelunasan utangnya 
apabila pembiayaan yang diterimanya tidak dapat dilunasi sesuai waktu yang 




1. Jaminan Peorangan yaitu suatu perjanjian penanggungan hutang dimana 
pihak ketiga mengikatkan diri untuk memenuhi kewajiban debitur dalam 
hal debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada lembaga 
keuangan. 
2. Jaminan perusahaan yaitu suatu perjanjian penanggungan hutang yang 
diberikan oleh perusahaan lain untuk memenuhi kewajiban debitur dalam 
hal debitur tidak dapat memenuhi kewajibanya kepada lembaga keuangan. 
3. Jaminan kebendaan yaitu penyerahan hak oleh nasabah atau pihak ketiga 
atas barang miliknya kepada lembaga keuangan guna dijadikan agunan 
atau pembiayaan yang diperoleh oleh debitur. 
Disamping itu jaminan menurut Rivai (2008) digolongkan dalam dua 
kelompok, yaitu: Jaminan utama (Jaminan berupa barang-barang bergerak atau 
tidak bergerak. Misalnya tanah, bangunan, mesin, dsb) dan Jaminan tambahan 
(Jaminan berupa surat berharga atau garansi yang tidak berkaitan langsung dengan 
objek yang dibiayai). 
Para Fuqaha bersepakat bahwa pada prinsipnya dalam akad muḍhārabah 
tidak perlu dan tidak boleh mensyaratkan agunan sebagai jaminan. Şhāhibul māal 
tidak dapat meminta jaminan dari pihak muḍhārib untuk memastikan kembalinya 
modal yang diberikan atau modal beserta keuntungannya. Hal ini karena 
muḍhārabah bukan bersifat hutang melainkan bersifat kerjasama dengan modal 
kepercayaan antara şhāhibul māal dan muḍhārib untuk berbagi hasil 
(Dawwabah:2009). Apabila terdapat ketentuan atau syarat yang mewajibkan 
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adanya jaminan dalam perjanjian muḍhārabah maka akan mengakibatkan 
Perjanjian tersebut menurut sebagian ahli hukum islam menjadi batal.  
Akad Muḍhārabah berakhir dengan pembatalan salah satu pihak. Sebab 
tidak ada syarat keberlangsungan secara terus-menerus dalam transaksi semacam 
ini. Para Ulama bersepakat bahwa akad muḍhārabah merupakan akad jaiz (boleh). 
Dimana  setiap pihak berhak membatalkan transaksi kapan saja. 
Imam Syafi’I mengatakan “Kapan saja pemilik modal ingin mengambil 
modal sebelum atau sesudah diusahakan, dan kapan sang  pengelola ingin keluar 
dari qirodh, maka ia keluar darinya. Apabila harta atau modal utuh dan tidak 
memiliki keuntungan, maka harta tersebut diambil oleh pemilik modal. Apabila 
terdapat keuntungan, maka keduanya membagi keuntungan tersebut sesuai dengan 
kesepakatan. Apabila berhenti dan barang berbentuk barang  lalu keduanya 
bersepakat untuk menjualnya atau membaginya maka diperbolehkan. Apabila 
pengelola minta untuk menjualnya sedangkan pemilik modal menolak dan tampak 
akan ada keuntungan dalam usaha tersebut, maka pemilik modal dipaksa untuk 
menjualnya. Karena pihak pengelola ada pada keuntungan dan tidak tampak 
kecuali dengan dijual. Namun jika tidak tampak akan adanya keuntungan maka 
pemilik modal tidak dipaksa untuk menjualnya”. Hal yang paling penting dari 
pembatalan ini adalah tidak diperbolehkannya adanya suatu gharar bagi pihak-
pihak terkait karena hal ini akan menimbulkan perselisihan dan agama tidak 





D. Bagi Hasil dalam Prinsip Syariah 
Praktik Perbankan Syariah pada dasarnya harus mengandung prinsip 
syariah, sebagaimana dalam Peraturan Bank Indonesia No. 10/16/PBI/2008 pada 
pasal 2 ayat 3 dijelaskan bahwa pemenuhan prinsip syariah harus dilaksanakan 
dengan memenuhi ketentuan pokok hukum Islam antara lain prinsip keadilan dan 
keseimbangan, kemaslahatan dan universalisme (alamiyah) serta tidak 
mengandung gharar, maysir, ribā, zalim dan objek haram. 
Allah SWT menciptakan manusia sebagai mahluk yang berinteraksi sosial 
dan saling membutuhkan satu sama lainnya. Ada seseorang yang memiliki 
kelebihan harta namun tidak memiliki waktu dan keahlian dalam mengelola dan 
mengembangkannya, disisi lain terdapat seseorang yang memiliki skill 
kemampuan namun tidak memiliki modal. Menurut Arifin (2010) Dengan 
berkumpulnya dua jenis kepentingan tersebut diharapkan dapat saling melengkapi 
dan mempermudah pengembangan harta dan kemampuan tersebut. Aktivitas 
lembaga keuangan dan perbankan dapat dipandang sebagai sarana bagi 
masyarakat untuk saling membawa mereka kepada pelaksanaan dua ajaran Al-
Qur’an yaitu; 
1. Prinsip At-ta’awun, yaitu saling membantu dan saling bekerja sama 
diantara anggota masyarakat untuk kebaikan, sebagaimana dinyatakan 
dalam Al-Qur’an surah Al-Maidah ayat 2. 
2. Prinsip menghindari Al-Ikhtinaz, yaitu menahan uang (dana) dan 
membiarkannya menganggur, tidak berputar dalam transaksi yang 
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bermanfaat bagi masyarakat umum. Sebagaimana yang dinyatakan dalam 
Al-Qur’an Allah SWT berfirman dalam QS At-taubah/9:34 . 
…                     
         
Terjemahnya: 
...Orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak 
menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, 
(bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.  
(QS At-Taubah: 34) 
E. Distribusi Bagi Hasil 
Permasalahan utama yang dihadapi oleh negara-negara yang sedang 
berkembang adalah masalah kemiskinan masing-masing negara memiliki cara 
tersendiri untuk menanggulangi kemiskinan. Salah satu cara yang ditempuh 
adalah memberikan berbagai macam subsidi antara lain subsidi bunga pinjaman. 
Kenyataannya bahwa subsidi pinjaman selain memberatkan pemerintah juga 
menganggu mekanisme pasar di negara yang telah didominasi oleh sistem 
perbankan konvensional.  
Penghapusan bunga memberatkan nasabah karena bunga merupakan beban 
bagi sektor-sektor yang dibayar dan juga menimbulkan permasalahan tersendiri 
dari bank, karena penghapusan bunga pinjaman akan menganggu posisinya 
sebagai lembaga yang diharapkan berperan sebagai pembangunan (Sumitro, 
1997:51). Oleh karena itu, disinilah peran perbankan syariah dalam meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat melalui sistem bagi hasil. Secara operasional perbedaan 
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bunga dan Nisbah Bagi Hasil (NBH) dapat dijabarkan melalui kerangka 
penjelasan tabel berikut: 
Tabel  2.1 
Perbedaan Bunga dengan Bagi Hasil 
Bunga Bagi Hasil  
Penentuan bunga dibuat pada waktu 
akad dengan asumsi harus selalu 
untung. 
Penentuan besarnya rasio/ nisbah bagi 
hasil dibuat pada waktu akad dengan 
berpedoman pada kemungkinan 
untung-rugi. 
Besarnya persentase berdasarkan pada 
jumlah  uang (modal) yang 
dipinjamkan. 
Besaran rasio bagi hasil berdasarkan 
pada jumlah keuntungan yang 
diperoleh. 
Pembayaran bunga tetap seperti yang 
dijanjikan tanpa pertimbangan apakah 
proyek yang dijalankan oleh pihak 
nasabah untung atau rugi. 
Bagi hasil bergantung pada keuntungan 
proyek yang dijalankan. Apabila usaha 
merugi, kerugian akan ditanggung 
bersama oleh kedua belah pihak. 
Jumlah pembayaran bunga tidak 
meningkat sekalipun jumlah 
keuntungan berlipat atau keadaan 
ekonomi sedang “booming” 
Jumlah pembagian laba meningkat 
sesuai dengan peningkatan jumlah 
pendapatan. 
Eksistensi bunga diragukan (kalau tidak 
dikecam) oleh semua agama, termasuk 
Islam. 
Tidak ada yang meragukan keabsahan 
bagi hasil. 
Sumber: Antonio (2001:61). 
Menurut Amjar (2003:57) Sistem Bagi Hasil terdapat dua mekanisme 
dalam menentukan bagi hasil yaitu Profit Sharing dan Revenue Sharing 
sedangkan menurut Tarsidin (2010) ada tiga sistem. Kedua sistem tersebut telah 
mendapatkan landasan hukumnya dari fatwa DSN-MUI dengan Nomor 15/DSN-





1. Profit Sharing (Profit and Loss Sharing) 
Yaitu bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi biaya 
operasional atau pengelolaan dana atau dengan istilah lain adalah selisih antara 
penjualan atau pendapatan usaha dan biaya-biaya usaha baik berupa harga pokok 
penjualan atau biaya produksi, biaya penjualan dan biaya umum dan administrasi 
Penggunaan Istilah Profit Sharing hal ini merujuk pada istilah Profit and Loss 
sharing mengingat bahwa besarnya profit yang bisa bertanda positif  atau rugi 
yang bertanda negative. (Tarsidin: 2010). 
Ketidakpastian (hasil dan resiko) pada penggunaan skema profit and loss 
sharing menurut Tarsidin (2010) dapat dibedakan menjadi tiga area, yaitu: 
a. Penjualan atau Pendapatan Usaha 
Terdapat ketidakpastian berupa naik turunnya penjualan atau pendapatan 
usaha, baik dalam hal volume maupun harganya. Hal tersebut dapat diprediksi 
dari data penjualan atau pendapatan usaha periode sebelumnya dan analisis atas 
kondisi perekonomian dari industri saat itu. 
b. Harga pokok penjualan atau biaya produksi  
Ketidakpastian berupa naik turunnya biaya bahan baku, biaya tenaga kerja 
dan biaya overhead baik yang terjadi karena naik turunnya harga maupun tingkat 
efesiensi dan produktifitasnya. Hal tersebut dapat diprediksi melalui analisis atas 
pergerakan harga dari beberapa komponen utama biaya produksi dan pengukuran 





c. Biaya penjualan dan biaya umum dari biaya administrasi 
Ketidakpastian berupa naik-turunnya biaya penjualan dan biaya umum 
administrasi juga dapat disebabkan oleh faktor harga maupun efesiensinya. 
Dengan demikan pada skema profit sharing terdapat tiga area dimana 
resiko kemungkinan timbul dan hal tersebutlah yang seringkali mendasari 
pemikiran bahwa skema profit sharing tersebut beresiko tinggi bagi pemilik dana. 
Namun disisi lain, pada ketiga area tersebut terdapat pula kemungkinan pemilik 
dana bisa memperoleh pendapatan hasil yang lebih tinggi, ketika volume dan 
harga penjualan atau pendapatan usaha naik, harga bahan baku turun, 
meningkatkan efesiensi dan produktivitas dalam menghasilkan produk dan 
turunnya biaya-biaya usaha. 
2. Revenue Sharing 
Yaitu sebagai hasil yang dihitung dari total pendapatan dari pengelolaan 
dana  atau dengan istilah lain adalah bahwa yang dijadikan dasar perhitungan 
adalah penjualan atau pendapatan usaha, dengan demikian resiko yang dihadapi 
pihak-pihak yang berkontrak rendah. Pemilik dana hanya menghadapi 
ketidakpastian atas tinggi-rendahnya penjualan atau pendapatan usaha dan tidak 
menghadapi ketidakpastian atas biaya-biaya usaha. Rendahnya resiko pada skema 
revenue sharing tersebut tentunya disertai dengan berkurangnya potensi bagi 
pemilik dana untuk menikmati surplus yang lebih tinggi yang dikonstribusikan 
oleh efesiensi biaya-biaya usaha atau pun turunnya biaya-biaya tersebut pada saat 
kegiatan usaha turun. 
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Sebagai contoh dari kedua sistem tersebut sebagaimana yang ditulis oleh 
Sri Nurhayati (2009) dalam Akuntansi Syariah di Indonesia adalah: 
Data: 
Penjualan Barang  : Rp.1.000.000,00 
HPP    : (Rp. 650.000,00) 
Laba Kotor   : Rp. 350.000,00 
Biaya-biaya   : (Rp. 250.000,00) 
Laba bersih   : Rp. 100.000,00 
a. Perhitungan dengan menggunakan skema profit sharing 
Jika menggunakan sistem prinsip bagi hasil dan nisbah bagi hasil adalah 
30:70 atau nisbah pemilik dana 30 % dan nisbah pengelola dana 70 % maka dasar 
pembagian hasil usahanya adalah menggunakan laba bersih dan perhitungannya 
adalah : 
Pemilik dana  : 30%x Rp 100.000 = Rp 30.000 
Pengelola dana : 70% x Rp. 100.000 =Rp 70.000 
b. Perhitungan dengan menggunakan skema revenue sharing 
Kemudian jika menggunakan sistem revenue sharing dan nisbah bagi 
hasilnya  adalah 10:90 atau nisbah pemilik dana 10% dan nisbah pengelola dana 
90% maka dasar pembagian hasil usahanya adalah menggunakan laba kotor dan 
perhitungannya adalah: 
Pemilik dana   : 10% x Rp 350.000= Rp 35.000 
Pengelola dana  : 90% x Rp 350.000= Rp 315.000 
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Aplikasi lembaga keuangan syariah dapat menggunakan sistem profit 
sharing ataupun revenue sharing tergantung pada kebijakan masing-masing 
lembaga tersebut dalam memilih salah satu dari sistem yang ada. Namun 
demikian skema profit sharing merupakan bentuk bagi hasil  yang seharusnya 
digunakan pada perbankan syariah  dalam pembiayaan muḍhārabah dan 
musyarakah. Skema profit sharing tersebut tidak banyak digunakan karena 
sebagian bank syariah atau lembaga keuangan syariah lainnya beranggapan bahwa 
resikonya tinggi, oleh sebab itu banyak bank syariah dan lembaga keuangan 
syariah di Indonesia saat ini lebih banyak menggunakan skema revenue sharing. 
3. Gross Profit Sharing 
Gross Profit Sharing yakni penjualan atau pendapatan usaha dikurangi 
dengan harga pokok penjualan atau biaya produksi dengan skema tersebut pihak-
pihak yang berkontrak tidak menghadapi ketidakpastian disisi biaya penjualan dan 
biaya umum dan administrasi. Oleh karena itu resiko skema Gross Profit Sharing 
tersebut lebih rendah dibandingkan pada skema Profit Sharing. Namun tentunya 
potensi bagi pemilik dana untuk menikmati surplus juga lebih rendah karena tidak 
dapat turut menikmati hasil dari efesiensi biaya penjualan dan biaya umum dan 
administrasi, ataupun dari turunnya kedua jenis biaya usaha tersebut pada saat 
kegiatan usaha turun. 
F. Laba Menurut Syariah Islam 
Islam sangat memperhatikan aspek-aspek muamalah seperti perhatiannya 
terhadap ibadah, dan mengkombinasikan antara keduanya dalam kerangka yang 
seimbang. Syariat islam juga mengandung  hukum-hukum syar’i yang umum 
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yang mengatur muamalah keuangan dan nonkeuangan. Sebagai contoh, riset-riset 
dalam akuntansi islam menerangkan bahwa syariat islam sudah menckup kaidah-
kaidah dan hukum-hukum yang mengatur operasional pembukuan (akuntansi), 
muamalah (transaksi-transaksi sosial) atau perdagangan.  
Salah satu tujuan usaha (dagang) adalah meraih laba yang merupakan 
cerminan pertumbuhan harta. Laba ini muncul dari proses pemutaran modal dan 
pengoperasiannya dalam kegiatan dagang dan moneter. Islam sangat mendorong 
pendayagunaan harta/modal dan melarang penyimpanannya sehingga tidak habis 
dimakan zakat, sehingga harta itu dapat merealisasikan perannya dalam aktivitas 
ekonomi Di dalam islam, laba mempunyai pengertian khusus sebagaimana yang 
telah di jelaskan oleh  para ulama salaf dan khalaf. Mereka telah menetapkan 
dasar-dasar penghitungan laba serta pembagiannya dikalangan mitra usaha. 
Mereka juga menjelaskan kapan laba itu digabungkan kepada modal pokok untuk 
tujuan penghitungan zakat, bahkan mereka juga menetapkan kriteria -kriteria yang 
jelas untuk menentukan kadar dan nisbah zakat yaitu tentang metode-metode 
akuntansi penghitungan zakat.  
Berikut ini beberapa aturan tentang laba dalam konsep Islam: (1) Adanya 
harta (uang yang dikhususkan untuk perdagangan). (2) Mengoperasikan modal 
tersebut secara interaktif dengan dasar unsur-unsur lain yang terkait untuk 
produksi, seperti usaha dan sumber–sumber alam. (3) Memposisikan harta sebagai 
obyek dalam pemutarannya karena adanya kemungkinan-kemungkinan 
pertambahan atau pengurangan jumlahnya. (4) Sehatnya modal pokok yang 
berarti modal bisa dikembaikan.  
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Teori akuntansi konvensional tidak satupun pendapat yang tegas yang 
dapat diterima tentang batasan- batasan dan  kriteria penentuan  laba.    Menurut 
konsep Islam, nilai–nilai keimanan, akhlak dan tingkah laku seorang pedagang 
muslim memegang peranan utama dalam mempengaruhi penentuan kadar laba 
dalam transaksi atau muamalah.  
Kriteria–kriteria Islam secara umum yang dapat memberi pengaruh dalam 
penentuan batas laba yaitu:  
1. Kelayakan dalam Penetapan Laba 
 Islam menganjurkan agar para pedagang tidak berlebihan dalam 
mengambil laba.   Ali bin Thalib r.a.  berkata, “ Wahai para saudagar!   Ambillah 
(laba) yang pantas maka kamu  akan selamat (berhasil) dan jangan kamu menolak 
laba yang kecil karena itu akan menghalangi kamu dari mendapatkan (laba) yang 
banyak.  ”Pernyataan ini menjelaskan bahwa batasan laba ideal (yang pantas dan 
wajar) dapat dilakukan dengan merendahkan harga.  Keadaan ini sering 
menimbulkan bertambahan jumlah barang dan meningkatnya peranan uang dan 
pada gilirannya akan membawa pada pertambahan laba.   
2. Keseimbangan antara Tingkat Kesulitan dan Laba 
Islam menghendaki adanya kesimbangan antara standar laba dan tingkat 
kesulitan perputaran serta perjalanan modal.  Semakin tinggi tingkat kesulitan  
dan resiko, maka semakin besar pula  laba yang diinginkan pedagang.  Pendapat 
para   ulama fiqih, ahli tafsir,   dan para pakar akuntansi Islam di atas menjelaskan 
bahwa ada hubungan sebab akibat (kausal) antara tingkat bahaya serta resiko dan 
standar laba yang diinginkan oleh si pedagang.  
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Karenanya, semakin jauh perjalanan, semakin tinggi resikonya, maka 
semakin tinggi pula tuntutan pedagang terhadap standar labanya. Begitu pula 
sebaliknya, akan tetapi semua ini dalam kaitannya dengan pasar islami yang 
dicirikan kebebasan bermuamalah hingga berfungsinya unsur penawaran dan 
unsur permintaan.  Pasar islami juga bercirikan bebasnya dari praktik–praktik 
monopoli, kecurangan, penipuan, perjidian, pemalsuan, serta segala jenis jual beli 
yang dilarang oleh syariat.    
3. Masa Perputaran Modal 
Peranan modal berpengaruh pada standarisasi laba yang diinginkan oleh 
pedagang, yaitu dengan semakin pajangnya masa perputaran dan bertambahannya 
tingkat resiko, maka semakin tinggi pula standar laba yang yang diinginkan oleh 
pedagang atau seorang pengusaha.  Begitu juga dengan semakin berkurangnya 
tingkat bahaya, pedagang dan pengusaha pun akan menurunkan standarisasi 
labanya. Setiap standarisasi laba yang sedikit akan membantu penurunan harga, 
hal ini juga akan menambah peranan modal dan memperbesar laba.  
4. Cara Menutupi Harga Penjualan 
Jual beli boleh dengan harga tunai sebagaimana juga boleh dengan harga 
kredit. Juga boleh dengan tunai sebagiannya saja dan sisanya dibayar dengan cara 
kredit (cicilan), dengan syarat adanya keridhoan keduanya (pedagang dan 
pembeli).  Jika harga dinaikkan dan si penjual memberi tempo waktu pembayaran, 
itu juga boleh karena penundaan waktu pembayaran itu adalah termasuk harga 
yang merupakan bagian si penjual.   
5. Unsur–Unsur Pendukung 
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Di samping unsur–unsur yang dapat memberikan pengaruh pada 
standarisasi laba, seperti unsur–unsur yang berbeda dari waktu ke waktu, atau 
keadaan ekonomi, baik yang marketable maupun yang non marketable, 
bagaimanapun juga unsur–unsur itu tidak boleh bertentangan dengan kaidah–
kaidah hukum Islam.  
Dasar-dasar pengukuran laba menurut Islam:  
1. Taqlib  dan Mukhatarah (Interaksi dan Resiko) Laba   
Taqlib  dan Mukhatarah (Interaksi dan Resiko) Laba  adalah hasil dari 
perputaran modal melalui transaksi bisnis, seperti menjual dan membeli, atau 
jenis-jenis apapun yang dibolehkan syar’i. Untuk itu, pasti ada kemungkinan 
bahaya atau resiko yang akan menimpa modal yang nantinya akan menimbulkan 
pengurangan modal pada suatu putaran dan pertambahan  pada putaran lain. Tidak 
boleh menjamin pemberian laba dalam perusahan–perusahaan muḍhārabah dan 
musyarakah.   
2.  Muqabalah   
Muqabalah yaitu perbandingan antara jumlah hak milik pada akhir periode 
pembukuan dan hak–hak milik pada awal periode yang  sama,  atau dengan 
membandingkan nilai barang yang ada pada akhir itu dengan nilai barang yang 
ada pada awal periode yang sama. Juga bisa dengan membandingkan pendapatan 
dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan pendapatan dengan 





3.  Keutuhan modal pokok 
Keutuhan modal pokok yaitu laba tidak  akan tercapai kecualli setelah 
utuhnya modal pokok dari segi kemampuan secara ekonomi sebagai alat penukar 
barang yang dimiliki sejak awal aktivitas ekonomi.  
4. Laba dari produksi  
Hakikatnya dengan Jual Beli dan Pendistribusian, yaitu Pertambahan yang 
terjadi pada harta selama setahun dari semua aktivitas penjualan dan pembelian, 
atau memproduksi dan menjual yaitu dengan pergantian barang menjadi uang dan 
pergantian uang menjadi barang dan seterusnya, maka barang yang belum terjual 
pada akhir tahun juga mencakup pertambahan yang menunjukkan perbedaan 
antara harga  yang pertama dan nilai harga yang sedang berlaku. Berdasarkan niali 
ini, ada dua macam laba yang terdapat pada akhir tahun, yaitu laba yang berasal 
dari proses jual beli dalam setahun dan laba suplemen, baik yang nyata maupun 
yang abstrak karena barang–barangnya belum terjual.  
5. Penghitungan nilai barang di akhir tahun 
Tujuan penilaian sisa barang yang belum sempat terjual di akhir tahun 
adalah untuk penghitungan zakat atau untuk menyiapkan neraca-neraca keuangan 
yang didasarkan pada nilai penjualan yang berlaku di akhir tahun itu, serta 
dilengkapi dengan daftar biaya-biaya  pembelian dan pendistribusian. Dengan 
cara ini, tampaklah perbedaan antara harga yang pertama dan nilai yang berlaku 
yang dapat dianggap sebagai laba abstrak. Proses penilaian yang  didasarkan pada 
nilai pasaran (penjualan) itu berlaku untuk barang dagangan, sedangkan penilaian 
pada modal tetap berlaku untuk menghitung kerusakan–kerusakan (yang 
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merupakan salah satu unsure biaya produksi), maka penilainnya harus 
berdasarkan harga penukaran. 
Chariri dan Ghozali (2001) menyebutkan bahwa laba memiliki beberapa 
karakteristik antara lain sebagai berikut:    
a. Laba didasarkan pada transaksi yang benar-benar terjadi. 
b. Laba didasarkan pada postulat periodisasi, artinya merupakan prestasi 
perusahaan pada periode tertentu. 
c. Laba didasarkan pada prinsip pendapatan yang memerlukan pemahaman 
khusus tentang definisi, pengukuran dan pengakuan pendapatan. 
d. Laba memerlukan pengukuran tentang biaya dalam bentuk biaya historis yang 
dikeluarkan perusahaan untuk mendapatkan pendapatan tertentu. 
e. Laba didasarkan pada prinsip penandingan  (matching)  antara pendapatan dan 
biaya  yang relevan dan berkaitan dengan pendapatan tersebut.    
Perbandingan yang tepat atas pendapatan dan biaya tergambar dalam 
laporan laba rugi. Penyajian laba melalui laporan tersebut merupakan fokus 
kinerja perusahaan yang penting.  Kinerja perusahaan merupakan hasil dari 
serangkaian proses dengan mengorbankan  berbagai sumber daya. Adapun salah 
satu parameter penilaian kinerja perusahaan tersebut adalah pertumbuhan laba.   
Pertumbuhan laba dihitung dengan  cara mengurangkan laba periode 
sekarang dengan laba periode sebelumnya kemudian dibagi dengan laba pada 
periode sebelumnya.   
Laba bersih tahun t – Laba bersih tahun t-1 Pertumbuhan  
Laba =                                             Laba bersih tahun t-1    
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G. Market Share 
Bagian pasar yang mampu dikuasai oleh perusahaan apabila dibandingkan 
dengan penjualan seluruh industrinya (total penjualan perusahaan yang sejenis) 
dikenal sebagai market share. Sehingga dapat dikatakan bahwa market share 
merupakan proporsi kemampuan perusahaan terhadap keseluruhan penjualan 
seluruh pesaing, termasuk penjualan perusahaan itu sendiri. Tingkat market share 
ditunjukan dan dinyatakan dalam angka presentase. 
Atas dasar angka tersebut dapat diketahui kedudukan perusahaan dan juga 
kedudukan pesaing-pesaingnya dipasar. Sehingga seringkali tingkat market share 
dapat dipergunakan dalam pedoman atau standart keberhasilan pemasaran 
perusahaan dalam kedudukannya dengan pesaing-pesaingnya. 
Market share yang merupakan rasio antara penjualan perusahaan dengan 
penjualan industry adalah market share yang absolut. Perusahaan seringkali 
membandingkan antara penjualannya hanya dengan satu atau beberapa pesaing 
terpilih. Tidak semua pesaing (sebagai anggota perusahaan industri) dipergunakan 
sebagai angka pembanding. Perusahaan perlu memilih dan menentukan 
perusahaan-perusahaan lain yang dianggap sebagai pesaing perusahaan. rasio 
dikenal sebagai relative market share adalah lebih realistis karena hanya 
memperhatikan perusahaan yang benar-benar pesaingnya. 
Jika suatu perusahaan dengan produk tertentu mempunyai pangsa pasar 
35%, maka dapat diartikan bahwa jika penjualan total produk-produk sejenis 
dalam periode tertentu adalah sebesar 1000 unit, maka perusahaan tersebut 
melalui produknya akan memperoleh penjualan sebesar 350 unit. Besarnya pangsa 
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pasar setiap saat akan berubah sesuai dengan perubahan selera konsumen, atau 
berpindahnya minat konsumen dari suatu produk ke produk lain (Charles 
W.Lamb, 2001) 
Terdapat empat karakteristik yang memperngaruhi pengguna dalam 
melakukan pembelian faktor budaya (budaya,subbudaya dan kelas social), factor 
social (kelompok,keluarga, peran dan status), faktor  pribādi (umur, pekerjaan, 
situasi ekonomi, gaya hidup dan kepribādian), dan faktor psikologis (pengetahuan, 
motivasi, keyakinan dan sikap). Proses keputusan membeli seorang pengguna 
melewati lima tahap yaitu pengenalan kebutuhan, pencarian informasi, evaluasi 
alternatif, keputusan pembeli dan tingkah laku pasca pembelian (Kotler, 1993) 
Market - Share (absolute maupun relatif) yang merupakan indikator 
perusahaan yang mampu menjelaskan tentang : 
1. Kemampuan Perusahaan menguasai pasar. 
Kemampuan penguasaan pasar dapat dipandang sebagai salah satu 
indikator keberhasilan. Tujuan perusahaan pada umumnya adalah 
mempertahankan atau meningkatkan tingkat market share. Sehingga pencapaian 
tujuan berarti juga dianggap sebagai keberhasilan perusahaan. 
2. Kedudukan (posisi) perusahaan di pasar persaingan. 
Berdasarkan tingkat market share, kedudukan masing-masing perusahaan 
dapat dilakukan urutan atau rangkingnya dalam pasar persaingan. Strategi 
pemasaran bisa digolongkan atas dasar pangsa pasar yang diperoleh suatu 
perusahaan, maka terbagi atas empat kelompok, yaitu:  
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a. Market Leader, disebut pimpinan pasar apabila pangsa pasar yang dikuasai 
berada pada kisaan 40% atau lebih. 
b. Market Challenger, disebut penantang pasar apabila pangsa pasar yang 
dikuasai berada pada kisaran 30%. 
c. Market Follower, disebut pengikut pasar apabila pangsa pasar yang dikuasai 
berada kisaran 20%. 
d. Market Nicher, disebut juga penggarap relung pasar apabila pangsa pasar 
dikuasai berada pada kisaran 10% atau kurang. 
Mengingat begitu pentingnya fungsi dan peranan perbankan syariah di 
Indonesia, maka pihak bank syariah perlu meningkatkan kineja agar tercipta 
perbankan dengan prinsip syariah yang sehat, efektif dan efesien. Market share 
ratio dapat digunakan untuk mengukur kinerja bank syariah. Semakin besar 
market share bank syariah di Indonesia, semakin besar pula peran dan fungsinya 
bagi perekonomian nasional. Berdasarkan outlook perbankan syariah April 2016, 
market share perkembangan perbankan syariah di Indonesia sampai dengan bulan 
Desember 2015 tercatat sebesar 3,34 % (Statistik Perbankan Indonesia, April 
2016).  
H. Rerangka Konseptual 
Rerangka konseptual pada penelitian ini memberikan gambaran tentang 
fenomena yang terjadi pada perbankan syariah. Bank syariah adalah bank yang 
berlandaskan pada sumber hukum Islam yaitu Al-Qur’an dan As-Sunnah. Untuk 
menjalankan sumber hukum tersebut maka bank syariah harus menerapkan teori 
Maslaḥah yang memberikan gambaran bahwa perusahaan tidak hanya semata-
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mata berorientasi terhadap keuntungan, melainkan harus berusaha untuk 
memajukan kesejahteraan sosial dan protektif terhadap kebutuhan masyarakat 
secara keseluruhan. Dua bentuk produk yang ditawarkan pada bank syariah yaitu 
Akad Muḍhārabah dan Akad Musyarakah. Namun dalam penelitian ini berfokus 
pada Akad Muḍhārabah sekaligus membuktikan bahwa bank syariah tidak hanya 
berfokus pada pencapaian laba saja tetapi juga memajukan kesejahteraan sosial 
masyarakat. Kemudian, hasilnya akan diketahui melalui metode penelitian yang 
disajikan pada hasil penelitian. Hasil penelitian akan diperoleh bagaimana 
penerapan bank syariah dalam sistem bagi hasil. 
Rerangka konseptual akan memberikan kemudahan kepada peneliti dalam 
memecahkan masalah penelitian dan menjawab pertanyaan-pertanyan terhadap 
objek masalah penelitian.  Berikut adalah Rerangka Konseptual yang dibangun 
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A. Jenis dan Lokasi Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dan bersifat deskriptif. 
Penelitian Kualitatif ini didasarkan pada teori-teori yang telah disebutkan oleh 
para peneliti dengan berbagai istilah-istilah yang ada sepeti paradigma, konsep, 
teori, metodelogi, metode dan lainnya (Poerwandi:2011). Cakupan metode 
kualitatif yakni sebagai kumpulan data empiris, hasil wawancara, teks-teks hasil 
pengamatan, dan visual yang menggambarkan makna keseharian. Penulis 
menggunakan penelitian Kualitatif untuk menjawab permasalahan yang diangkat 
dalam penelitian, karena dengan penelitian Kualitatif penulis yakin mampu 
menangkap fenomena yang terjadi pada perbankan syariah, khususnya akad 
muḍhārabah dalam penerapan sistem bagi hasil. Penelitian Deskriptif bertujuan 
menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau 
kelompok tertentu atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala atau untuk 
menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lainnya 
dalam masyarakat atau populasi (Sinamo, 2009).  
2. Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian di PT. BNI Syariah Cabang Makassar yang merupakan 
salah satu lembaga keuangan syariah yang berada di Kompl Ruko Business Center 





Berbagai macam strategi yang dilakukan oleh perusahaan jasa perbankan 
tersebut, sehingga membuatnya menjadi salah satu perbankan yang dekat dengan 
rakyat yang unggul saat ini, hal ini menjadi alasan mengapa perusahaan menjadi 
setting penelitian. Bank ini juga dipilih karena merupakan salah satu Bank Syariah 
yang beroperasi di Indonesia dengan konsep Syariah dalam dunia perbankan dan 
sudah bukan Unit Usaha Syariah (UUS) dari bank konvensional. Dengan asumsi 
PT Bank BNI Syariah punya jangkauan lebih dekat dengan rakyat dan 
pengembangan usaha-usaha kecil menengah. 
B. Pendekatan Penelitian 
Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi. Fenomenologi 
mencoba menjelaskan atau mengungkap makna konsep atau fenomena 
pengalaman yang didasari oleh kesadaran yang terjadi pada beberapa individu. 
Penelitian ini dilakukan dalam situasi yang alami, sehingga tidak ada batasan 
dalam memaknai atau memahami fenomena yang terjadi. Dipilihnya pendekatan 
tersebut yaitu karena memberikan pemahaman suatu praktik akuntansi dimana ia 
diterapkan dan sekaligus berusaha untuk menemukan suatu pemecahan ke arah 
penyempurnaan praktik akuntansi itu sendiri dengan memahami suatu praktik 
akuntansi dimana ia diterapkan.  
Pada saat menginterpretasi apa yang dipahami pihak bank tentang 
pengelolaan produk-produk bank yang berbasis nilai-nilai Islam dengan 
memfokuskan pada penerapan implementasi bagi hasil produk pembiayaan 





dalam pemaknaannya yaitu Al-Qur’an dan hadist yang terkait dengan prinsip-
prinsip syariah. 
C. Subjek Penelitian 
Istilah yang digunakan untuk subjek penelitian ini adalah informan. 
Penentuan infoman dilakukan secara  purposive dengan memilih tiga orang 
informan yang dianggap memiliki pengetahuan yang memadai terhadap objek 
penelitian untuk tujuan tertentu. Informan yang dipilih dengan kriteria mempunyai 
pengalaman dan  pengetahuan tentang pengelolaan produk-produk PT. BNI 
Syariah Cabang Makassar, terkait dengan prinsip bagi hasil dalam Akad 
muḍhārabah. Adapun informan yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah: 
1. Bapak Muh. Adlan Samad sebagai Kepala Pembiayaan Produktif (SFH) 
2. Bapak Muh. Syamsu Alam sebagai Asisten Pembiayaan Produktif Wira 
Usaha Syariah (WUS) 
3. Nasabah Bank BNI Syariah, yaitu Koperasi Al-Muawanah. 
D. Jenis dan Sumber Data Penelitian 
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan 
data kuantitatif. Data kualitatif adalah data berkaitan dengan non angka yang 
bersifat deskriptif, seperti struktur organisasi perusahaan dan gambaran umum 
perusahaan. Sedangkan data Kuantitatif merupakan data yang berkaitan dengan 
angka-angka seperti laporan keuangan. 
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan 
data sekunder. Data Primer merupakan data yang diperoleh dari hasil penelitian 
lapangan dengan melalui wawancara langsung antara peneliti dengan Pihak PT 





ini yaitu berupa jurnal-jurnal yang menjadi panduan dalam memahami data-data 
penelitian dan dokumen-dokumen yang menjadi pendukung atau bukti pendukung 
pada saat penelitian yang diperoleh dari PT Bank BNI Syariah Cabang Makassar. 
E. Metode Pengumpulan Data 
Untuk menganalisis dan menginterpretasikan data dengan baik, maka 
diperlukan data yang akurat dan sistematis agar hasil yang didapat mampu 
mendeskripsikan situasi objek yang sedang diteliti dengan benar. Dalam tahap 
pengumpulan data, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah : 
Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif sangat berpengaruh 
pada hasil penelitian nantinya oleh karena itu peneliti menggunakan empat teknik 
pengumpulan data, yaitu : 
1. Wawancara 
Dalam wawancara peneliti akan mencatat opini dan hal lain yang berkaitan 
dengan penelitian yang ada di dalam perusahaan. dengan demikian ada banyak 
informasi yang akan didapat dari hasil wawancara tersebut. Wawancara yang 
dilakukan oleh peneliti adalah dengan komunikasi langsung pada informan, 
dengan mengajukan pertanyaan secara lisan yang dilakukan melalui tatap muka. 
2. Studi Pustaka 
Studi Pustaka adalah segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk 
menghimpun informasi yang akan dijadikan sebagai panduan dalam menganalis 





referensi lainnya seperti profil PT. BNI Syariah yang digunakan sebagai referensi 
(panduan) terkait dengan topik yang membantu dalam menganalisis data. 
3. Observasi 
Peneliti terjung langsung untuk mendapatkan data secara langsung pada 
tempat penelitian yang telah dipilih yaitu PT Bank BNI Syariah Cabang 
Makassar. 
4. Internet 
Selain memperoleh data primer dari informan, peneliti juga memperoleh 
data dari internet yang berkaitan dengan perkembangan laporan keuangan PT 
Bank BNI Syariah. Dengan melalui internet peneliti berharap dapat menemukan 
data yang diperlukan. 
F. Instrumen Penelitian 
Instrumen dalam penelitian ini dalam memperoleh data yang diinginkan 
adalah Perekam Suara, handphone, Kamera dan Alat Tulis. Peneliti menyiapkan 
pedoman wawancara yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang disesuaikan dengan  
pokok permasalahan dalam penelitian ini dan menggunakan alat perekam selama 
wawancara dilakukan, mencatat hal yang penting dan foto bersama dengan 
informan untuk membuktikan hasil penelitian tersebut.  
G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
interpretatif-kualitatif dengan model analisis interaksi. Analisis data dalam 
penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data sampai selesainya 





wawancara. Adapun tahap dalam analisis data kualitatif dengan menggunakan 
model analisis interaksi (interactice analysis models), yaitu: 
1. Coding Data 
Proses pengkodean data atau coding data dilakukan untuk mempermudah 
proses analisis data, dimana data hasil wawancara akan dikelompokkan 
berdasarkan tingkat kesamaan data. Pengelompokan didasarkan pada hal-hal yang 
dapat menunjukkan penerapan prinsip-prinsip syariah yang dibagi menjadi lima 
prinsip, yaitu ukhuwah, adl, tawazun, Maslaḥah dan universalisme (alamiyah). 
2. Analisis dengan Pendekatan Fenomenologi : Interpretasi Teks 
Setelah data tersebut dikelompokkan, tahap selajutnya adalah proses 
interpretasi teks. Pada awalnya jawaban para informan yang berupa teks 
dianalisis, sesuai tiga komponen pokok, yaitu teks, konteks, dan kontekstualisasi. 
Kemudian dilakukan sebuah interpretasi atas pengelolaan bank oleh para informan 
yang tentunya berpengaruh pada penyusunan laporan keuangan secara kritis untuk 
menemukan kesenjangan antara teori dan praktek. Hal ini dilakukan sesuai dengan 
metode kritik dalam Islam yang akan dilakukan dengan berdasar kepada prinsip-
prinsip syariah dengan menghindari sikap muwazanah. 
3. Penyajian Data (Data Display) 
Setelah data dianalisis, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. 
Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan dalam pola hubungan, 
sehingga akan mudah dipahami. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa 
dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart 





memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa 
yang telah dipahami tersebut. Penyajian data dalam penelitian ini dipaparkan 
dengan teks yang bersifat naratif. 
4. Kesimpulan/Verifikasi (Verification) 
Penarikan kesimpulan sangat terkait dengan seberapa besar kumpulan 
catatan lapangan dan pengkodean yang dilakukan oleh peneliti. Kesimpulan juga 
diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi mungkin sesingkat 
pemikiran kembali yang melintas dalam pikiran penganalisis selama ia menulis, 
suatu tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan. Kesimpulan akhir dari 
penelitian yaitu menemukan bagaimana mengoptimalkan  laba dan market share 
produk pembiayaan muḍhārabah pada PT Bank BNI Syariah Cabang Makassar. 
H. Validitas dan Reabilitas Data 
Menurut Anas Chairiri (2009) Penelitian kualitatif, validitas dan reabilitas 
sering dinamakan kredibilitas. Penelitian kualitatif memiliki dua kelemahan 
utama: (a) Peneliti tidak dapat 100% independen dan netral dari research setting; 
(b) Penelitian Kualitatif sangat tidak terstruktur (messy) dan sangat interpretive. 
Dalam pencapaian kredibilitas terdapat Sembilan prosedur untuk meningkatkan 
kredibilitas penelitian kualitatif : triangulation, disconfirming evidence, research 
reflexivity, member checking, prolonged engagement in the field, collaboration, 
the audit trail, thick and rich description and peer debriefing. 
Dengan melihat pemahaman dalam pengumpulan data sebelumnya yang 
memperlihatkan keragaman sumber data dan teori yang dikumpulkan maka 





peneliti adalah triangulasi metode, triangulasi sumber data, triangulasi teori. 
Menurut  Rahardjo (2016) Triangulasi meliputi empat hal yaitu :  
1. Triangulasi metode, triangulasi metode dilakukan dengan cara 
membandingkan informasi atau data dengan  cara yang berbeda. 
Sebagaimana dikenal dalam penelitian kualitatif peneliti menggunakan 
metode wawancara, observasi dan survey. Untuk memperoleh kebenaran 
informasi yang handal dan gambaran yang utuh mengenai informasi 
tertentu, peneliti bisa menggunakan wawancara dan observasi atau 
pengamatan untuk mengecek kebenarannya. Selain itu, peneliti juga bisa 
menggunakan informan yang berbeda mengecek kebenaran informasi 
tersebut. Melalui beberapa perspektif atau pandangan diharapkan 
diperoleh hasil yang mendekati kebenaran. Karena itu, triangulasi tahap ini 
dilakukan jika data atau informasi yang diperoleh dari subjek atau 
informan penelitian diragukan kebenarannya. Dengan demikian, jika data 
itu sudah jelas, misalnya berupa teks atau naskah/transkrip film, novel dan 
sejenisnya, triangulasi tidak perlu dilakukan. Namun demikian, traingulasi 
aspek lainya tetap dilakukan. 
2. Triangulasi antar-peneliti (jika peneliti dilakukan dengan kelompok), 
dilakukan dengan cara menggunakan lebih dari satu orang dalam 
pengumpulan dan analisis data. Teknik ini diakui memperkaya khasanah 
pengetahuan mengenai informasi yang digali dari subjek penelitian. Tetapi 
perlu diperhatikan bahwa orang yang diajak menggali data itu harus yang 





agar tidak justru merugikan peneliti dan melahirkan bias baru dari 
triangulasi. 
3. Triangulasi sumber data adalah menggali kebenaran informasi tertentu 
melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Misalnya, selain 
melalui wawancara dan observasi, peneliti bisa menggunakan observasi 
terlibat (participant obervation), dokumen tertulis, arsif, dokumen sejarah, 
catatan resmi, catatan atau tulisan  pribādi dan gambar atau foto. Tentu 
masing-masing cara  itu akan menghasilkan bukti atau data yang berbeda, 
yang selanjutnya akan memberikan pandangan (insights) yang berbeda 
pula mengenai fenomena yang diteliti. Berbagai pandangan itu akan 
melahirkan keluasan pengetahuan untuk memperoleh kebenaran handal. 
4. Triangulasi teori. Hasil akhir penelitian kualitatif berupa sebuah rumusan 
informasi atau thesis statement.  Informasi tersebut selanjutnya 
dibandingkan dengan perspektif teori yang televan untuk menghindari bias 
individual peneliti atas temuan atau kesimpulan yang dihasilkan. Selain 
itu, triangulasi teori dapat meningkatkan kedalaman pemahaman asalkan 
peneliti mampu  menggali pengetahuan teoretik secara mendalam atas 
hasil analisis data yang telah diperoleh. Diakui tahap ini paling sulit sebab 
peneliti dituntut memiliki expert judgement ketika membandingkan 
temuannya dengan perspektif tertentu, lebih-lebih jika  perbandingan 




HASIL DAN PEMBAHASAN 
A. Gambaran Umum Perusahaan 
1. Sejarah Singkat PT. Bank BNI Syariah 
Terpaan krisis moneter yang terjadi pada tahun 1997 menjadi suatu bukti 
ketangguhan sistem perbankan syariah. Prinsip syariah dengan tiga pilarnya yaitu 
adil, transparan dan maslahat mampu menjawab kebutuhan masyarakat terhadap 
sistem perbankan yang lebih adil dengan berlandaskan pada undang-undang No. 
10 Tahun 1998, pada tanggal 29 April 2000 didirikan Unit Usaha Syariah (UUS) 
BNI dengan 5 kantor Cabang Yogyakarta, Malang, Pekalongan, Jepara dan 
Banjarmasin. Selanjutnya UUS BNI terus berkembang menjadi 28 Kantor Cabang 
dan 31 Kantor Cabang Pembantu.   
Disamping itu nasabah juga dapat menikmati layanan syariah di Kantor 
Cabang BNI Konvensional (Office Channelling) dengan lebih kurang 1500 outlet 
yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Pelaksanaan operasional BNI Syariah 
tetap memperhatikan kepatuhan terhadap aspek syariah. Dengan Dewan Pengawas 
Syariah (DPS) yang saat ini diketuai oleh KH. Ma’ruf Amin, semua produk BNI 
Syariah telah melalui pengujian dari DPS sehingga telah memenuhi aturan 
syariah.  
Corporate plan UUS BNI tahun 2000 ditetapkan bahwa status UUS 
bersifat temporer dan akan dilakukan Spin Off  tahun 2009. Rencana tersebut 
terlaksana pada tanggal 19 Juni 2010 degan beroperasinya BNI Syariah sebagai 





terlepas dari faktor eksternal berupa aspek regulasi yag kondusif yaitu dengan 
diterbitkannya UU No. 19 Tahun 2008 tentang surat Berharga Syariah Negara 
(SBSN) dan UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Komitmen 
pemerintah terhadap pengembangan perbankan syariah semakin kuat dan 
kesadaran terhadap keunggulan produk perbankan syariah juga semakin 
meningkat.  
Pada tahun 2003 dilakukan penyusunan Corporate Plan yang didalamnya 
termasuk rencana independensi pada Tahun 2009-2010. Proses independensi BNI 
Syariah diperkuat dengan kebijakan otonomi khusus yang diberikan oleh BNI 
kepada UUS BNI pada tahun 2005. Pada Tahun 2009, BNI membentuk tim 
Implementasi pembentukan Bank Umum Syariah, sehingga terbentuk PT Bank 
BNI syariah yang efektif beroperasi sejak tanggal 19 Juni 2010. Sejak 
terbentuknya dari tanggal 19 Juni hingga september 2013 jumblah cabang BNI 
Syariah mencapai 64 kantor cabang, 161 kantor cabang pembantu, 17 kantor kas, 
22 mobil layanan gerak dan 16 Paymen Point. 
a. Berdirinya Unit Usaha Syariah BNI  
Terpaan krisis Moneter tahun 1997 membuktikan ketangguhan sistem 
perbankan syariah. Prinsip syariah dengan tiga pilarnya yaitu adil, transparan dan 
Maslaḥah mampu menjawab kebutuhan masyarakat terhadap sistem perbankan 
yang lebih adil. Pada tahun 1999 dibentuk tim proyek cabang syariah dengan 
tujuan untuk mempersiapkan pengelolaan bisnis perbankan BNI syariah yang 
beropearsi pada tanggal 29 April 2000 sebagai unit usaha syariah (UUS) BNI. 





Yogyakarta, Malang, Pekalonga, Jepara, dan Banjarmasin. Pada Tahun 2002, 
UUS BNI mulai menghasilkan laba dan pada tahun 2003 dilakukan penyusunan 
Corporate Plan yang di dalamnya termasuk 50 rencana independensi BNI syariah 
tahun 2009-2010.  
Pada Tahun 2005 proses Independensi BNI Syariah diperkuat dengan 
kebijakan ekonomi khusus yang diberikan oleh BNI kepada UUS BNI, pada tahun 
2009, BNI membentuk Tim Implementasi Pembentukan Bank Umum Syariah. 
Selanjutnya UUS BNI terus berkembang hingga pada pertengahan tahun 2010 
telah memilki 27 kantor cabang dan 31 kantor cabang pembantu. Di samping itu, 
UUS BNI senantiasa mendapatkan dukungan teknologi informasi dan penggunaan 
jaringan saluran distribusi yang meliputi kantor cabang BNI, Jaringan ATM BNI, 
ATM Link serta ATM bersama, 24 jam layanan BNI Call dan juga Internet 
Banking.  
b. Pemisahan (Spin Off) Unit Usaha Syariah BNI 
Proses Spin Off dilakukan dengan beberapa tahapan, sesuai dengan 
ketentuan perundang-undangan yang berlaku termasuk ketentuan Bank Indonesia. 
Bank Indonesia memberikan persetujuan prinsip untuk pendirian BNI Syariah 
dengan surat nomor 12/2/DPG/DPbS tanggal 8 februari 2010 perihal izin prinsip 
pendirian PT Bank BNI syariah. Pada Tanggal 22 Maret 2010 telah 
ditandatangani Akta Nomor 159, Akta pemisahan Unit Usaha Syariah PT Bank 
Negara Indonesia (Persero) Tbk ke dalam PT Bank BNI syariah dan Akta Nomor 
160, Akta pendirian PT Bank BNI syariah yang keduanya dibuat di hadapan Aulia 





pendirian tersebut telah memperoleh pengesahan melalui keputusan Manteri 
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-15574. AH. 01. 
01, Tanggal 25 Maret 2010.  
Izin usaha diterbitkan oleh Bank Indonesia pada tanggal 21 Mei 2010, 
melalui keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 12/41/KEP. GBI/2010 
Tentang Pemberian izin Usaha PT Bank BNI Syariah. Setelah izin tersebut 
selanjutnya BNI syariah efektif beroperasi pada tanggal 9 Juni 2010 hingga 
september 2013 jumlah Cabang BNI syariah mencapai 64 Kantor Cabang, 161 
Kantor Cabang Pembantu, 17 Kantor Kas, 22 mobil layanan gerak dan 16 
payment point.  
Terdapat 2 (dua) hal pendorong bagi BNI untuk melakukan spin off UUS 
BNI pada tahun 2010 tersebut, yakni sebagai berikut:  
1) Aspek Eksternal  
Pertimbangan utama dari aspek eksternal adalah regulasi, Pertumbuhan 
bisnis dan kesadaran konsumen yang kian meningkat. Regulasi untuk industri  
perbankan syariah kian  kondusif dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 
21 tahun 2008 tanggal 16 juli 2008 tentang Perbankan Syariah, Undang-Undang 
nomor 19 Tahun 2008 tanggal 7 Mei 2008 mengenai Surat Berharga Syariah 
Negara, Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/10/2009 tentang Unit Usaha 
Syariah, Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/2009 tentang Bank Umum 
Syariah dan penyempurnaan ketentuan  pajak termasuk pengenaan Pajak 





tersebut merupakan langkah strategis bagi perkembangan industri  perbankan 
syariah di masa depan.  
2) Aspek Internal 
Dari aspek internal UUS BNI, sebagaimana telah ditetapkan dalam  
Corporate Plan tahun 20003 bahwa status UUS bersifat sementara, maka secara 
bertahap telah dilakukan persiapan untuk proses pemisahan. Oleh karenanya, 
dalam pengembangan bisnisnya UUS BNI telah memiliki infrastruktur dalam 
bentuk sistem, prosedur dan mekanisme pengambilan keputusan yang independen.  
Di sisi lain UUS BNI juga telah memiliki sumber daya dalam bentuk 
jaringan, dukungan teknologi informasi, serta sumber daya manusia yang 
memadai dan kompeten sehingga mampu menjadi sebuah entitas bisnis yang 
independen.  
Selain itu terdapat alasan yang lebih spesifik untuk dilakukannya spin off:    
1. Memanfaatkan keunggulan sebagai salah satu yang pertama dalam industri 
perbankan syariah.  
2. Menciptakan profil di pasar untuk menjaring investor potensial baik 
domestik maupun global.  
3. Mengelola usaha yang lebih bersifat independen dan strategis.  
4. Semakin mudah berkompetisi, kian ulet dan fleksibel dalam mengambil 
keputusan-keputusan bisnis ke depannya.  
5. Pemisahan (spin off) akan mendorong berjalannya praktik-praktik terbaik 





pengelolaan bisnis BNI Syariah sehingga pada gilirannya akan 
menciptakan efisiensi dan produktivitas bisnis yang lebih baik.  
Dari aspek strategis dengan dilakukannya  spin off  diharapkan akan 
memberikan sejumlah manfaat bagi seluruh pemangku kepentingan, antara lain:  
a) Akselerasi pengembangan usaha syariah yang lebih mudah  
b) Meningkatkan kualitas kepercayaan dan citra  
c) Meningkatkan produktivitas dan efisiensi 
d) Meningkatkan struktur permodalan  
e) Memberikan manfaat bagi pemegang saham  
f) Mendukung rencana percepatan pertumbuhan perbankan syariah  
g) Mempertajam kompetensi insan perbankan syariah. 
2. Visi dan Misi PT Bank BNI Syariah 
a. Visi BNI Syariah  
Visi BNI Syariah adalah “Menjadi Bank Syariah pilihan masyarakat yang 
unggul dalam layanan dan kinerja”. 
b. Misi BNI Syariah 
1) Memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan peduli pada 
kelestarian lingkungan. 
2) Memberikan solusi bagi masyarakat untuk kebutuhan jasa perbankan 
syariah. 
3) Memberikan nilai investasi yang optimal bagi investor. 
4) Menciptakan wahana terbaik sebagai tempat kebanggaan untuk berkarya 





5) Menjadi acuan tata kelola perusahaan yang amanah. 
3. Tata Nilai dan Budaya Kerja PT Bank BNI Syariah  
Tata nilai dan keyakinan yang dijadikan pedoman dalam berperilaku 
dalam sebuah organisasi menjadi bagian penting bagi pencapaian tujuan yang 
ingin dicapai dan keberlangsungan suatu organisasi. Dalam menjalankan tugas 
dan tanggungjawab PT Bank BNI Syariah berpedoman pada dasar hukum syariah 
yaitu Al-Qur’an dan hadits, seluruh insan BNI Syariah juga memiliki tata nilai 
yang menjadi panduan dalam setiap perilakunya. Tata nilai dan keyakinan dalam 
berperilaku ini dirumuskan dalam budaya kerja PT Bank BNI Syariah yaitu; 
amanah dan jamaah. 
a. Amanah 
1) Menjalankan tugas dan kewajiban dengan penuh tanggung jawab untuk 
memperoleh hasil yang optimal. 
2) Profesional dalam menjalankan tugas. 
3) Memegang teguh komitmen dan tanggung jawab. 
4) Jujur, adil dan dapat dipercaya. 
5) Menjadi teladan yang baik bagi lingkungan. 
b. Jamaah 
1) Bersinergi dalam menjalankan tugas dan tanggung kewajiban. 
2) Bekerja secara rasional dan sistematis. 
3) Saling mengingatkan dengan santun. 






4. Susunan Organisasi PT Bank BNI Syariah 
a. Dewan Komisaris  
1) Komisaris utama (independen) : Hartadi A. 
2) Komisaris Independen : Fero Poerbonegoro 
3) Komisaris Independen : Sofyan Syafri Harahap 
4) Komisaris Independen: Acep Riana Jayaprawira 
b. Dewan Direksi 
1) Direktur Utama: Rizqullah 
2) Direktur Bisnis: Imam Teguh Saptono 
3) Direktur Kepatuhan dan Penunjang: Bambang Widjanarko 
4) Direktur Operasional: Junaidi Hisom 
c. Dewan Pengawas Syariah 
1) Ketua: K.H. Maf’ruf Amin 


































SME F : Small Medium Enterpreneurship Financing 
SH  : Slaes Head 
CPH : Custumer P Head 
CSH : Custumer Cervice Head 
OH  : Operational Head 
RR  : R Relationship 
CS : Custumer Service 
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B. Fasilitas Pembiayaan pada PT Bank BNI Syariah Cabang Makassar  
PT Bank BNI Syariah selain menghimpun dana  dari masyarakat dalam 
bentuk giro, tabungan atau deposito, Bank BNI Syariah juga menyalurkan dana 
kepada masyarakat yang membutuhkan dana dalam bentuk pembiayaan untuk 
memenuhi kebutuhan masyarakat dalam hal pendanaan baik itu untuk keperluan 
konsumtif ataupun modal usaha. Kegiatan Bank BNI Syariah dalam menghimpun 
dan menyalurkan dananya berlandaskan dengan akad-akad yang telah diatur 
dalam fiqih muamalah Islam. Selain menjalankan fungsinya sebagai 
intermediaries  antara pihak yang membutuhkan dana dengan  pihak yang 
kelebihan dana, Bank BNI Syariah juga melakukan berbagai pelayanan jasa 
perbankan kepada nasabah, seperti:  Sharf  (jual beli valuta asing) dan  ijarah 
(sewa). Hal ini sesuai Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan 
Syariah yang menjelaskan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun 
dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada 
masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka 
meningkatkan taraf hidup rakyat. Bank syariah adalah bank yang menjalankan 
kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah.  
BNI Syariah membagi dua bentuk pembiayaan, yaitu Pembiayan 
Konsumtif Syariah adalah suatu kesepakatan bersama dalam pengadaan barang 
yang didasarkan pada transaksi “jual-beli” yang didudukkan dalam suatu akad 
sesuai syariah Islam yang wajib dipenuhi oleh kedua belah pihak. Sedangkan 
Pembiayaan Produktif Syariah adalah suatu kerjasama dalam 





pengadaan alat-alat produksi yang didudukkan dalam suatu akad sesuai syariah 
Islam yang wajib dipenuhi oleh kedua belah pihak. Penyaluran pembiayaan PT 
Bank BNI Syariah menggunakan beberapa macam akad yang berlandaskan 
Syariah Islam, antara lain  muḍhārabah, musyarakah, murabaḥah  dan  Rahn. 
Salah satunya akad  yang digunakan dalam pembiayaan produkif pada PT Bank 
BNI Syariah adalah akad muḍhārabah. Akad muḍhārabah ini digunakan pada 
beberapa pembiayaan, antara lain: 
1. Wirausaha iB Hasanah (WUS) 
Pembiayaan Wirausaha iB Hasanah (WUS), adalah fasilitas pembiayaan 
produktif yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan usaha-usaha 
produktif (modal kerja dan investasi) yang tidak bertentangan dengan syariah  dan 
ketentuan peraturan perundangan yang berlaku ( Bank BNI Syariah: 2016). 
a. Keunggulan: 
1) Proses lebih cepat dengan persyaratan yang mudah sesuai dengan prinsip 
syariah. 
2) Jangka waktu pembiayaan sampai dengan tujuh tahun. 
3)  Plafond pembiayaan minimal Rp. 50 Juta dan maksimum Rp.1 (satu) 
Milyar. 
4) Pembayaran angsuran dapat dilakukan di seluruh Kantor Cabang BNI 
Syariah maupun BNI Konvensional. 
b. Syarat Permohonan Pembiayaan: 
1) Warga Negara Indonesia. 





3) Identitas diri (Kartu Keluarga (KK) dan KTP) 
4) Legalitas usaha lengkap dan masih berlaku (SIUP, TDP, HO dan SITU) 
atau Surat keterangan berusaha dari kelurahan/kecamatan khusus untuk 
pembiayaan sampai dengan Rp.150 Juta. 
5) Bukti kepemilikan agunan yang sah dan masih berlaku. 
6) NPWP (perorangan/perusahaan). 
7) Tidak termasuk dalam daftar hitam Bank Indonesia serta tidak tercatat 
sebagai nasabah pembiayaan macet/bermasalah. 
8) Menyampaikan fotocopy rekening bank selama enam bulan terakhir (bila 
ada). 
2. Pembiayaan kerjasama Kopkar/Kopeg iB Hasanah 
Pembiayaan Kerjasama Kopkar/Kopeg iB Hasanah adalah fasilitas 
pembiayaan muḍhārabah produktif dimana BNI Syariah sebagai pemilik dana 
menyalurkan pembiayaan dengan pola executing kepada Koperasi Karyawan 
(Kopkar)/Koperasi Pegawai (kopeg) untuk disalurkan secara prinsip syariah ke 
end user/pegawai ( Bank BNI Syariah: 2016). 
a. Persyaratan Kopkar/kopeg 
1) Koperasi telah beroperasi komersial selama sekurang-kurangnya 3 tahun. 
2) Mempunyai legalitas usaha lengkap dan masih berlaku (Anggaran Dasar 
berikut seluruh perubahannya, Pengesahan dari Departemen Koperasi, 
SIUP, dan TDP sesuai dengan ketentuan yang berlaku). 






4) Kredibilitas manajemen baik (pengalaman, integritas, pendidikan, struktur 
organisasi dan succession planning / kaderisasi). 
5) Pengurus, pemilik dan Lembaga Keuangan (Koperasi dan 
instansi/perusahaan) tidak tergolong dalam Black List serta tidak tercatat 
dalam daftar kredit bermasalah di Bank Indonesia. 
6) Menyampaikan dokumen-dokumen yang dibutuhkan. 
 
b. Jangka waktu Perjanjian Kerjasama 
Jangka waktu Perjanjian Kerjasama antara BNI Syariah dan kopkar/kopeg 
maksimal selama lima tahun dan dapat diperpanjang setelah dilakukan evaluasi. 
c. Tarif bagi hasil/margin dan biaya administrasi 
1) Nisbah bagi hasil ke kopkar/kopeg mengacu pada tarif pembiayaan yang 
berlaku di BNI Syariah, sedangkan tarif margin ke end user ditentukan 
oleh kopkar/kopeg namun setinggi-tingginya tidak melebihi 30% p.a. 
2) Biaya administrasi ringan sesuai ketentuan yang berlaku. 
 
3.  Pembiayaan Tunas Usaha iB Hasanah 
Tunas Usaha iB Hasanah (TUS) adalah pembiayaan modal kerja dan atau 
investasi yang diberikan untuk usaha produktif yang feasible namun belum 
bankable dengan prinsip syariah dalam rangka mendukung pelaksanaan Instruksi 
Presiden Nomor 6 tahun 2007 ( Bank BNI Syariah: 2016). 
a. Keunggulan 






2) Jangka waktu pembiayaan tidak melebihi tiga tahun untuk pembiayaan 
modal kerja dan lima tahun untuk pembiayaan investasi. 
3) Plafond pembiayaan minimal Rp. 20 Juta dan maksimum Rp. 500 Juta. 
4) Pembayaran angsuran dapat dilakukan di seluruh Kantor Cabang BNI 
Syariah maupun BNI Konvensional. 
b. Pola Penyaluran 
Langsung ke end user dan Tidak langsung (executing melalui Linkage 
Program). 
c. Persyaratan Calon Nasabah 
1) Dapat diberikan kepada perorangan, badan usaha, kelompok, dan koperasi. 
2) Kriteria nasabah yang dapat dibiayai adalah Usaha Mikro, Kecil, 
3) Menengah, dan Koperasi (UMKMK) yang belum pernah mendapat 
pembiayaan/kredit dari perbankan yang wajib dibuktikan dengan hasil BI 
checking pada saat permohonan pembiayaan diajukan dan atau belum 
memperoleh fasilitas kredit program dari pemerintah. 
4) Sektor yang dapat dibiayai seluruh sektor ekonomi. 
5) Melengkapi persyaratan dokumen sesuai ketentuan yang berlaku. 
4. Pembiayaan Usaha Kecil iB Hasanah 
Usaha Kecil iB Hasanah adalah pembiayaan syariah yang digunakan untuk 
tujuan produktif (modal kerja maupun investasi) kepada pengusaha kecil 
berdasarkan prinsip-prinsip pembiayaan syariah ( Bank BNI Syariah: 2016). 
a. Keunggulan 





2) Jangka waktu pembiayaan sampai dengan tujuh tahun. 
3) Plafond pembiayaan sampai dengan Rp.10 Milyar. 
4) Pembayaran angsuran dapat dilakukan di seluruh Kantor Cabang BNI 
Syariah maupun BNI Konvensional. 
b. Syarat Penerima Pembiayaan 
1) Memiliki legalitas usaha lengkap sesuai bidang usahanya. 
2) NPWP, Laporan Keuangan, dan SPT Tahunan PPh. 
3) Pengalaman dibidang usaha minimal dua tahun. 
4) Menyampaikan fotocopy rekening bank selama enam bulan terakhir. 
5) Tidak termasuk dalam daftar hitam Bank Indonesia serta tidak tercatat 
sebagai nasabah pembiayaan macet/bermasalah. 
6) Bukti kepemilikan agunan yang sah dan masih berlaku. 
 
5. Pembiayaan kerjasama Lingkage Program iB Hasanah  
Pembiayaan Kerjasama Linkage Program iB Hasanah adalah fasilitas 
pembiayaan dimana BNI Syariah sebagai pemilik dana menyalurkan pembiayaan 
dengan pola executing kepada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) (BMT, BPRS, 
KJKS, dll) untuk diteruskan ke end user (pengusaha mikro, kecil, dan menengah 
syariah). Kerjasama dengan LKS dapat dilakukan secara langsung ataupun 
melalui Lembaga Pendamping ( Bank BNI Syariah: 2016). 
a. Manfaat 
1) Bagi Lembaga Pendamping: 
a) Mendapatkan kepastian pembiayaan kepada mitra binaannya; 





2) Bagi Lembaga Keuangan Syariah (LKS): 
a) Membantu meningkatkan pemberdayaan Lembaga Keuangan Syariah di 
Indonesia sebagai Lembaga Keuangan Mikro. 
b) Menjadi sumber pendanaan tambahan bagi Lembaga Keuangan Syariah 
(funding). 
c) Meningkatkan kepercayaan BNI Syariah kepada LKS. 
d) Mempercepat pemerataan penyaluran dana syariah kepada Usaha Mikro Kecil 
dan Menengah dalam hal membantu mengentaskan kemiskinan. 
b. Persyaratan LKS 
1) Perusahaan berbadan hukum dan telah beroperasi komersial selama 
sekurang-kurangnya tiga tahun. 
2) Menyampaikan laporan keuangan selama tiga tahun terakhir. (Pada 
laporan keuangan tahun terakhir, LKS membukukan keuntungan (laba) 
dan jenis laporan keuangan adalah audited untuk fasilitas kredit > 5 M). 
3) Pengurus, pemilik dan Lembaga Keuangan tidak tergolong dalam daftar 
Black List serta tidak tercatat dalam daftar pembiayaan bermasalah di 
Bank Indonesia. 
4) Menyerahkan copy NPWP an. perusahaan dan pengurus. 
5) Fotokopi KTP (identitas diri) pengurus. 
c. Jangka waktu Perjanjian Kerjasama 
Jangka waktu Perjanjian Kerjasama antara BNI Syariah dan LKS 






d. Tarif bagi hasil/margin 
Nisbah bagi hasil ke LKS mengacu pada tarif pembiayaan yang berlaku di 
BNI Syariah, sedangkan tarif ke end user ditentukan oleh LKS namun setinggi-
tingginya tidak melebihi 30% p.a. 
PT Bank BNI Syariah juga menggunakan dua bentuk  muḍhārabah  pada 
produk pembiayaannya, yaitu  muḍhārabah muṭhlaqah  dan  muḍhārabah 
muqayyadah.  PT Bank BNI Syariah menggunakan akad  muḍhārabah  dalam 
pembiayaan produktifnya karena pembiayaan produktif  bersifat kerjasama, yaitu 
kerjasama antara bank sebagai  şhāhibul māal  dan nasabah sebagai  muḍhārib. 
Sehingga akad yang sesuai dan dapat digunakan dalam pembiayaan produktif 
berdasarkan Syariah Islam adalah akad  muḍhārabah. Hasil wawancara dengan 
bagian Asisten Pembiayaan Produktif menjelaskan:  
“Pembiayaan muḍhārabah adalah pembiayaan yang dilakukan melalui 
kerjasama usaha antara dua pihak dimana pemilik modal/Bank (şhāhibul 
māal) menyediakan modal 100% sedangkan muḍhārib/nasabah bertindak 
selaku pengelola usaha dalam bentuk dan jenis usaha serta pembagian 
keuntungan yang telah disepakati  dalam kontrak.”   
Hal ini juga sesuai dengan berlandaskan pada Fatwa Dewan Syariah 
Nasional No: 07/DSN-MUI/IV/2000, bahwa pihak Lembaga Keuangan Syariah 
dapat menyalurkan dananya kepada pihak lain dengan cara  muḍhārabah, yaitu 
akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (şhāhibul 
māal/LKS) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak kedua 
(muḍhārib/nasabah) bertindak selaku pengelola dan keuntungan usaha  dibagi di 





C. Rukun dan Syarat Akad Muḍhārabah pada Pembiayaan Produktif PT Bank 
BNI  Syariah Cabang Makassar 
PT Bank BNI Syariah menetapkan rukun muḍhārabah berdasarkan Fatwa 
DSN No.07/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 4 April 2000  tentang  muḍhārabah. 
Adapun rukun dan syarat yang ada dalam akad  muḍhārabah  pada pembiayaan 
produktif Bank BNI Syariah, yaitu:  
1. Penyedia dana (şhāhibul māal) dan pengelola dana (muḍhārib) harus 
cakap hukum. 
2. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk 
menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad) dengan 
memperhatikan hal-hal berikut: 
a. Penawaran dan penerimaan harus secara ekspelisit menunjukkan tujuan 
kontrak (akad). 
b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak. 
c. Akad dituangkan secara tertulis melalui korespondensi, atau dengan 
menggunakan cara-cara komunikasi modern. 
3. Modal ialah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh penyedia 
dana kepada muḍhārib untuk tujuan usaha dengan dengan syarat sebagai 
berikut: 
a. Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya. 
b. Modal dapat berbentuk uang atau barang dengan dinilai. Jika modal 






c. Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada 
Muḍhārib, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan 
dalam akad. 
4. Keuntungan muḍhārabah dalam jumlah yang didapat sebagai kelebihan 
dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi: 
a. Harus diperuntukan bagi kedua pihak  dan tidak boleh disyaratkan hanya 
satu pihak. 
b. Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan 
dinyatakan pada waktu kontrak disepakati  dan harus dalam bentuk 
presentasi (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah 
harus berdasarkan kesepakatan. 
c. Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari muḍhārabah, dan 
pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan 
dari kesalahan disengaja, kelalaian atau pelanggaran kesepakatan. 
5. Kegiatan usaha oleh pengelola (muḍhārib) sebagai perimbangan (muqabil) 
modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal 
berikut: 
a. Kegiatan usaha adalah hak eksklusif muḍhārib, tanpa campur tangan 
penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan. 
b. Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian 






c. Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syari’ah Islam dalam tindakannya 
yang berhubungan dengan muḍhārabah, dan harus mematuhi kebiasaan 
yang berlaku dalam aktifitas itu. 
Selain Rukun dan syarat yang mengikuti Fatwa DSN-MUI, Hasil 
wawancara yang dilakukan kepada Asisten pembiayaan produktif : 
“Kriteria atau persyaratan calon nasabah yang ingin mendapatkan 
pembiayaan dengan akad muḍhārabah adalah mereka yang usahanya telah 
dijalankan minimal dua tahun, legalitas usaha lengkap dan menurut analisa 
bank layak dalam arti layak bahwa usaha tersebut adalah usaha sendiri dan 
juga tidak terlepas dari penilaian bank terhadap karakter nasabah”. 
D. Prosedur Pembiayaan Produktif pada PT Bank BNI Syariah Cabang 
Makassar  
1. Nasabah datang ke Bank BNI Syariah untuk memperoleh pembiayaan, 
baik itu berupa pembiayaan konsumtif maupun pembiayaan produktif.  
2. Selanjutnya akan ditangani oleh bagian Asisten Pembiayaan, disini calon 
nasabah akan diberikan informasi mengenai pembiayaan yang cocok 
dengan keperluan calon nasabah, wawancara awal dan permintaan berkas 
yang diperlukan bank.  
3. Dari bagian Asisten Pembiayaan berkas selanjutnya diberikan ke Bagian 
Operasional untuk diperiksa kelengkapan berkas calon nasabah dan hasil 
pemeriksaan kelengkapan berkas calon nasabah dikembalikan ke Asisten 
Pembiayaan.  
4. Setelah dinyatakan lengkap, selanjutnya akan diberikan ke Penyelia 
Pembiayaan untuk kemudian diperiksa. Penyelia akan memeriksa 





dilanjutkan ke Pimpinan Cabang tetapi jika belum akan dikembalikan ke 
Asisten Pembiayaan untuk dilengkapi.  
5. Pimpinan Cabang akan memverifikasi berkas calon nasabah dan akan 
memberikan pendapat tentang pengajuan pembiayaan calon nasabah.  
6. Selanjutnya dikembalikan ke Asisten Pembiayaan untuk diperiksa dan 
dilengkapi kembali jika ada berkas yang masih harus dipenuhi calon 
nasabah dan menanggapi pendapat yang diberikan Pimpinan Cabang.  
7. Selanjutnya diberikan ke Penyelia Pembiayaan untuk diperiksa 
kelengkapannya dan melihat tanggapan Asisten atas pendapat Pimpinan 
Cabang.  
8. Dilanjutkan ke Pimpinan Cabang untuk pemeriksaan dan pengambilan 
keputusan Pimpinan Cabang untuk menerima atau menolak pengajuan 
pembiayaan calon nasabah.  
9. Diberikan ke Wakil Pimpinan Cabang untuk dipelajari dan periksa 
kelengkapan berkas calon nasabah.  
10. Jika Pimpinan Cabang sepakat untuk memberikan, maka akan 
dikembalikan ke Asisten Pembiayaan untuk ditindak lebih lanjut.  
11. Selanjutnya dari Asisten Pembiayaan akan diberikan ke Bagian Operasioal 
untuk diproses pemberian pembiayaan serta pelaksanaan ijab-qabul antara 
bank dan nasabah. 
Alur pembiayaan yang telah dijelaskan diatas adalah alur pembiayaan 
sebelum pihak bank memberikan pembiayaan kepada calon nasabah. Akan tetapi 





karena beberapa alasan, seperti yang dijelaskan oleh Asisten Pembiayaan 
Produktif : 
“Persyaratan yang menjadi kendala bagi calon nasabah untuk memenuhi 
persyaratan tersebut adalah legalitas usahanya, jaminan yang akan 
diberikan dan tidak memperhatikan sistem administrasinya. Dan memang 
banyak calon nasabah yang tidak mampu memenuhi persyaratan sehingga 
mereka mundur dengan sendirinya”. 
Jika berbicara tentang jaminan, sesuai dengan Fatwa DSN-MUI 
No.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan muḍhārabah bahwa pada 
prisipnya, dalam pembiayaan muḍhārabah tidak diperbolehkan meminta jaminan 
kepada pihak muḍhārib, namun agar muḍhārib tidak melakukan penyimpangan, 
LKS dapat meminta jaminan dari muḍhārib atau pihak ketiga. Dan jaminan 
tersebut hanya dapat dicairkan jika muḍhārib terbukti melakukan pelanggaran 
terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.  
Sebenarnya setiap bank memiliki kebijakan masing-masing terkait 
prosedur yang harus dilalui sampai seorang nasabah berhak mendapatkan 
pembiayaan tersebut. Seperti pada PT Bank BNI Syariah Cabang Makassar tidak 
semua nasabah muḍhārabah wajib memberikan jaminan. Seperti yang dikatakan 
oleh asisten pembiayaan Produktif : 
“Jaminan merupakan pembiayaan yang harus dipenuhi oleh nasabah. Tapi 
ada pembiayaan yang tanpa jaminan sama sekali seperti jika bank 
memiliki keyakinan potensi bisnis dan karakter dari nasabah”. 
Hal tersebut diperkuat dengan hasil wawancara kepada nasabah : 
“Pada saat mengajukan pembiayaan kepada pihak Bank BNI Syariah 
Cabang Makassar, tidak ada jaminan yang kami berikan kepada pihak 






E. Menentukan Nisbah Bagi Hasil Pembiayaan 
Bank Syariah seperti Bank BNI Syariah menerapkan Nisbah Bagi Hasil 
terhadap produk-produk pembiayaan yang berbasis Natural Uncertainty 
Contracts (NUC), yakni akad bisnis yang tidak memberikan kepastian pendapatan 
(return), baik dari segi jumlah (amount) maupun waktu (timing) seperti 
muḍhārabah dan musyarakah. 
Penetapan nisbah bagi hasil pembiayaan ditentukan dengan 
mempertimbangkan sebagai berikut. 
1. Referensi tingkat (marjin) keuntungan, yang dimaksud disini adalah 
tingkat margin keuntungan yang ditetapkan dalam rapat ALCO (Asset and 
Liability Committee) 
2. Perkiraan tingkat keuntungan bisnis yang dibiayai, Perkiraan tingkat 
keuntungan bisnis yang dibiayai dihitung dengan mempertimbangkan 
sebagai berkut ; 
a. Perkiraan penjualan 
1) Volume penjualan setiap transaksi atau volume penjualan setiap bulan. 
2) Sales Turn-Over atau Frekuensi penjualan setiap bulan 
3) Fluktuasi harga penjualan 
4) Rentang Harga Penjuala yang dapat dinegosiasikan 
5) Margin keuntungan setiap transaksi 
b. Lama cash to cash cycle artinya terkait dengan lama proses barang, lama 





c. Perkiraan biaya-biaya langsung, yang dimaksud biaya-biaya langsung adalah 
biaya yang langsung berkaitan dengan kegiatan penjualan seperti biaya 
pengangkutan, biaya pengemasan, dan biaya-biaya lain yang lazim 
dikategorikan dalam cost of goods sold (COGS). 
d. Perkiraan biaya-biaya tidak langsung, yang dimaksud biaya-biaya tidak 
langsung adalah biaya yang tidak langsung berkaitan dengan kegiatan 
penjualan, seperti biaya sewa kantor, gaji karyawan,dan sebagainya. 
e. Delayed factor, adalah tambahan waktu yang ditambahkan pada cash to cash 
cycle untuk mengantisipasi timbulnya keterlambatan pembayaran dari nasabah 
kepada bank. 
Terdapat tiga metode dalam menentukan nisbah bagi hasil pembiayaan 
yakni : 
1) Penentuan nisbah bagi hasil keuntung, dalam hal ini, nisbah bagi hasil 
pembiayaan untuk bank ditentukan berdasarkan pada perkiraan pada 
perkiraan keuntungan yang diperoleh nasabah dibagi dengan referensi 
tingkat keuntungan yang telah ditetapkan sebelumnya dalam rapan ALCO. 
Perkiraan tingkat keuntungan bisnis/proyek yang dibiayai dihitung dengan 
mempertimbangkan : Perkiraan penjualan, Lama cash to cash style, 
Perkiraan biaya-biaya langsung (COGS),  Perkiraan biaya-biaya tidak 
langsung dan Delayed factory 
2) Penetuan nisbah bagi hasil pendapatan, dalam hal ini, nisbah bagi hasil 
pembiayaan untuk bank ditentekun berdasarka pada perkiraan pedapatan 





telah ditetapkan dapam rapat ALCO. Hal ini dapat dihitung dengan 
mempertimbangkan : Perkiraan penjualan, Lama cash to csah cycle, 
Perkiraan biaya-biaya langsung dan Delayed factor. 
3) Penentuan nisbah bagi hasil penjualan, dalam hal ini nisah bagi hasil 
pembiayaan untuk bank ditentukan berdasarkan pada perkiraan 
penerimaan penjualan yang diperoleh nasabah dibagi dengan pokok 
pembiayan dan referensi tingkat keuntangan yang telah ditetapkan dalam 
rapat ALCO. Perkiraan penerimaan penjualan dihitung dengan 
mempertimbangkan: Perkiraan penjualan, Lama cash to cash cycle dan 
Delayed factor 
Menurut Karim (2011) Penentuan angsuran pokok dilakukan dengan cara 
sebagai berikut: 
1) Pembiayaan berjangka waktu dibawah satu tahu artinya Pembiayaan 
pokok pembiayaan dengan jangka waktu kurang dar satu tahun dapat 
dilakukan pada saat jatuh tempo 
2) Pembiayaan berjangka waktu di atas satu tahun artinya Pembiayaan pokok 
pembiayaan dengan jangka waktu lebih dari satu tahun wajib diangsur 
secara proporsional (pembayaran angsuran sesuai dengan arus kas (net 
cash flow) dari usaha nasabah) selama jangka waktu pembiayaan.  
Angsuran pokok tersebut juga diterapkan pada pembiayaan produktif  
yang merupakan pembiayaan yang bersifat kerjasama. Di dalamnya terdapat 
hubungan antara dua pihak yang saling bersepakat untuk bersama-sama 





dan yang satunya lagi sebagai pihak yang menjalankan usaha/pengelola usaha. 
Dalam hal ini, Bank BNI Syariah sebenarnya hanya bertindak sebagai perantara 
yang mempertemukan şhāhibul māal dan muḍhārib. Karim (2004: 211) 
menjelaskan hubungan ini disebut investasi tidak langsung (indirect financing).  
Pembiayaan produktif Bank BNI Syariah menggunakan beberapa akad 
yang sesuai dengan  syariah  Islam, yaitu akad  muḍhārabah  dan  musyarakah. 
Untuk akad muḍhārabah bank sebagai penyetor modal usaha 100% kepada 
pengelola usaha/nasabah. Sedangkan akad  musyarakah,  bank hanya menyetor 
sebagian modal dari keseluruhan modal yang dibutuhkan nasabah dalam 
menjalankan usahanya karena nasabah sendiri telah memiliki modal usaha dan 
bank sebagai penyedia sebagian lagi modal nasabah. Hasil wawancara dengan 
Asisten Pembiayaan Produktif : 
“Ada dua yang bisa dipilih oleh nasabah dalam melakukan akad 
muḍhārabah dan akad lainnya berdasarkan nominal pembiayaan yang 
diberikan yaitu, Reguler dan Mikro. Dimana Regular Minimal 250 Juta 
hingga 2 M untuk Cabang) , Jika lebih dari 2 M maka diputuskan oleh 
wilayah dan pusat dan Mikro Kurang dari 250 Juta”. 
Kedua akad tersebut menggunakan sistem bagi hasil. Seperti yang telah 
dijelaskan bahwa akad Muḍhārabah dan Musyarakah menggunakan sistem bagi 
hasil dalam perhitungannya. Hasil wawancara  dengan Kepala bagian pembiayaan 
produktif : 
“Bank BNI Syariah menentukan bagi hasil berdasarkan laba/keuntungan 
yang didapatkan dari usaha yang dijalankan oleh nasabah. Yaitu sistem 
perhitungan bagi hasil laba bersih (profit and loss sharing)”. 
Akan tetapi  dalam akad Muḍhārabah biasanya yang mendapatkan porsi 





mereka yang harus siap menerima konsekuensi yang terjadi ketika usaha yang 
dijalankan oleh muḍhārib mengalami kegagalan. Hasil wawancara  dengan 
Kepala bagian pembiayaan produktif : 
“Bagi hasil pembiayaan produktif pada PT Bank BNI Syariah Makassar 
sebenarnya tidak ada ketentuan karena tergantung dari kondisi 
nasabahnya. Tapi biasanya dalam akad muḍhārabah ini pihak bank 
mendapat porsi yang lebih tinggi, bagi hasil tersebut tidak jauh dari 
sekitaran 70 % untuk bank dan 30% untuk nasabah atau 60 % untuk bank 
dan 40 % untuk nasabah. Dan kemudian pada PT Bank BNI Syariah 
Makassar ini juga melakukan sistem negosiasi kepada nasabah pada awal 
akad tersebut”. 
Kemudian pernyataan tersebut diperkuat oleh Manager Koperasi Al-Muawanah 
sebagai salah satu nasabah yang bekerja sama dalam Akad Muḍhārabah dengan 
PT Bank BNI Syariah Makassar: 
“Dalam menentukan bagi hasil kami melakukan sistem negosiasi antara 
bank terlebih dahulu, berapa persen bagi hasil dari keuntungan yang kami 
dapatkan nantinya. Sedangkan untuk koperasi sendiri kami melakukan 
kontrak kerja sama selama enam puluh bulan dan mendapatkan bagi hasil 
33% sedangkan bank mendapatkan 67%”. 
Demi memudahkan setiap nasabahnya dalam pembiayaan akad 
muḍhārabah, Bank BNI Syariah memberikan kebijakan terkait tempo dan dalam 
hal pengembalian modal pembiayaan untuk setiap nasabah dalam akad 
Muḍhārabah. Hasil wawancara dengan Asisten Pembiayaan produktif: 
“Bank memberikan tempo sampai lima tahun. Dimana pola 
pengembaliannya ada dua cara yaitu : Setiap bulan bisa mengembalikan 
uang muka bagi hasil yang sudah disepakati diawal, kemudian diakhir 
periode nasabah mengembalikan pembiayaan yang kami berikan. Atau 
Setiap bulan, selain mengembalikan uang muka bagi hasil dan mencicil 






F. Masalah yang dihadapi PT Bank BNI Syariah dalam Pembiayaan Akad 
Muḍhārabah 
Pembiayaan produktif merupakan pembiayaan dengan tingkat risiko yang 
tinggi. Oleh karena itu, Bank BNI Syariah dalam menyalurkan dananya dengan 
akad  muḍhārabah  sangat selektif dan biasanya jangka waktu yang diberikan 
pendek. Hal ini dapat dilihat dari jumlah komposisi pembiayaan yang diberikan 
Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dengan akad muḍhārabah, 
musyarakah dan murabaḥah pada tahun 2013-2015. 
Tabel 4.2 : Komposisi Pembiayaan yang diberikan Bank Umum Syariah dan 
Unit Usaha Syariah tahun 2013-2015. 
        Milliar Rupiah 
Akad Pembiayaan 2013 2014 2015 
Muḍhārabah 13.625 14.354 14.820 
Musyarakah 39.874 49.387 60.713 
Murabaḥah 110.565 117.371 122.111 
Sumber: Statistik Perbankan Syariah, Januari 2016. 
Untuk BNI Syariah, dilihat dari laporan keuangan Bank BNI Syariah 
periode 2013-2015 jumlah pendapatan dari penyaluran dana dalam bentuk akad 
adalah : 
Tabel 4.3 
Jumlah Pendapatan Bank BNI Syariah tahun 2013-2015. 
         Jutaan Rupiah 
Akad Pembiayaan 2013 2014 2015 





Musyarakah 117.623 136.237 155.562 
Murabaḥah 854.003 1.450.260 1.741.998 
Sumber: Laporan keuangan BNI Syariah 2013- 2015 
Dari data diatas bisa dilihat bahwa pembiayaan dengan akad muḍhārabah 
masih dibawah dibandingkan dengan pembiayaan akad  musyarakah  dan akad 
murabaḥah. Penjelasan bagian Analis Pembiayaan Produktif PT Bank BNI 
Syariah:  
“Pembiayaan  dengan akad  muḍhārabah  adalah pembiayaan yang 
memiliki risiko tertinggi. Sedangkan untuk  pembiayaan  murabaḥah yaitu 
akad dengan jual-beli memiliki risiko yang  relatif  lebih kecil dikarenakan 
jumlah penghasilan tetap dan  margin  keuntungan bank sudah ditentukan 
pada awal akad. Sedangkan untuk pembiayaan menggunakan akad  
musyarakah  yaitu akad kerjasama yang dimana antara  pihak bank dan 
nasabah masing-masing menyetor modalnya untuk membiayai usaha yang 
dijalankan oleh pihak nasabah memiliki risiko yang lebih tinggi dari akad 
murabaḥah tetapi jika dibandingkan dengan akad muḍhārabah masih lebih 
rendah. Oleh karena itu, bank sangat berhati-hati dalam melakukan 
pembiayaan dengan akad muḍhārabah.”  
Akad  muḍhārabah  memiliki tingkat risiko yang paling tinggi karena 
nasabah diberikan 100% modal dari pihak bank syariah dan kemudian pendapatan  
yang diterima bank tidak tetap dikarenakan pendapatan yang diterima dihitung 
berdasarkan proporsi bagi hasil yang telah ditetapkan pada awal akad. Oleh 
karena itu akad muḍhārabah  termasuk kelompok Natural Uncertainty Contracts 
yang tidak memberikan kepastian return/pengembalian, baik  dari segi jumlah 
maupun waktunya.  
Risiko yang dihadapi Bank BNI Syariah dalam pembiayaan dengan akad  
muḍhārabah  merupakan risiko yang disebabkan karena adanya hubungan 





māal) dan nasabah sebagai pengelola moda (muḍhārib). Dalam kontrak 
muḍhārabah ini, akan terjadi Asymmetric information yaitu tidak seimbangnya 
informasi yang diterima bank dibanding informasi yang dimiliki nasabah. Hal ini 
disebabkan karena nasabah dalam kontrak ini lebih mengetahui informasi tentang 
usaha yang Ia jalankan, sedangkan bank syariah hanya dapat melihat usaha  
tersebut dari luar dan tidak ikut campur tangan terhadap usaha nasabah yang 
dijalankan. Untuk masalah Principal-Agent ini dapat dibagi menjadi dua bagian, 
yaitu masalah yang menyangkut  adverse selection dan moral hazard.  
1. Masalah Adverse Selection  
Dalam setiap pembiayaan yang mengggunakan akad  muḍhārabah  akan 
selalu dihadapkan dengan masalah Principal-Agent. Demikian juga dengan PT 
Bank BNI Syariah yang menggunakan akad  muḍhārabah  pada pembiayaan 
produktifnya. Ada beberapa permasalahan yang dihadapi Bank BNI Syariah, salah 
satunya dalam menyeleksi nasabah sebagai  muḍhārib  yang akan diberikan 
pembiayaan dengan akad  muḍhārabah. Hasil wawancara dengan kepala Bagian 
Pembiayaan Produktif: 
“Untuk pembiayaan muḍhārabah Bank BNI Syariah lebih fokus untuk 
membiayai Proyek. Dan yang menyebabkan pendapatan muḍhārabah 
rendah karena masih banyak masyarakat yang kurang percaya terhadap 
perbankan syariah, adanya karakter calon nasabah yang berbeda-beda, 
selain itu manipulasi terhadap laporan keuangan bisa saja dilakukan oleh 
nasabah yang ingin mendapatkan keuntungan yang banyak sehingga 
perbankan selektif dalam memilih pembiayaan produktif muḍhārabah”. 
Hal tersebut diperkuat oleh Asisten Pembiayaan Produktif: 
“Selain administrasi, karakter dari muḍhārib belum siap untuk menerapkan 
Akad Muḍhārabah, karena namanya pengusaha maunya untung sebesarnya 
dan pengorbanan sekecil-kecilnya. Dan terkadang kekhawatiran mereka 





mana posisi keuntungannya besar, biasanya mereka sedikit memanipulasi 
data dengan tujuan keuntungan yang mereka peroleh bisa maksimal. Jadi 
bagi hasil yang diserahkan kepada bank diminimalkan. Jadi kendalanya 
adalah Karakter Nasabah itu sendiri”. 
  Tingginya risiko yang dihadapi dalam menggunakan akad muḍhārabah 
pada pembiayaan produktif menyebabkan Bank BNI Syariah menerapkan standar 
analisis yang lebih ketat dibandingkan dengan akad murabaḥah dan akad 
musyarakah. Permasalahan  adverse selection  yang dihadapi Bank BNI Syariah 
dalam hal ini adalah sulitnya mengetahui karakter nasabah yang sesungguhnya 
dan kemampuan nasabah  yang sesungguhnya dalam menjalankan usaha yang 
akan diberikan pembiayaan dengan akad  muḍhārabah.  
Bank BNI Syariah dalam menyeleksi calon nasabah hanya mengandalkan 
pada verifikasi informasi mengenai data diri calon nasabah yang dibuatnya. Untuk 
dapat mengetahui dengan benar mengenai informasi yang diberikan calon nasabah 
kepada bank sebagai  şhāhibul māal, bank harus mengeluarkan biaya verifikasi 
yang tinggi untuk memeriksa dan mendapatkan kebenaran mengenai informasi 
calon nasabah. Verifikasi dengan biaya yang tinggi tidak akan dilakukan bank 
karena hanya akan menghasilkan pendapatan yang kecil bagi pihak bank, sebab 
tingginya biaya verifikasi.  
Masalah lain yang dihadapi Bank BNI Syariah yaitu mengenai usaha yang 
diajukan calon nasabah untuk mendapatkan pembiayaan dari bank sebagai 
şhāhibul māal. Dalam hal ini, bank harus menganalisis kemampuan nasabah  
dalam menjalankan usaha yang akan diberikan pembiayaan dengan akad 
muḍhārabah  dan menganalisis serta memprediksi usaha yang akan dimodali. 





menjalankan usaha yang akan dimodali pihak bank dapat menghasilkan profit dan 
dapat memiliki prospek yang bagus kedepannya. Bank akan memprediksi profit 
yang akan dihasilkan oleh usaha nasabah, karena bank  syariah dalam 
menyalurkan pembiayaannya memiliki tingkatan profit yang  diinginkan bank 
syariah dalam menyalurkan dananya, jika pihak bank syariah melihat bahwa usaha 
yang akan dibiayai tidak mampu menghasilkan profit seperti yang diinginkan 
bank, maka bank tidak akan memberikan pembiayaan kepada nasabah/muḍhārib 
tersebut. Calon nasabah dalam mengajukan pembiayaannya akan berusaha 
meyakinkan pihak bank bahwa dirinya layak mendapatkan pembiayaan dengan 
memberikan informasi yang bagus kepada bank, nasabah kemungkinan akan 
memberikan informasi yang tidak sesuai untuk meyakinkan bank. Wawancara 
dengan Asisten Pembiayaan Produktif Bank BNI  Syariah mengatakan:  
“Bank terkadang sulit untuk mendapatkan informasi yang 100% akurat 
mengenai data diri serta dokumen-dokumen  lainnya yang diberikan oleh 
nasabah. Bank harus memverifikasi data yang diberikan oleh nasabah 
salah satunya dengan menghubungi  orang terdekat dari nasabah dan 
mengecek langsung usahanya yang akan dibiayai jika usaha tersebut telah 
berjalan. Untuk usaha yang baru akan dimulai, bank dapat melihat lokasi 
serta kebutuhan lain yang diperlukan oleh nasabah dalam menjalankan 
usahanya. Jaminan juga harus dicek kepemilikannya dan ditaksir harganya 
dengan benar.”  
Hal utama yang perlu bank perhatikan adalah memastikan bahwa nasabah 
menjalankan usaha tersebut sesuai dengan  syariah  Islam. Usaha yang nantinya 
akan dibiayai juga harus sesuai dengan syariah Islam. Nasabah bisa saja memiliki 
kemampuan yang tinggi dalam menghasilkan profit tetapi itu harus sesuai dengan 
syariah  Islam, karena bisa saja nasabah melakukan perjudian atau menipu hanya 





yang baik dalam menghasilkan laba, misalnya rumah judi dan berjualan minuman 
keras tetapi usaha tersebut dilarang dalam syariah Islam.  
2. Masalah Moral Hazard  
Selain permasalahan adverse selection pada PT Bank BNI Syariah Cabang 
Makassar juga dihadapkan dengan permasalahan moral hazard. Permasalahan 
moral hazard dalam hal ini  berkaitan dengan proses berjalannnya usaha yang 
dibiayai bank/şhāhibul māal. Setelah melakukan seleksi nasabah yang akan 
diberikan pembiayaan dengan akad muḍhārabah, selanjutnya bank akan 
melaksanakan pembiayaan tersebut. Selama proses berlangsungnya pembiayaan 
sampai tahap pelaporan dan pembagian hasil yang didapatkan dari usaha yang 
dibiayai ada beberapa kendala yang bisa muncul. Sesuai dengan hasil wawancara 
dengan Asisten Pembiayaan Produktif Bank BNI Syariah Cabang Makassar:  
“ Keterbatasan SDM untuk memantau nasabah salah satu masalah yang 
dihadapi Bank. Sulitnya memantau nasabah dalam menjalankan usaha 
yang dibiayai oleh bank, akan menyebabkan nasabah merasa kurang 
mendapat pengawasan oleh bank sehingga nasabah akan melakukan 
penyimpangan dalam menjalankan usahanya. Nasabah bisa saja 
menjalankan usahanya diluar ketentuan atau keinginan bank. Hal ini juga 
akan berdampak pada kurangnya informasi yang didapatkan bank 
mengenai hasil yang akurat dari usaha yang dibiayai oleh bank karena 
dalam hal ini nasabah lebih mengetahui hasil yang diperoleh dari 
usahanya.  Pada akhirnya akan berdampak pada  bagi hasil yang diperoleh 
dari usaha itu tidak akan sesuai dengan prediksi bank.”  
Dari pernyataan wawancara diatas dapat dilihat bahwa masalah  moral 
hazard menjadi permasalahan yang akan muncul dalam proses berjalannya 
pembiayaan. Keterbatasan SDM dan tingginya biaya dalam melakukan 
pengawasan terhadap nasabah dalam menjalankan usahanya merupakan masalah 





pengawasan yang ketat untuk mendapatkan informasi yang lengkap mengenai  
keadaan  usaha  muḍhārib, tetapi itu akan memerlukan biaya yang tinggi yang 
berdampak pada sedikitnya bagi hasil yang nantinya akan diperoleh dan dibagi 
dari kerjasama dengan akad muḍhārabah  tersebut. Hal lain yang menyebabkan 
timbulnya masalah  moral hazard  dalam pembiayaan dengan akad  muḍhārabah 
karena adanya keterbatasan bank sebagai  şhāhibul māal  yang tidak boleh ikut 
campur dalam usaha yang akan dijalankan oleh nasabah sebagai muḍhārib. Bank 
dalam hal ini hanya sebagai pemilik modal yang menanamkan modalnya dalam 
suatu usaha yang kemudian nantinya hasil yang didapatkan dari usaha tersebut 
akan dibagi menurut persentase yang telah disepakati di awal kesepakatan 
kerjasama  muḍhārabah. Tarsidin (2010: 48) menjelaskan implikasi dari 
permasalahan  asymmetric information  khususnya masalah moral hazard  adalah 
perlunya dilakukan monitoring dan verifikasi atas upaya muḍhārib yang tentunya 
memerlukan biaya besar.  
Untuk beberapa kondisi, bank harus melakukakan monitoring  yang ketat  
kepada muḍhārib untuk menghindari timbulnya kerugian yang lebih besar akibat 
menurunnya hasil yang diperoleh  muḍhārib. Dalam hal ini muḍhārib  bisa saja 
melakukan hal-hal yang menyimpang dari batasan-batasan yang diberikan oleh 
bank sehingga usaha tersebut tidak berjalan sesuai yang diharapkan bank dan akan 
berdampak pada bagi hasil yang tidak sesuai dengan yang diprediksi bank sebagai 
şhāhibul māal bahkan bisa saja usaha tersebut rugi. Wawancara dengan Asisten 
Pembiayaan Produktif menyebutkan bahwa:  
“Bank hanya akan melakukan program monitoring yang standar dalam 





berkala tiap bulan mengenai hasil yang diperoleh dari usaha muḍhārib. 
Tetapi ketika terjadi perubahan yang signifikan dari hasil yang dilaporkan 
oleh  muḍhārib, maka bank sebagai  şhāhibul māal akan melakukan 
monitoring yang lebih ketat kepada muḍhārib. Hal ini  berkaitan dengan 
modal yang diberikan bank untuk usaha tersebut, supaya bank dapat 
mengantisipasi kerugian yang lebih besar. Misalnya muḍhārib melakukan 
kelalaian dalam mengelola usahanya sehingga menyebabkan kerugian. 
Bank dalam hal ini tidak ingin modal yang disetornya untuk usaha tersebut 
habis, sehingga ketika terjadi hal-hal yang tidak biasa maka bank sebagai 
şhāhibul māal akan melakukan monitoring yang lebih kepada muḍhārib.”  
Hal di atas berhubungan dengan level upaya yang dilakukan  muḍhārib  
dalam menghasilkan profit. Nasabah bisa saja tidak menggunakan upayanya 
dalam menghasilkan profit pada level yang maksimal. Dalam hal keadaan 
ekonomi yang tidak berubah, upaya yang dilakukan muḍhārib dalam menjalankan 
usahanya lebih mudah diukur, karena bank dalam hal ini akan melihat hasil dari 
usaha tersebut. Kecuali terjadi krisis ekonomi atau hal lainnya yang 
mempengaruhi usaha nasabah tersebut, maka semaksimal apapun upaya yang 
dilakukan nasabah juga tidak akan menghasilkan profit yang besar.  
Selain masalah upaya muḍhārib yang tidak maksimal dalam menjalankan 
usahanya, pelaporan mengenai jumlah profit yang dihasilkan oleh usaha 
kerjasama antara  şhāhibul māal  dan  muḍhārib menjadi masalah yang dihadapi 
bank. Dalam hal ini, nasabah bisa saja melaporkan jumlah profit yang  
diperolehnya tidak sesuai dengan kebenarannya atau dengan kata lain muḍhārib 
memanipulasi laporan jumlah profit yang diperolehnya. Untuk mendapatkan 
laporan yang pasti mengenai jumlah profit yang dihasilkan, bank harus melakukan 
pemeriksaan yang tentunya akan memerlukan biaya. Penambahan biaya 





diperoleh, disebabkan tingginya biaya dalam mengawasi dan memeriksa setiap 
laporan mengenai hasil dari usaha yang dibiayai dengan akad  muḍhārabah.  
Beberapa permasalahan yang ditimbulkan karena adanya hubungan  
Principal-Agent menyebabkan kurangnya minat bank syariah dalam 
melaksanakan pembiayaannya dengan akad muḍhārabah. Adanya hubungan  
Principal-Agent akan menimbulkan  asymmetric  information,  yaitu kurangnya 
informasi yang didapatkan salah satu pihak dalam hal ini Bank BNI Syariah 
selaku şhāhibul māal. Tentunya hal ini berisiko bagi bank syariah dalam 
menyalurkan pembiayaannya dengan akad muḍhārabah. Terlepas dari itu,  
pembiayaan dengan akad  muḍhārabah  merupakan pembiayaan  yang baik bagi 
kedua pihak yang menjalankannya yaitu antara şhāhibul māal  dan  muḍhārib. 
Sebab jika dilihat,  akad ini memiliki kelebihan dimana  dua  pihak yang bertemu 
saling membantu dan bekerjasama dalam mencapai  tujuannya bersama. Contoh 
jika nasabah memiliki kendala, menurut Wawancara dengan Asisten Pembiayaan 
Produktif menyebutkan bahwa: 
“Jika nasabah mengalami kendala atau masalah dalam usaha yang 
dijalankan, maka bank juga menerima keluhan-keluhan tersebut. Artinya 
pihak bank terlebih dahulu mengetahui apa yang menjadi masalah 
muḍhārib?  Jika bisa bank membantu dan mencari solusinya, kemudian 
bank memberikan saran serta kebijakan kepada pihak muḍhārib. Akan 
tetapi jika masalah tersebut terletak pada karakter nasabah itu sendiri 
secara otomatis ada langkah khusus yaitu surat tegurang, surat isomasi dan 
lelang terhadap jaminan”. 
Dalam akad muḍhārabah ini juga tercipta suatu keadilan bagi pihak-pihak 
yang menjalankannya. Menurut Tarsidin (2010: 6) pada level makro bagi hasil  
dinilai  lebih baik dari pada skema bunga karena bagi hasil  terbukti dapat 





dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui kuatnya hubungan antara 
sektor keuangan dan sektor riil pada penggunaan bagi hasil  tersebut.  
G. Mengoptimalisasi Bagi hasil  pada PT Bank BNI Syariah Cabang Makassar 
Bank BNI Syariah dalam menyalurkan pembiayaan dengan akad  
muḍhārabah, akan  dihadapkan dengan risiko timbulnya masalah-masalah yang 
disebabkan karena adanya hubungan  Principal-Agent.  Asymmetric information 
diyakini merupakan alasan timbulnya risiko dalam pembiayaan dengan akad 
muḍhārabah. Tarsidin (2010: 39) berpendapat bahwa  muḍhārib  memiliki 
informasi privat tentang karakteristik dirinya, tingkat utilitas yang diinginkannya 
dan level upaya yang dilakukannya. Perlunya biaya yang besar untuk 
mendapatkan informasi tersebut sehingga tidak efisien bagi  şhāhibul māal untuk 
berusaha mendapatkannya. Adanya perbedaan kepentingan antara muḍhārib dan 
şhāhibul māal  menyebabkan tingginya risiko dalam pembiayaan dengan akad 
muḍhārabah. Untuk dapat menekan permasalahan asymmetric information, baik 
adverse selection dan moral hazard maka Bank BNI Syariah  selaku  şhāhibul 
māal perlu membuat bagi hasil yang  memenuhi harapan kedua belah pihak yang 
berkontrak. 
 Permasalahan  adverse selection, yaitu sulitnya Bank BNI Syariah 
mengetahui karakter calon nasabah/muḍhārib  yang  akan menerima pembiayaan  
dengan akad  muḍhārabah. Permasalahan ini lebih kepada calon nasabah yang 
baru, untuk nasabah yang sudah pernah melakukan pembiayaan pada Bank BNI 
Syariah, baik itu pembiayaan konsumif atau produktif, pihak bank akan lebih 





melakukan pembiayaan sebelumnya, bank hanya perlu mengetahui tentang 
informasi yang belum ada sebelumnya, baik itu mengenai usaha yang akan 
dibiayai, prediksi mengenai kemampuan nasabah dalam menjalankan usaha dan  
jaminan yang akan dijaminkan jika terjadi wanprestasi.   
Bank BNI Syariah dalam menyeleksi calon nasabah untuk mendapatkan 
pembiayaan produktif dengan akad muḍhārabah sangat ketat. Bank BNI Syariah  
bahkan menambah beberapa syarat atau kriteria tertentu untuk calon nasabah 
pembiayaan dengan akad muḍhārabah. Hasil wawancara dengan Asisten 
Pembiayaan produktif Bank BNI Syariah menyatakan:  
 “Untuk pembiayaan dengan akad muḍhārabah, pihak bank menetapkan 
kriteria yang lebih ketat. Bank BNI Syariah bahkan hanya memberikan 
pembiayaan dengan akad  muḍhārabah  kepada nasabah yang sebelumnya 
sudah pernah memperoleh pembiayaan dengan akad murabahah  (jual-beli) 
atau musyarakah. Hal ini disebabkan sulitnya bank mengetahui dengan pasti 
karakter nasabah yang  akan diberikan pembiayaan  muḍhārabah. Selain itu 
bank lebih memilih nasabah dengan usaha yang tingkat kepastiannya lebih 
tinggi.”  
Dari penjelasan di atas dapat diartikan bahwa Bank BNI Syariah dalam 
meyalurkan pembiayaan dengan akad muḍhārabah sangat berhati-hati. Tingginya 
risiko yang dihadapi bank syariah dalam pembiayaan dengan akad muḍhārabah 
menyebabkan bank lebih ketat dalam memilih nasabah pembiayaan dengan akad  
muḍhārabah. Hal ini juga berdampak pada rendahnya tingkat pembiayaan dengan 
akad  muḍhārabah  dibandingkan dengan akad  murabahah  dan  musyarakah.  
Padahal menurut Muhammad (2008: 6) kontrak muḍhārabah menjadi 
salah satu bentuk  core product bank syariah sehingga bank syariah berbeda 
dengan bank sistem bunga. Oleh karena itu, permasalahan ini harus mendapat 





agency  pada kontrak  muḍhārabah, pemilik dana dapat menerapkan  screening 
terhadap atribut/kriteria proyek dan atribut/kriteria  muḍhārib.  Kriteria/atribut 
tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan Bank BNI Syariah dalam menyeleksi 
calon nasabah pembiayaan dengan akad  muḍhārabah. Penerapan kriteria yang 
ketat untuk nasabah dan usaha yang akan dibiayai dengan akad muḍhārabah pada  
Bank BNI Syariah sudah diterapkan, hal ini merupakan salah satu upaya  
mengoptimalkan bagi hasil. Nantinya dengan informasi mengenai kriteria nasabah 
dan usahanya tersebut pihak Bank BNI Syariah akan menentukan rasio bagi hasil 
antara keduanya.  Penentuan rasio bagi hasil ini nantinya akan  dipengaruhi salah 
satunya oleh informasi mengenai karakter nasabah dan usaha yang akan 
dijalankan.  
Pengungkapan dengan benar mengenai karakter calon nasabah dapat 
membantu pihak bank dalam menilai kriteria/atribut yang dimiliki calon 
muḍhārib. Sehingga baik Muhammad (2008: 7) dan Tarsidin (2010: 5) 
berpendapat bahwa pentingnya pemberian insentif kepada  muḍhārib  untuk 
menekan masalah Principal-Agent dalam pembiayaan dengan akad muḍhārabah. 
Pemberian insentif dalam  hal ini adalah pemberian rasio bagi hasil yang lebih 
kepada nasabah yang mengungkapkan informasi mengenai dirinya dan usahanya 
dengan benar. Optimalisasi bagi hasil yang dilakukan oleh pihak bank syariah 
untuk mengatasi masalah penyimpangan yang mungkin akan dilakukan nasabah 
dalam pembiayaan produktif dengan akad muḍhārabah, yaitu dengan menerapkan 
sistem insentif yang layak bagi nasabah sesuai dengan kemampuan yang 





proses screening (penilaian karakter dan usaha nasabah/muḍhārib) pada 
pembiayaan akad muḍhārabahnya.  
Optimalisasi bagi hasil dengan cara pemberian insentif ini dapat menekan 
permasalahan  adverse selection  dalam pembiayaan dengan akad  muḍhārabah. 
Sehingga dapat meningkatkan jumlah pembiayaan produktif dengan akad 
muḍhārabah. Dari hasil screening ini, nantinya Bank BNI Syariah akan melihat 
berapa perkiraan jumlah pendapatan yang dapat dihasilkan nantinya dari usaha 
yang akan dijalankan nasabah. Bank BNI Syariah juga akan melihat rasio bagi 
hasil yang harus dibagikan kepada nasabah penyimpan dananya, karena bank 
nantinya juga akan membagikan hasilnya kepada nasabah penyimpan dana di 
Bank BNI Syariah. 
  Proses mengoptimalkan bagi hasil dalam pembiayaan dengan akad 
muḍhārabah  sangat dipengaruhi oleh pengungkapan karakter dan prospek usaha 
nasabah yang akan dibiayai. Pengungkapan karakter yang benar akan membantu 
pihak Bank BNI Syariah dalam menetapkan rasio bagi hasil yang sesuai dengan 
harapan yang diinginkan nasabah dan pihak bank. Pemberian insentif yang adil 
bagi nasabah, akan menciptakan suatu bagi hasil yang optimal, yaitu dapat 
memenuhi harapan yang diinginkan kedua belah pihak. Pengungkapan karakter  
muḍhārib  nantinya akan berdampak juga pada permasalahan  moral hazard  yang 
dihadapai Bank BNI Syariah. Level upaya yang dapat dilakukan muḍhārib  dapat 
dinilai dari informasi mengenai karakter nasabah dan usaha nasabah. Bank dalam 
hal ini lebih mudah menilai level upaya yang dilakukan muḍhārib, karena dari 





menilai kemampuan yang dapat dilakukan nasabah. Oleh karena itu Bank harus 
dapat membuat bagi hasil yang membuat level upaya muḍhārib meningkat.  
H. Kontribusi Bagi Hasil dalam Meningkatkan Laba dan Market Share pada 
Produk Pembiayaan Muḍhārabah PT BNI Syariah Cabang Makassar 
Bank harus dapat membuat bagi hasil yang membuat level upaya 
muḍhārib meningkat karena meningkatnya level upaya  muḍhārib akan 
berdampak pada meningkatnya profit yang dihasilkan. Sehingga bagi hasil kepada 
bank juga meningkat. Dengan persyaratan kriteria yang ketat pada pembiayaan 
dengan akad muḍhārabah, masalah  adverse selection  bisa diminimalisir. 
Sedangkan dalam permasalahan moral hazard, penetapan rasio bagi hasil yang 
dilakukan oleh BNI Syariah dapat menekan permasalahan moral hazard ini. 
Sebab BNI Syariah dalam pembiayaan dengan akad muḍhārabah  tidak ingin 
mengambil risiko yang terlalu besar. Jadi, dalam  menetapkan rasionya Bank BNI 
Syariah hanya menetapkan rasio baginya sesuai tingkat standar referensi 
keuntungan yang ditetapkan manajemen bank. Padahal Bank BNI Syariah bisa 
saja menetapkan rasio bagi  hasil untuknya lebih tinggi. Hal ini dilakukan Bank 
BNI  Syariah agar utilitas nasabah dapat terpenuhi.  
Hal lainnya yang mempengaruhi rasio bagi hasil adalah besaran nilai 
pembiayaan dan jangka waktu pembiayaan dengan akad muḍhārabah. Semakin 
besar nominal pembiayaan yang diberikan dan semakin lama jangka waktu 
pembiayaan maka semakin tinggi pula risiko yang dihadapi bank syariah. Bank 
BNI Syariah dalam hal ini akan menaikkan rasio bagi hasil untuknya. Selain itu, 





Syariah akan melihat pendapatan yang dihasilkan nasabah pembiayaan dan 
kemampuan nasabah dalam mengefisienkan biaya-biaya yang akan dikeluarkan. 
Level upaya yang dilakukan nasabah nantinya akan berdampak pada produktivitas 
nasabah dalam menjalankan usahanya yang dibiayai oleh bank syariah.   
Untuk menetapkan bagi hasil yang optimal pada pembiayaan dengan akad  
muḍhārabah,  pihak Bank BNI Syariah sangat dipengaruhi oleh pengungkapan 
informasi mengenai karakter nasabah dan usahanya. Sedangkan level upaya dan 
produktivitas nasabah dalam menjalankan usahanya sangat berpengaruh pada 
seberapa besar rasio yang akan didapatkannya dari pendapatannya nantinya, 
semakin terpenuhinya utilitas nasabah maka level upaya yang dilakukan nasabah 
semakin maksimal dan produktivitasnya naik. Dengan demikian, nasabah dalam 
memberikan informasi mengenai karakter dirinya dan infromasi mengenai 
usahanya diharapkan jujur dan benar. Karna dengan pengungkapan yang benar, 
pihak Bank BNI Syariah dapat menetapkan rasio bagi hasil yang adil bagi 
nasabah. Rasio  bagi hasil yang ditetapkan diharapkan bisa memenuhi utilitas 
kedua belah pihak, baik bagi pihak Bank BNI Syariah dan nasabah pembiayaan. 
Sehingga nantinya upaya yang dilakukan nasabah dalam menjalankan usahanya 
dapat semaksimal mungkin.  
Penetapan rasio bagi hasil yang adil bagi kedua belah pihak nantinya juga 
berpengaruh pada pelaporan pendapatan dari hasil usaha yang dibiayai. Nasabah 
diharapkan melaporkan hasil usahanya dengan jujur sehingga bank BNI Syariah 
tidak perlu mengeluarkan biayai pengawasan dan  verifikasi yang tinggi untuk 





nantinya akan berpengaruh pada pendapatan yang akan dibagikan antara pihak 
bank syariah dan nasabah pembiayaan.  
Bagi hasil yang sesuai dengan harapan nasabah/muḍhārib adalah bagi hasil 
yang nantinya dapat menekan permasalahan  adverse selection dan moral hazard. 
Untuk menekan kedua permasalahan tersebut, maka pihak bank syariah dalam 
menetapkan bagi hasil harus bisa memenuhi harapan nasabah, hal ini nantinya 
berdampak pada pengungkapan karakter nasabah yang jujur, level upaya yang 
dilakukan muḍhārib lebih maksimal dan meningkatnya profit yang dihasilkan  
muḍhārib yang nantinya pihak bank juga mendapatkan bagi hasil yang besar dari 
profit yang dihasilkan. Perlunya membuat rasio bagi hasil yang dirasa adil bagi 
muḍhārib  (dalam hal ini tingkat rasio bagi hasil sesuai dengan harapan muḍhārib) 
nantinya dapat mendorong level upayanya dan meminimalkan risiko terjadinya 
penyimpangan dalam melaporkan pendapatannya.  
Oleh karena itu, Pengungkapan karakter nasabah dan level upaya yang 
maksimal nantinya akan dapat menekan biaya pengawasan dan verifikasi yang 
harus dikeluarkan dalam kontrak  muḍhārabah, sehingga profit yang dibagi 
nantinya juga meningkat. Dan kemudian ketika BNI Syariah mendukung 
pembiayaan muḍhārabah dimana produk pembiayaan diarahkan lebih kepada 
sektor ekonomi produktif dan masyarakat yang lebih luas. Hal tersebut akan 
meningkatkan market share perbankan syariah, strategi ini juga akan mendukung 






Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua rumusan masalah dan dari hasil 
pembahasan dapat disimpulkan yang pertama terkait bagaimana implementasi bagi 
hasil dalam produk pembiayaan Muḍhārabah PT BNI Syariah Cabang Makassar. 
Melalui pembahasan Bab IV dapat dilihat bahwa selama ini PT Bank BNI Syariah 
Cabang Makassar telah melaksanakan aturan sesuai dengan Fatwa DSN No.07/DSN-
MUI/IV/2000 tanggal 4 April 2000  tentang  muḍhārabah, karena selain bahwa 
Produk yang dibiayai adalah tidak terlepas dari Syariah. PT Bank BNI Syariah 
Cabang Makassar dengan nasabah terlebih dahulu saling bernegosiasi untuk 
menentukan nisbah yang akan diperoleh antara keduanya dalam melaksanakan akad 
Muḍhārabah, artinya tidak semua nasabah sama bagi hasil yang didapatkan dan 
kemudian menggunakan sistem Profit and Loss Sharing dalam bagi hasilnya.  
Akan tetapi, PT Bank BNI Syariah Cabang Makassar dalam melaksanakan 
pembiayaan akad Muḍhārabah terlalu berhati-hati dan sepertinya terlihat bahwa ada 
unsur kesengajaan meminimalkan pembiayaan Muḍhārabah dibandingkan 
pembiayaan musyarakah dan murabahah. walaupun setiap tahun mengalami 
peningkatan tetapi tetap pembiayaan musyarakah dan murabahah lebih tinggi 





Kedua, terkait bagaimana mengoptimalkan bagi hasil dalam meningkatkan 
laba dan market share pada produk pembiayaan Muḍhārabah PT BNI Syariah 
Cabang Makassar yaitu dengan menyelesaikan permasalahan adverse selection dan 
masalah moral hazard, maka Bank BNI Syariah  selaku  şhāhibul māal perlu 
membuat bagi hasil yang  memenuhi harapan kedua belah pihak yang berkontrak. 
Bagi hasil yang sesuai dengan harapan nasabah adalah bagi hasil yang nantinya dapat 
menekan permasalahan tersebut. Karena hal ini akan berdampak pada pengungkapan 
karakter nasabah yang jujur, level upaya yang dilakukan muḍhārib lebih maksimal 
dan meningkatnya profit yang dihasilkan muḍhārib secara otomatis pihak bank juga 
akan mendapatkan bagi hasil yang besar dari profit yang dihasilkan. 
B. Implikasi Penelitian 
Implikasi penelitian yang diajukan oleh peneliti berupa saran-saran atas 
keterbatasan yang ada untuk perbaikan pada masa mendatang, diantaranya : 
1. Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis bagaimana penerapan prinsip-
prinsip syariah terkait penerapan bagi hasil pembiayaan muḍhārabah, 
sehingga diharapkan agar data-data yang terkait dengan bagi hasil pembiayaan 
muḍhārabah dan laporan keuangan dapat dikaji lebih luas lagi untuk 
menjelaskan hal yang tidak dipahami. 
2. Informan muḍhārib dalam penelitian selanjutnya lebih baik jika diperbanyak 
untuk menjamin keakuratan informasi. 
3. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan juga menggunakan paradigma kritis 





kritis yang digunakan hanya pada implementasi suatu objek yang dibahas 
dalam penelitian ini. 
C. Saran  
Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan yang telah dilakukan maka 
terdapat beberapa hal yang dapat disarankan antara lain:   
1. Pembiayaan dengan akad  muḍhārabah  merupakan pembiayaan  dengan 
risiko yang tinggi. Meskipun demikian, dalam menyalurkan pembiayaannya 
Bank BNI Syariah Cabang Makassar diharapkan bisa lebih memperbanyak 
pembiayaan produktif dengan akad  muḍhārabah  yang merupakan  core 
product dari bank syariah. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan 
masyarakat mengenai bank syariah yang menjalankan prinsip-prinsip sesuai 
dengan syariah Islam.  
2. Meskipun pembiayaan dengan akad  muḍhārabah  memiliki risiko yang 
cukup tinggi, Bank BNI Syariah Cabang Makassar diharapkan bisa menekan 
risiko yang ada dengan  cara  menetapkan bagi hasil  optimal yaitu yang 
sesuai dengan harapan nasabah dan bank syariah. Sebab jika harapan bank 
dan nasabah dapat disatukan dan dicapai, maka masalah  sulitnya menilai 
karakter nasabah, kurang maksimalnya upaya nasabah dalam menghasilkan 
profit dan kemungkinan nasabah melaporkan profit yang  dihasilkan tidak 
benar  yang terjadi dalam pembiayaan dengan akad muḍhārabah dapat diatasi.  
3. Untuk dapat meningkatkan jumlah pembiayaan produktif dengan akad 





diharapkan dapat mengoptimalkan bagi hasil  yang dapat memenuhi harapan 
nasabah dan juga sesuai dengan tingkat pendapatan yang diharapkan bank. 
Sebab dengan terpenuhinya utilitas pihak nasabah dan Bank BNI Syariah, 
maka permasalahan adverse selection dan permasalahan moral hazard dapat 
ditekan seminimal mungkin dengan menerapkan bagi hasil  yang optimal.  
4. Meskipun Bank BNI Syariah dalam menerapkan pembiayaan produktifnya 
dengan akad muḍhārabah  sudah dapat memenuhi harapan yang diinginkan 
nasabah, Bank BNI Syariah bisa lebih meningkatkan jumlah pembiayaannya 
dengan akad muḍhārabah. Salah satunya dengan pemberian pembiayaan 
kepada nasabah yang masih baru atau sebelumnya belum pernah mendapat 
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Hasil wawancara dengan Kepala Bagian Pembiayaan Produktif 
Makassar, Selasa/26 Juli 2016.  
Bapak Muh. Adlan Samad. 
1. Berapa bagi hasil  pembiayaan produktif mudharabah  saat ini? 
Bagi hasil pembiayaan produktif pada BNI Syariah Cabang Makassar 
tidak ada ketentuan karena tergantung dari kondisi nasabahnya. Tapi 
biasanya 70% dan 30% atau 60% dan 40%. 
 
2. Bagaimana Bank BNI Syariah menentukan Bagi Hasil kepada Nasabah? 
Bank BNI Syariah Cabang Makassar menentukan bagi hasil berdasarkan 
Laba/Keuntungan yang didapatkan dari usaha yang dijalankan oleh 
nasabah. Yaitu sistem perhitungan bagi hasil laba bersih (Profit and Loss 
Sharing) 
 
3. Apakah setiap nasabah bagi hasil yang didapatkan sama? 
Tidak, setiap nasabah memiliki bagi hasil yang berbeda seperti yang saya 
katakan bahwa tergantung dari kondisi dan kesanggupan nasabah 
tersebut.  
 
4. Apa yang menyebabkan pendapatan mudharabah dan market share 
mudharabah rendah? 
Untuk pembiayaan mudharabah Bank BNI Syariah lebih fokus untuk 
membiayai Proyek. Dan yang menyebabkan pendapatan mudharabah 
rendah karena masih banyak masyarakat yang kurang percaya terhadap 
perbankan syariah, adanya karakter calon nasabah yang berbeda-beda, 
selain itu manipulasi terhadap laporan keuangan bisa saja dilakukan oleh 
nasabah yang ingin mendapatkan keuntungan yang banyak sehingga 
perbankan selektif dalam memilih pembiayaan produktif mudharabah. 
 
5. Bagaimana agar dapat mengoptimalkan pendapatan dan market share 
mudharabah? 
Untuk mengoptimalkan pendapatan market share dalam mudharabah, 
maka harus didukung okeh SDM pada pegawai perbankan syariah selain 
itu juga harus didukung oleh kondisi perekonomian kita. 
 
Hasil wawancara dengan Asisten Pembiayaan Produktif 
(Asisten Wira Usaha Syariah) 
Makassar, Selasa/14 Juni 2016. 
Bapak Muh. Syamsu Alam. 
1. Bagaimanakah kriteria calon nasabah yang ingin mendapatkan pembiayaan 
dengan akad Mudharabah? 
Usaha yang dijalankan Minimal 2 tahun, Legalitas usaha lengkap dan 
Menurut analisa bank layak ( usaha sendiri maupun karakter nasabah). 
 
2. Apa saja persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon mitra usaha dalam 
mendapatkan pembiayaan tersebut? 
Tidak pernah cacat di BI terkait pembiayaan, Usahanya tidak pernah 
memiliki Rekor buruk di seluruh Bank di Indonesia, memiliki jaminan 
yang layak untuk dijadikan agunan. 
 
3. Bagaimana kebijakan BNI Syariah terkait prosedur yang harus dilewati 
sampai seorang nasabah berhak mendapatkan pembiayaan tersebut? 
Sebelumnya pihak analis melakukan analisa terhadap kelayakan 
pembiayaan dan karakter calon debitur. Nasabah yang diberikan 
pembiayaan Akad Mudharabah adalah nasabah yang sudah ditentukan 
keuntungan diawal berapa yang didapatkan. Misalnya proyek. Tetapi 
untuk usaha lainnya sepertinya sulit untuk diterapkan karena melihat 
kondisi karakter nasabah sekarang ini. Karena Pada prinsipnya akad ini 
mempersyaratkan kejujuran dan akuntabilitas. 
 
4. Menurut BNI Syariah, persyaratan apa saja yang baisa menjadi kendala bagi 
calon nasabah untuk memenuhi persyaratan tersebut? 
Legalitas Usahanya (Untuk usaha kecil) dan tidak memperhatikan sistem 
administrasinya. 
 
5. Setelah adanya kesepakatan untuk melakukan kontrak kerjasamaApa saja 
ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi oleh Mudharib dalam Akad 
Mudharabah tersebut? 
Setelah disetujui permohonan pembiayaan yang harus dipenuhi yaitu 
Syarat Disposisi dan syarat pencairan dana. 
 
6. Fatwa DSN-MUI No:07/DSN-MUI/IV/2000 telah mengatur tentang “Jangka 
waktu usaha, tata cara pengambilan dana dan pembagian keuntungan”. 
Bagaimanakah pandangan anda terhadap isi fatwa DSN-MUI terkait 
pembiayaan akad Mudharabah perihal cara pembagian keuntungan? 
Fatwa DSN-MUI terkait pembiayaan akad Mudharabah perihal cara 
pembagian keuntungan sudah bagus. Tetapi karakter nasabahnya yang 
menjadi kendala dalam Akad Mudharabah ini. 
 
7. Apakah BNI Syariah mewajibkan kepada Mitra usahanya untuk membuat 
laporan usaha? 
Harus, Karena memang akad ini mempersyaratkan keterbukaan 
(akuntabilitas) nasabah terhadap pihak perbankan. 
 
8. Dalam menjalankan suatu produk terkadang memiliki kendala. 
Menurut BNI Syariah apa saja kendala yang dialami dalam Pembiayaan Akad 
Mudharabah ini ? 
Selain administrasi, karakter dari mudharib belum siap untuk 
menerapkan Akad Mudharabah, karena namanya pengusaha maunya 
untung sebesarnya dan pengorbanan sekecil-kecilnya. Dan terkadang 
kekhawatiran mereka jika misalkan mereka melampirkan laporan 
keuangan sebenarnya yang mana posisi keuntungannya besar, biasanya 
mereka sedikit memanipulasi data dengan tujuan keuntungan yang 
mereka peroleh bisa maksimal. Jadi bagi hasil yang diserahkan kepada 
bank diminimalkan. Jadi kendalanya adalah Karakter Nasabah. 
 
9. Apakah BNI Syariah melakukan pengawasan usaha kepada mitra usaha? 
BNI Syariah melakukan pengawasan dan sudah ada pengelolanya 
tersendiri. 
 
10. Apakah BNI Syariah pernah menerima keluhan-keluhan mitra usaha dalam 
pelaksanaan kontrak kerjasama ini? 
Ya, karena namanya kerja sama. Bank juga menerima keluhan-keluhan 
mitra usaha dan kemudian bank bisa memberikan saran dan kebijakan. 
 
11. Jaminan merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh Nasabah 
dalam mengajukan pembiayaan. Apakah jaminan yang bernilai merupakan 
persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang calon Mudharib? 
Ya, Jaminan merupakan pembiayaan yang harus dipenuhi oleh nasabah. 
Tapi ada pembiayaan yang tanpa jaminan sama sekali seperti jika bank 
memiliki keyakinan  potensi bisnis dan karakter nasabah. Karena ada 
pihak ke 3 yaitu pihak asuransi yang kami libatkan. 
 
12. Jika calon nasabah tidak mampu memenuhi persyaratan jaminan, adakah 
solusi bagi calon nasbah tersebut tetap bisa mendapatkan pembiayaan 
tersebut? 
Memberikan kebijakan kepada nasabah misalnya setelah pencairan. 
Paling lambat 1 bulan harus memenuhi persyaratan atau dengan 
pencairan tidak dilakukan 100 %.  
 
13. Setiap calon mitra usaha memiliki karakter yang berbeda-beda. Pernakah BNI 
Syariah menerima calon mitra usaha yang tidak mampu memenuhi 
persyaratan-persyaratan tersebut kemudian mundur dan tidak melanjutkan 
kontrak kerjasama? 
Banyak yang tidak mampu memenuhi persyaratan-persyaratan seperti  
Administrasi, dikarenakan mereka hanya fokus menjalankan usahanya 
dan kemudian mundur dengan sendirinya. 
14. Seperti kita ketahui BNI Syariah menggunakan perhitungan bagi hasil usaha 
dalam Pembiayaan Mudharabah. Bagaimanakah metode BNI Syariah dalam 
perhitungan bagi hasil usaha? 
Setelah menerima laporan keuangan dari nasabah, terlebih dahulu 
menentukan apakah laporan keuangan yang diberikan sesuai. Dari 
laporan keuangan ditentukan bagi hasilnya. Ada proses tawar menawar 
bagi hasil antara pihak bank dan nasaba, dan kemudian untuk 
menentukan berapa bagi hasil yang didapatkan juga tergantung dari 
resikonya. 
 
15. Setiap mitra usaha memiliki karakter yang berbeda-beda. Apa langkah-
langkah  yang dilakukan oleh BNI Syariah, jika mitra usaha tidak bisa 
memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat? 
Langkah pembinaan; pihak bank terlebih dahulu mengetahui apa yang 
menjadi masalahnya? Jika bisa kami bantu maka akan kami bantu 
mencari solusinya bersama. Akan tetapi jika masalah terletak pada 
karakter nasabah itu sendiri secara otomatis ada langkah khusus yaitu 
surat tegurang, surat isomasi dan lelang terhadap jaminan. 
 
16. Setiap Bank memiliki kebijakan masing-masing dalam menghadapi nasabah 
yang bisa saja mengalami kegagalan pembayaran. Apa yang menjadi 
kebijakan BNI Syariah jika mudharib mengalami kegagalan pembayaran? 
Kebijakannya yaitu mencari solusi jika masih layak untuk dibantu, maka 
akan kami bantu karena pada dasarnya perbankan menggunakan R3 
(Restructure, Reasaning, dsb) sebagai langkah2 yang ditempuh jika 
nasabah mengalami gagal bayar. 
 
17. Selain kebijakan dalam menghadapi nasabah yang bisa saja mengalami 
kegagalan pembayaran. Bagaimanakah kebijakan BNI Syariah terkait nominal 
atau jumlah pembiayaan pada akad mudharabah yang disalurkan oleh BNI 
Syariah kepada setiap nasabahnya? 
Ada dua yang bisa dipilih oleh nasabah dalam melakukan akad 
mudharabah dan akad lainnya berdasarkan nominal pembiayaan yang 
diberikan yaitu, Reguler dan Mikro. 
a. Regular (Minimal 250 Juta hingga 2 M untuk Cabang)  
Jika lebih dari 2 M maka diputuskan oleh wilayah dan pusat 
b. Mikro (Kurang dari 250 Juta) 
 
18. Demi memudahkan setiap nasabahnya dalam Pembiayaan mudharabah, 
Bagaimanakah kebijakan BNI Syariah terkait tempo dan dalam hal 
pengembalian modal pembiayaan untuk setiap nasabah dalam Akad 
Mudharabah? 
Bank memberikan tempo sampai 5 tahun. Dimana pola pengembaliannya 
ada dua cara yaitu : 
1. Setiap bulan bisa mengembalikan uang muka bagi hasil yang sudah 
disepakati diawal dan diakhir periode nasabah mengembalikan 
pembiayaan yang kami berikan. 
2. Setiap bulan, selain mengembalikan uang muka bagi hasil dan 
mencicil pokok pembiayaan yang kami berikan. 
 
 
Hasil wawancara dengan Nasabah BNI Syariah Cabang Makassar 
Koperasi Al- Muawanah 
Samata, Jum,at 29 Juli 2016. 
1. Apa alasan Bapak/Ibu memilih BNI Syariah sebagai penyandang dana usaha anda? 
Syarat mudah, bagi hasil tinggi, plafon yang diberikan besar, pelayanan baik. 
 
2. Apa yang Bapak/Ibu pahami tentang Akad Mudharabah atau sistem bagi hasil? 
Sistem bagi hasil merupakan skema pembiayaan oleh bank atau pemilik dana 
dengan pengolah dana dimana pendapatan yang diperoleh akan dibagikan 
berdasarkan porsi bagi hasil yang ditetapkan sebelumnya. 
 
3. Jenis usaha apa yang Bapak/Ibu jalankan dalam pembiayaan Mudharabah ini? 
Koperasi. 
 
4. Pada saat Bapak/Ibu mengajukan pembiayaan, apakah ada jaminan yang Bapak/ibu 
berikan kepada pihak bank? 
Tidak ada, (Kepercayaan). 
 
5. Jika ada, apa jaminan yang Bapak/Ibu berikan dan berapakah pembiayaan yang 
diterima? -------- 
 
6. Apakah syarat jaminan yang bernilai menjadi kendala? -------- 
 
7. Apakah BNI Syariah memberikan pembiayaan sesuai dengan nilai jaminan yang 
dimiliki? -------- 
 
8. Berapa lama kontrak kerja sama Bapak/Ibu kepada  BNI Syariah? 60 Bulan 
 
9. Pembagian hasil usaha pada Bank Syariah dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil.  
Apakah dalam menentukan bagi hasil dilakukan sistem Negosiasi antara Bank dan 
Nasabah?  Ya, berdasarkan sistem negosiasi. 
10. Berapa  Persen (%) bagi hasil antara Bapak/Ibu kepada Pihak Bank? 
Bank 67 % sedangkan Koperasi 33 %. 
 
11. Apakah Bapak/Ibu memiliki kendala dalam sistem perhitungan bagi hasil di BNI 
Syariah dalam memenuhi kewajiban Bapak/ibu? Tidak ada. 
 
12. Proyeksi merupakan perkiraan di masa yang akan datang dan merupakan hal yang 
penting dalam menjalankan usaha. Apa yang menjadi dasar Bapak/Ibu dalam 
memproyeksikan keuntungan ketika akad dibuat? 
Penjualan Pembiayaan bulan-bulan sebelumnya. 
 
13. Proyeksi keuntungan dalam usaha yang dijalankan tentunya sebagai perkiraan dalam 
melakukan pembiayaan kepada pihak Bank. Apakah keuntungan yang Bapak/Ibu 
dapatkan selalu sesuai dengan proyeksi sebelumnya?  
Ya, sesuai dengan proyeksi sebelumnya. 
 
14. Jika tidak sesuai dengan proyeksi, langkah apa yang Bapak/Ibu ambil guna 
menutupi kewajiban untuk membayar bagi hasil pada waktu jatuh tempo 
pembayarannya? -------- 
 
15. Pernakah Bapak/Ibu mengalami kegagalan pembayaran? Ya, pernah. 
 
 
16. Dalam menjalankan usaha tentunya terkadang mengalami masalah. Jika terjadi 
permasalahan-permasalahan dalam usaha Bapak/Ibu, apakah Bapak/Ibu 
berkonsultasi kepada pihak BNI Syariah? Ya, kami berkonsultasi kepada Bank. 
 
17. Apa yang menjadi kendala Bapak/Ibu dalam melakukan Pembiayaan akad 
Mudharabah kepada pihak Bank?   
Syarat dalam pengajuan terlalu berbelit-belit. 
 
18. Modal adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan dalam menjalankan suatu usaha, 
dalam hal ini modal berupa dana. Apakah besarnya nominal modal yang Bapak/Ibu 
terima dalam pembiayaan ini sesuai dengan yang diharapkan? 
Sesuai dengan yang diharapkan. 
 
19. Modal adalah hal yang paling penting dalam menjalankan usaha. Menurut 
Bapak/Ibu, apakah modal kerja dari pembiayaan ini sangat berperan dalam 
keberlangsungan usaha Bapak/Ibu? 
Ya, Pembiayaan ini sangat berperan Penting. 
 
20. Setiap bulan seorang nasabah harus membayar biaya pokok pinjaman. Jika belum 
menghasilkan pendapatan, apa yang Bapak/Ibu lakukan untuk memenuhi kewajiban 
membayar pokok pinjaman dan bagi hasil usaha? 
Meminjam ke Rekan atau ke teman bisnis. 
 
21. Adanya kebijakan BNI Syariah dengan mengembalikan modal secara berangsur 
sebelum berakhirnya akad. Apakah hal tersebut mempengaruhi kinerja usaha 
Bapak/Ibu? 
Ya, Berpengaruh terhadap kinerja usaha. 
 
22. Tujuan setiap nasabah dalam mendapatkan pembiayaan ini yaitu agar meningkatkan 
kesejahteraan ekonomi menjadi lebih baik. Apakah pada saat ini Bapak/Ibu merasa 
ada perubahan dalam perekonomian Bapak/Ibu, setelah mendapatkan pembiayaan 
usaha ini? 
Ada perubahan, karena pembiayaan ini memang memberikan pengaruh 
terhadap keberlangsungan koperasi. 
 
23. Apa saran Bapak/Ibu dalam meningkatkan Produk Mudharabah (Sistem bagi Hasil 
pada perbankan? 
Agar lebih dimudahkan dalam mendapatkan pembiayaan mudharabah ini. 
 
